10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP

: W.15.IML.IMI.3-UM.01.03-1480

TGL. PEMBUATAN

: 11 Juni 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

: 16 September 2022 / 2

TGL. EFEKTIF

: 16 September 2022

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRAS] KE | TPl MALANG

RAMDHANI
NIP. 1978031 72000021001

NAMA SOP

SOP Paspor Baru/Penggantian Secara Online dengan Protokol
Kesehatan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN

1. SOP Pengambilan Paspor dengan Protokol Kesehatan (NEW NORMAL)
2. SOP LAYAR KARMILA / DRIVE THRU

PERINGATAN

prima.

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan

PERALATAN PERLENGKAPAN

3. Seperangkat PC;

4. Mesin cetak nomor antrian;

5. Kamera, tripod dan fingerprint scanner;
6. Printer;

7. Alat tulis.

8. Termometer Gun Digital

9. Disinfektan Chamber

10. Hand Sanitizer

11. Cairan Disinfektan

12. Sarung tangan dan Masker Non Medis
13. Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
Pimpinan.




SOP PASPOR BARU/PENGGANTIAN SECARA ONLINE DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

Dasar Hukum

1.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun
2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP : | SOP Paspor Baru/Penggantian Secara Online dengan Protokol
Kesehatan
2. | Jenis Kegiatan . | Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk . | Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan . | — Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup : | Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan . | SOP Paspor Baru/Penggantian Secara Online dengan Protokol Kesehatan

Langkah Awal 1. Pemohon mengunduh aplikasi M-Paspor di Playstore / Appstore ,melakukan

pendaftaran aplikasi M-Paspor, mengunggah dokumen persyaratan,
mengisi form aplikasi M-Paspor, memilih Kantor Imigrasi, melakukan
pembayaran ke bank persepsi / kantor pos / tokopedia / bukalapak,
mengunduh pengantar ke kantor imigrasi;




Langkah Utama

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan
jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar pengantar, wajib
membawa dokumen asli serta wajib memakai masker;

2. Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk
sterilisasi;

3. Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh
pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun
dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2
(dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka
pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian
dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama,
tempat tanggal lahir, nomor permohonan pemohon tersebut serta
melaporkan kepada Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan;

4. Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan
dinyatakan aman membawa berkas permohonan asli kepada petugas
verifikasi data dan mendapat nomor antrian foto dan interview dilakukan
pengecekan kelengkapan dokumen asli,sebelum menyerahkan berkas
kepada petugas verifikasi data pemohon wajib membersihkan tangan
dengan hand sanitizer yang disediakan di meja petugas verifikasi data;

5. Pemohon yang lengkap persyaratannya mengisi Surat Pernyataan (untuk
orang dewasa dan anak-anak) dengan lengkap dan menyerahkan berkas ke
petugas antrian dan selanjutnya menunggu di ruang tunggu untuk antri
perekaman biometrik, foto dan wawancara,pemohon wajib membersihkan
tangan dengan hand sanitizer yang disediakan oleh petugas antrian
sebelum menyerahkan berkas ke petugas;

6. Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing
pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam
maksimal 20 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu.

7. Pemohon yang dipanggil nomor antriannya untuk melakukan perekaman
biometrik, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli
berkas permohonan,sebelum dan sesudah pengambilan biometrik, foto dan
wawancara pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer
yang disediakan petugas;

8. Petugas memberikan memberikan pengantar pengambilan paspor kepada
pemohon;

9. Petugas perekaman biometrik, foto dan wawancara wajib membersihkan
pembatas / shield meja masing-masing setelah melayani pemohon;

Langkah Akhir

1. Pemohon dapat mengambil paspor 3 hari kerja setelah foto dan interview;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi
Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Mutu Baku

Keterangan

Pemohon Petugas Persyaratan Waktu Output
Pemohon mengunduh aplikasi M-Paspor di Data diri
Playstore / Appstore ,melakukan pendaftaran Mendaftar Melalui pemohon, Foto
aplikasi M-Paspor, mengunggah dokumen M-Paspor Dokumen
persyaratan, mengisi form aplikasi M- Persyaratan 20 Menit
Paspor, memilih Kantor Imigrasi, melakukan
pembayaran, mengunduh pengantar ke
kantor imigrasi untuk foto dan interview,
Pemohon menunjukkan pengantar M- Pengantar M-Paspor 5 Menit Pengantar
Paspor kepetugas; berisi jadwal ke
l Kantor Imigrasi
Pemohon wajib
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Ke Kantor Imigrasi wajib € memakai masker
TPI Malang sesuai dengan jadwal yang ada memakai masker dan bawa 30 Menit membawa
di pengantar ke kantor imigrasi dan berkas berkas asli lengkap pengantar dari M-
asli serta wajib memakai masker; paspor dan berkas
asli lengkap
Pemohon wajib mencuci tangan ditempat Wajib cuci tangan dan .
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk masuk ke disinfektan ) Cuci tangan Qengan
ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; chamber 2 Menit sabun dan air yang
mengalir
Petugas security melakukan pemeriksaan Tidak
suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan Catatan dan Pemohon diperiksa
ke sepeda motor pemohon, pemohon yang g laporan suhu tubuh oleh
suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang > Suhu < . Pemohon yang -

. 5 Menit ; petugas security
melanjutkan permohonan pelayanan 37.5°C ditolak karena setelah keluar dari
keimigrasian dan dihimbau untuk pulang , suhu tubuh disinfektan chamber
petugas security mencatat dan melaporkan diatas 37.5°C
ke Kasubsi Yandoklan;

Pemohon menyerahkan pengantar dari M- Pemohon va
paspor dan asli berkas kepada petugas membersihkan tangan . ..
verifikasi data, sebelumnya pemohon wajib sebelum menyerahkan |4 Noml?r:tﬁﬂman M eth;/;“sti)hkan
; berkas ke petugas . .
membersihkan dahulu tangan dengan hand verifikasi ata 1 Menit pengambilan tangan dengan hand

sanitizer yang disediakan petugas;

!

data biometrik

sanitizer yang
disediakan petugas




v

A

Petugas verifikasi data  melakukan Tidak Map dan berkas
pengecekan pengantar M-Paspor dan Berkas . permohonan
7. kelengkapan berkas pemohon setelah Lengkap? Permohonan 5 Menit yang lengkap
pemohon membersihkan tangan;
Pemohon mengisi Surat Pernyataan (untuk Ya .
) Wajib
orang dewasa dan anak-anak) dengan bersihk
lengkap dan menyerahkan ke petugas Isi surat pernyataan Berkas : mem d ersi a;]n d
8. | sebelumnya pemohon  membersihkan dengan lengkap < Permohonan 10 Menit tangan dengan han
tangan untuk mendapatkan nomor antrian _sanitizer yang
pengambilan foto, biometric disediakan petugas
dan wawancara,;
- Berkas
Menyerahkan ke
9. Petugas menyerahkan berkas permohonan bagian biometric dan Pzrnmoshuodn;hn 5 Menit
pemohon ke bagian foto, biometric dan Interview yang
Interview; T lengkap
bemon i v Maksimal 20 orang
emohon  menunggu iruang  tunggu ) pemohon yang
10. | dengan menerapkan social distancing pada Menurtlggu diruang 10 Menit menunggu diruang
kursi ruang tunggu yang sudah diatur Lngou tunggu dalam waktu
sebelumnya; 1 jam
Wajib
Pemohon membersihkan tangan terlebih Membersihkan . membersihkan
11 | dahulu sebelum melakukan perekaman tangan 30 Detik tangan dengan hand
biometrik , foto dan wawancara; _sanitizer yang
disediakan petugas
Berkas
o Pengambilan Permohonan
Pemohon melakukan perekaman sidik jari, biometrik, foto dan yang sudah . Data biometrik
12. i 10 Menit
foto dan wawancara dengan menunjukan wawancara lengkap pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan
asli)
Wajib
Pemohon membersihkan tangan setelah Membersihkan _ membersihkan
13. | dahulu sebelum melakukan perekaman tangan 30 Detik tangan dengan hand
biometrik , foto dan wawancara; . Sa'.““zer yang
disediakan petugas
Memberikan bukti
Petugas wajib membersihkan pembatas / pengantar , Membersinkan atau
shield meja pelayanan masing-masing pembayaran dan _ Bukti pengantar melap meja
14. memberikan  bukti membersihkan shield 2 Menit pembayaran dan pelayanan masing-

setelah
pengambilan kepada pemohon;

pengantar

meja

!

pengambilan

masing dengan
disinfektan




15.

Pemohon meninggalkan kantor imigrasi dan
datang kembali untuk mengambil paspor.

\ 4

Selesai

Bukti pengantar
pengambilan
paspor

5 Menit

Paspor selesei 3
(tiga) hari kerja
(untuk paspor biasa)
dan 3 (tiga) hari
kerja (paspor
elektronik) setelah
foto dan interview




10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP

: W.15.IMIL.IMI.3-UM.01.03-1481

TGL. PEMBUATAN

> 11 Juni 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

: 16 September 2022 / 1

TGL. EFEKTIF

: 16 September 2022

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPI MALANG

RAMDHANI
NIP. 1972081 72000021001

NAMA SOP

PAHAM KARMILA (Pelayanan Ramah Ham Kantor Imigrasi
Malang)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pengambilan Paspor dengan Protokol Kesehatan (NEW NORMAL) Seperangkat PC;

Mesin cetak nomor antrian;

Kamera, tripod dan fingerprint scanner;

Printer,

Alat tulis.

Termometer Gun Digital

Disinfektan Chamber

Hand Sanitizer

9. Cairan Disinfektan

10. Sarung tangan dan Masker Non Medis

11. Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
- impinan.
prima.

NN~




PAHAM KARMILA (

PELAYANAN RAMAH HAM KANTOR IMIGRASI MALANG)

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

9. Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi

10.

Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020
tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

PAHAM KARMILA (Pelayanan Ramah Ham Kantor Imigrasi Malang)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 08.00— 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malana:

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

PAHAM KARMILA (Pelayanan Ramah Ham Kantor Imigrasi Malang)

Langkah Awal

1. Pelayanan paspor baru / penggantian secara walk in ditujukan untuk
pelayanan ramah HAM bagi golongan rentan (Lansia, Ibu Hamil, Balita,
Penyandang disabilitas / berkebutuhan khusus, Orang Sakit (dibuktikan
dengan surat keterangan dokter/rumah sakit));

2. Seluruh pelayanan paspor baru / penggantian secara walk in dilaksanakan
diruangan pelayanan ramah HAM Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan
kuota maksimal 40 pemohon dalam 1 hari pelayanan;

3. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang setiap hari kerja pukul
08.00-16.00 serta wajib memakai masker;




Langkah Utama

1.

Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang
telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;
Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon
setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan
penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2 (dua) kali
pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang
untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk
pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal lahir, kode
booking antrian online pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi
Pelayanan Dokumen Perjalanan;

Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan
dinyatakan aman membawa berkas permohonan asli & fotokopi kepada
petugas verifikasi data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan
persyaratan, sebelum menyerahkan berkas kepada petugas verifikasi data
pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang
disediakan di meja petugas verifikasi data;

Pemohon yang lengkap persyaratannya mengisi formulir permohonan, Surat
Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke
petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian perekaman biometrik,
foto dan wawancara, sebelum mendapatkan nomor antrian pemohon wajib
membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan oleh petugas
antrian;

Petugas input data dan scan melakukan input permohonan ke dalam SIMKIM
V2;

Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing
pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam
maksimal 4 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu.

Pemohon yang dipanggil nhomor antriannya untuk melakukan perekaman
biometrik, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli
berkas permohonan,sebelum dan sesudah pengambilan biometrik, foto dan
wawancara pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer
yang disediakan petugas;

Petugas memberikan memberikan tanda bukti pengantar pembayaran dan
pengambilan kepada pemohon;

Petugas perekaman biometrik, foto dan wawancara wajib membersihkan
pembatas / shield meja masing-masihng setelah melayani pemohon;

Langkah Akhir

1.

2.

Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM
Persepsi yang ditunjuk;
Pemohon dapat mengambil paspor 3 hari kerja setelah pembayaran;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

Mutu Baku

Waktu

Keterangan

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas |

Datang ke Kantor
Imigrasi wajib <

Pemohon wajib
memakai masker

TPl Malang sesuai dengan jadwal > 30 Menit membawa jadwal
kedatangan yang telah dipilih pada lembar dg‘;r::'éae'rga:";:;g J‘ antrian onIi#e dan
konfirmasi wajib memakai masker; berkas persyaratan
Pemohon wajib mencuci tangan ditempat A 4 .
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke Wajib cuci tangan dan Cuci tangan dengan
disinfektan chamber untuk sterilisasi; masuk ke disinfektan 2 Menit sabun dan air yang
chamber mengalir
Petugas security melakukan pemeriksaan Tidak
suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan Catatan dan Pemohon diperiksa
ke sepeda motor pemohon, pemohon yang laporan suhu tubuh oleh
suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang Suhu < 5 Meni Pemohon yang ;

. > o enit : petugas security
melanjutkan permohonan pelayanan 37.5°C ditolak karena setelah keluar dari
keimigrasian dan dihimbau untuk pulang , suhu tubuh disinfektan chamber
petugas security mencatat dan melaporkan diatas 37.5°C
ke Kasubsi Yandoklan;

Ya
Pemohon menyerahkan fotokopi & asli bPeT]Ehor; Waijib
berkas permohonan kepada petugas gigure,r:srln er?;e;r;]?;ﬂ P Membersihkan
verifikasi data sebelumnya pemohon wajib berkas ke petugas - 1 Menit tangan dengan hand
membersihkan dahulu tangan dengan hand verifikasi data sanitizer yang
sanitizer yang disediakan petugas; disediakan petugas
Petugas  verifikasi data  melakukan Formulir
pengecekan kelengkapan berkas pemohon Lengkap? Berkas 5Menit | Pendaftaran yang
baik yang asli & fotokopi setelah pemohon Permohonan sudah diisi
membersihkan tangan; lengkap
Pemohon mengisi formulir permohonan, Ya .
Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) Nomor antrian Wajib
dengan lengkap dan menyerahkan ke Isi formulir permohonan Berkas 10 Menit untuk ¢ mem(;)ersmkahn d
petugas sebelumnya pemohon dengan lengkap < Permohonan eni pengambilan angan dengan han

membersihkan tangan untuk mendapatkan
nomor antrian pengambilan foto, biometric
dan wawancara;

!

data biometrik

sanitizer yang
disediakan petugas




Berkas

- > Input data Permohonan .
7. Petugas melakukan input data permohonan > 5 Menit
ke dalam SIMKIM V2; permohonan yang sudah
lengkap
b H g ) g Maksimal 4 orang
emohon menunggu diruang tunggu dengan i pemohon yang
8. | menerapkan social distancing pada kursi Me”urt‘ggu diruang 10 Menit menunggu diruang
ruang tunggu yang sudah diatur unggu tunggu dalam waktu
sebelumnya; 1 jam
Waijib
Pemohon membersihkan tangan terlebih Membersihkan , membersihkan
9. | dahulu sebelum melakukan perekaman tangan 30 Detik tangan dengan hand
biometrik , foto dan wawancara; _ sanitizer yang
disediakan petugas
Berkas
o Pengambilan Permohonan
10 Pemohon melakukan perekaman 3|d|I§ jari, > biometrik, foto dan yang sudah 10 Menit Data biometrik
- | foto dan wawancara dengan menunjukan wawancara lengkap pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan
asli)
Waijib
Pemohon membersihkan tangan setelah Membersinkan , membersihkan
1. | dahulu sebelum melakukan perekaman tangan 30 Detik tangan dengan hand
biometrik , foto dan wawancara; _ sanitizer yang
disediakan petugas
o Memberikan bukti
Petugas wajib membersihkan pembatas / " pengantar , Membersihkan atau
shield meja pelayanan masing-masing pembayaran dan Bukti pengantar melap meja
12. | setelah memberikan bukti tanda terima membersihkan shield 2 Menit pembayaran dan pelayanan masing-
pembayaran dan pengambilan kepada meja pengambilan masing dengan
pemohon untuk melakukan pembayaran; disinfektan
Paspor selesei 3
(tiga) hari kerja
. (untuk paspor biasa)
Pemohon melakukan pembayaran melalui v Bukti pengantar ) dan 3 (tiga) hari
13. pembayaran dan 5 Menit

Kantor Pos atau Bank Persepsi
ditunjuk;

yang

Melakukan pembayaran

> Selesai

pengambilan

kerja (paspor
elektronik) setelah
melakukan transaksi
pembayaran
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DISAHKAN OLEH
KEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPl MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BATIDH AN
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG HIF. TeTshETTIa00000T
SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN NAMA SOP SOP Paspor Baru/Penggantian Karena Rusak atau Hilang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |2 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan me;syarakat.
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;
Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner;

SOP Paspor Baru/Penggantian;
SOP Paspor Penggantian Karena Rusak atau Hilang dari Bidang INTELDAKIM.

agr0DNPE

Printer;
Alat tulis.
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada

prima. Pimpinan.




SOP PASPOR BARU/PENGGANTIAN KARENA RUSAK ATAU HILANG

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SOP Paspor Baru/Penggantian Karena Rusak atau Hilang

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Paspor Baru/Penggantian Karena Rusak atau Hilang

Langkah Awal

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi (Walk In);

Langkah Utama

9.

10.

11.

12.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan
persyaratan asli dan fotokopi serta surat keterangan hilang dari Kepolisian
(untuk permohonan penggantian paspor karena hilang) diserahkan ke Seksi
Inteldakim untuk melakukan proses BAP;

Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;

Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;

Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat
yang ditunjuk;

Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat
yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai
dengan sistem pelayan paspor terpadu;

Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang sesuai
dengan jadwal kedatangan yang telah diberitahukan petugas;

Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan;

Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas
permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor
antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara;

Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;

Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan
menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;

Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.




Langkah Akhir

1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;

2. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon
menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda|
bukti pembayaran paspor;

3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi
Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Mutu Baku

Keterangan

Pemohon mempersiapkan semua
dokumen diantaranya copy paspor
yang hilang, jika tidak memiliki copy

Mempersiapkan
dokumen

Petugas

Persyaratan

Waktu

Output

paspor yang hilang bisa menghubungi Dokumen Persyaratan 5 Menit
seksi TIKIM tempat diterbitkannya
paspor yang hilang tersebut;
Pemohon mengurus surat kehilangan ke Kantor M t Kehil i Surat
Kepolisian terdekat; engurus surat Renifangan 5 Menit Keterangan
Polisi
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan v
membawa berkas permohonan persyaratan )
asli dan fotokopi serta surat keterangan Datang ke Kantor Berkas . Nomor antrian E:;Egztg'egsggfxl]a
hilang dari Kepolisian (untuk permohonan Imigrasi (untuk persyaratan 15 menit untuk proses Asli
penggantian  paspor karena  hilang) Proses BAP) BAP
diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk
melakukan proses BAP;
v
Proses ~ pembuatan  Berita  Acara Proses BAP Keterangan dari 20 Menit Lembar BAP
Pemeriksaan: pemohon saat BAP
v Petugas akan
P B menmberikan jadwal
. roses Bapen i
Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; p Lembar BAP 10 Menit Lembar Bapen kepada pemoh'on
untuk pengambilan
data biometrik
Eroses pembuatan surat persetujuan dari Pembuatan Surat Lembar BAP dan & Menit Surat
.epa.la Kantor  Imigrasi/Pejabat yang Persetuiuan Bapen Persetujuan
ditunjuk; *
] ] Tidak _ Surat Persetujuan
Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Surat Persetujuan dari Kepala Kantor
K.epa.la Kantor _ Imigrasi/Pejabat  yang Permohonan Disetujui? dari Kepala Kantor > Hari Imigrasi/Pejabat
ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal ~ paspor Imigrasi/Pejabat an yang ditunjuk
pembuatan paspor sesuai dengan sistem ditangguhkan

pelayan paspor terpadu;

yang ditunjuk

sebagai dasar
penggantian paspor



TIKIM1990
Typewritten text
Pemohon mempersiapkan semua 
dokumen diantaranya copy paspor
yang hilang, jika tidak memiliki copy
paspor yang hilang bisa menghubungi
seksi TIKIM tempat diterbitkannya 
paspor yang hilang tersebut;




Pemohon datang kembali ke Kantor

Datang ke Kantor

8. Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan Imigrasi (untuk Proses
jadwal kedatangan yang telah diberitahukan Pembuatan Paspor)
petugas; +
. . Isi dan lengkapi Berkas
9. Pemohon melengkapi dan mengambil 5 Menit
berkas persyaratan: berkas persyaratan T Permohonan
Pemohon mengambil nomor antrian dan Tidak )
menunjukkan asli & fotokopi berkas Nomor antrian
10. | permohonan kepada petugas customer Lengkap? Berl;as 5 Menit untutﬂ
care untuk mendapatkan nomor antrian Permohonan pengambilan
verifikasi data, foto sidik jari dan Ya data biometrik
wawancara; ii
\/
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon Inbut data Berkas )
11. | menyerahkan berkas permohonan kepada erﬁwohonan Permohonanyang | 5 Menit
petugas untuk verifikasi data; p s sudah lengkap
o v Berkas
12 Pemohon melakukan perekaman sidik jari, Pengambilan biometrik Permohonan yang 10 Menit Data biometrik
: foto dan wawancara dengan menunjukan dan wawancara sudah lengkap pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan asli)
13 Pemohon mendapatkan bukti tanda terima Mendapatkan bukti P > Menit Bukti pengantar
: pengambilan dari petugas untuk melakukan pengantar pembayaran pembayaran
pembayaran; .
v Bukti pengantar .
14. | Pemohon dapat melakukan pembayaran Melakukan pembavaran 5 Menit
melalui Kantor Pos dan Bank/ATM. lp Y pembayaran
15 Pemohon ~ mengambil ~ nomor  antrian Ambil ’ tri Bel:L(g;)ea?gﬁnézL 5 Menit Nomor antrian
" | pengambilan paspor di Mesin Antrian; mbifnomer antrian P Y
bukti bayar
Setelah nomor antrian dipanggil di loket 3 )
pengambilan paspor, pemohon Menyerahkan bukti Bukti pengantar _
16. | menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengantar pembayaran pembayaran dan 10 Menit
pengambilan paspor dan tanda bukti dan bukti bavar bukti bayar
pembayaran paspor,;
3 (tiga) hari kerja
(untuk paspor biasa)
) v Bukti pengantar Paspor van dan 3 (tiga) hari
17. | Pemohon menerima paspor yang sudah pembayaran dan 5 Menit por yang kerja (paspor

jadi.

Menerima paspor

» Selesai

bukti bayar

sudah selesai

elektronik) setelah
melakukan transaksi
pembayaran




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1959-1

TGL. PEMBUATAN : 01 April 2019
TGL. REVISI/ REVISI KE : 16 September 2022 / 2
TGL. EFEKTIF : 16 September 2022
DISAHKAN OLEH
KEPALSA KANTOR IMIGRASI KE I TPl MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA o=
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG MIP. 197808172000021007
SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN NAMA SOP SOP Paspor Perubahan Data

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |2 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan me;syarakat.
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;
Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner;

SOP Paspor Baru/Penggantian;
SOP Paspor Perubahan Data dari Bidang INTELDAKIM.

agr0DNPE

Printer;
Alat tulis.
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada

prima. Pimpinan.




SOP PASPOR PERUBAHAN DATA

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SOP Paspor Perubahan Data

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Paspor Perubahan Data

Langkah Awal

1. Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih
dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon
melalui aplikasi "Mobile Paspor (M-Paspor)" atau bisa datang secara
langsung ke Kantor Imigrasi (Walk In);

2. Pemohon menerima dan menunjukkan konfirmasi nomor antrian online;

Langkah Utama 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan
persyaratan asli dan fotokopi diserahkan ke Inteldakim untuk melakukan
proses BAP;

2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;

3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;

4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat
yang ditunjuk;

5. Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat
yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai
dengan sistem pelayan paspor terpadu;

6. Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai
dengan jadwal kedatangan yang telah diberitahukan petugas;

7. Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan;

8. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas
permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor
antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara;

9. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;

10.Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan
menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;

11.Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

12.Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.

Langkah Akhir 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;

2. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon
menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda|
bukti pembayaran paspor;

3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.




Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi
Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu Output
Pemohon terlebih dahulu mengambil nhomor
antrian dengan terlebih dahulu memilih Ambil nomor
kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data antrian
pemohon melalui aplikasi "Mobile Paspor Data diri pemohon 5 Menit
(M-Paspor)" atau bisa datang secara
langsung (Walk In)
Pemohon menunjukkan antrian online, bagi M iukk tri i . Jadwal antrian
yang belum daftar tetap dilayani (Walk In) enunjukkan antrian onfine 5 Menit online
v
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan ) i Pemohon membawa
membawa berkas permohonan persyaratan Datang ke Kantor Jadwal antrian ) Nomor antrian jadwal antrian online
asli dan fotokopi diserahkan ke Seksi Imigrasi (untuk online dan berkas | 15 menit untuk proses dan berkas
Inteldakim untuk melakukan proses BAP; Proses BAP) persyaratan BAP persyaratan
v
Proses ~ pembuatan  Berita  Acara Proses BAP Keterangan dar | 20 Menit | Lembar BAP
Pemeriksaan; pemohon saat
v Petugas akan
P B menmberikan jadwal
. roses Bapen i
Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; p Lembar BAP 10 Menit Lembar Bapen ketpida pemog_cl)n
untuk pengambilan
data biometrik
Proses pembuatan surat persetujuan dari Pembuatan Surat Lembar BAP dan 5 Menit Surat
Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang Persetuiuan Bapen Persetujuan
ditunjuk; .
. . Tidak v Surat Persetujuan
Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Surat Persetujuan dari Kepala Kantor
Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang Permohonan Disetujui? dari Kepala Kantor 2 Hari Imigrasi/Pejabat
ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal _ paspor ' Imigrasi/Pejabat an yang ditunjuk
pembuatan paspor sesuai dengan sistem ditangguhkan va yang ditunjuk sebagai dasar
pelayan paspor terpadu; penggantian paspor
Pemohon datang kembali ke Kantor Datang ke Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan Imigrasi (untuk Proses
jadwal kedatangan yang telah diberitahukan Pembuatan Paspor)
petugas; 3




0. Pemohon melengkapi dan mengambil b lfl'(dan Ierngkrapt)l N Berkas 5 Menit
berkas persyaratan; erkas persyarata Permohonan
Pemohon mengambil nomor antrian dan Tidak _
menunjukkan asli & fotokopi berkas Nomor antrian
10. | permohonan kepada petugas customer Lengkap? Berkas 5 Menit untuk
care untuk mendapatkan nomor antrian Permohonan pengambilan
verifikasi data, foto sidik jari dan data biometrik
wawancara; ‘
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon Berkas )
11. | menyerahkan berkas permohonan kepada Inputhdata Permohonan yang 5 Menit
petugas untuk verifikasi data; permol onan sudah lengkap
o v Berkas
- Pemohon melakukan perekaman sidik jari, Pengambilan biometrik Permohonan yang 10 Menit Data biometrik
- | foto dan wawancara dengan menunjukan dan wawancara sudah lengkap pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan asli)
Pemohon mendapatkan bukti tanda terima Mendapatkan bukti ) Bukti pengantar
13. | pengambilan dari petugas untuk melakukan pengantar pembayaran 2 Menit b
pembayaran
pembayaran; ¢
14. | Pemohon dapat melakukan pembayaran Bukti pengantar Meni
melalui Kantor Pos dan Bank/ATM. Melakukan Ipembayaran pembayaran 5 Menit
Pemohon mengambil nomor  antrian : v : Bng penganéar _ _
15. pengambilan paspor di Mesin Antrian; Ambil nomer antrian pembayaran dan 5 Menit Nomor antrian
bukti bayar
Setelah nomor antrian dipanggil di loket 3 .
pengambilan paspor, pemohon Menyerahkan bukti Bukti pengantar _
16. | menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengantar pembayaran pembayaran dan 10 Menit
pengambilan paspor dan tanda bukti dan bukti bayar bukti bayar
pembayaran paspor,;
Maksimal 10 hari
kerja jika
] v Bukti pengantar = permohonan masuk
17. | Pemohon menerima paspor yang sudah Menerima paspor s/ Selesai pembayaran dan 5 Menit aspor yang ke Adjudikator Pusat
jadi. > bukti bayar sudah selesai (AJP)




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP

: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1074

TGL. PEMBUATAN

: 3 Februari 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

TGL. EFEKTIF

: 4 Februari 2020

DISAHKAN OLEH

KEPALAKANTOR IMIGRASIKE | TPIMALANG

RAMDHANI
HIP. 1575081 72000021001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

SOP Paspor Penambahan Nama / Endorsment secara Walk In

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

_ 1. Seperangkat PC;
SOP Paspor Baru/Penggantian 2. Mesin cetak nomor antrian;
3. Kamera dan fingerprint scanner,;
4. Printer;
5. Alat tulis.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada

prima. Pimpinan.




SOP PASPOR PENAMBAHAN NAMA / ENDORSMENT SECARA WALKIIN

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Paspor Penambahan Nama / Endorsment secara Walk In

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 14.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan . | SOP Paspor Penambahan Nama
Langkah Awal

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa
berkas persyaratan;

Langkah Utama 1. Petugas verifikasi data melakukan_verifikasi berkas asli dan pengecekan
kelengkapan berkas pemohon serta;

2. Pemohon yang telah diverifikasi berkasnya oleh petugas mengisi lembar
formulir permohonan dan pernyataan nama ayah dan kakek;

3. Petugas verifikasi data memberikan tanda bukti penerimaan berkas dan
pengambilan paspor kepada pemohon yang sudah mengisi dengan lengkap
formulir permohonan,surat pernyataan ayah dan kakek;

Langkah Akhir 1. Pemohon datang langsung ke loket pengambilan paspor, pemohon
menyerahkan tanda bukti pengambilan paspor;

2. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Pelaporan dan : | Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi
Evaluasi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan Mutu Baku
Kegiatan IEE——————————————— Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang sesuai dengan Datang ke Kantor |« 30 menit Pemohon membawa
jadwal penerimaan pelayan Imigrasi ‘ Tidak berkas persyaratan
penambahan nama jam 08.00 — 15.00
Pemohon membawa fotokopi dan asli
berkas permohonan yang lengkap kepada .
petugas verifikasi data selanjutnya petugas J— Lengkap? Pe:Bmecr;?)s;]an 10 Menit
melakukan pengecekan kelengkapan
persyaratan;
. . Berkas
Pemohon yang sudah diverifikasi berkasnya Isi Formulir dan Surat Permohonan yang Formulir
oleh petugas selanjutnya mengisi formulir Pernyataan Ya sudah lengkap 5Menit | pendaftaran yang
permohonan,surat pernyataan nama ayah (fotokopi dan sudah diisi
dan nama kakek paspor as”)
Berkas
Permohonan dan Bukti penerimaan
Petugas verifikasi data memberikan tanda > Memberikan bukti Formulir serta , berkas dan
bukti  penerimaan  permohonan  dan penerimaan berkas Surat pernyataan 5 Menit pengambilan
pengambilan paSpor ke pemohon. yang Sudah d“s' paspor
lengkap
Pemohon mendapatkan bukti tanda terima Mendapatkan bukti
permohonan dan pengambilan paspor dari penerimaan berkas <
petugas; .
Pemohon datang langsung ke loket v - Bukti penerimaan
pengambilan paspor sesuai dengan jadwal Menyerahkan bukti berkas dan ,
pengambilan serta menyerahkan bukti penerimaan dan pengambilan 2 Menit
pengambilan ke petugas loket pengambilan pengambilan paspor paspor
paspor;
2 (dua) hari kerja
(untuk paspor biasa)
v Bukti penerimaan dan 2 (dua) hari
Pemohon menerima paspor yang sudah Menerima pasoor { _ ! berkas dan 5 Menit Paspor yang kerja (paspor
jadi. paspo » Selesai pengambilan sudah selesai elektronik) setelah
paspor menerima tanda
bukti penerimaan
berkas




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1959-1
TGL. PEMBUATAN : 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE : 04 April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF : 08 April 2019
DISAHKAN OLEH HEPALA KANTOR IMGRAS! HELAS | TPl MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA MOWIANTO SULASTOMC
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR MIP 19661101 995031001
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP Perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan I
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1, Mengetahui informasi seputar perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan I

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun ; ;

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor|
1697);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;

2. Mesin cetak nomor antrian;

3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;

5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon| Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan g_ata elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
i impinan.
prima.







SOP Perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan I

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewaijiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan I

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan I

Langkah Awal

1. Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;

2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
ATAU

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan
pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);

Langkah Utama 1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan
WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen
persyaratan;

2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;

3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk
dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan
serta cetak bukti pengantar pembayaran;

4. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

5. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

6. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas.

7. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada
Tanda terima permohonan;

8. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

9. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran
dan bukti pengantar pembayaran;

Langkah Akhir 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
perpanjangan Izin Tinggal;

3. Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada

Pasbor

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi 1zin
Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan
dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.







Pelaksanaan Mutu Baku

Kegiatan LG EDLE]
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu ‘ Output
Pemohon mendaftar secara online di Ambil nomor
1. izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat permohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
I
\ 4
5 Pemohon menerima dan  mencetak Cetak nomor SMenit erﬁwogggan
) konfirmasi nomor permohonan online; permohonan P online
|
Pemohon mengambil nomor antrian v Pemohon membawa
kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Datang ke Kantor . nomor permohonan
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan Imigrasi Berkas persyaratan | 15 menit online dan berkas
membawa dokumen persyaratan; I persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat v Formulir
4 Pernyataan & Jaminan, Formulir Isi formulir dan lengkapi Berk t 10 it pendaftaran yang
* | Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan |« €rkas persyaratan ment sudah diisi
berkas persyaratan; I lengkap
Pemohon menyerahkan berkas permohonan Berkas persyaratan
5. kepada petugas Konter untuk dilakukan Tanda terima P Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
input data permohonan dan cetak bukti permohonan lengkap
pengantar pembayaran;
Pemohon mendapatkan bukti pengantar Mendapaian bukti Berkas persyaratan .
6. | pembayaran dari petugas untuk melakukan pengantar pembayaran > Input data yang sudah 10 Menit | BUKt pengantar
: permohonan pembayaran
pembayaran; . lengkap
Pemohon dapat melakukan pembayaran ¢
7. biaya Imigrasi sesuai ketentyan peraturan Melakukan pembayaran Bukti pengantar 10 Menit Bukti
perundang-undangan melalui Kantor Pos pembayaran pembayaran
dan Bank/ATM; 1
v
P h dapatk iadwal Mendapatkan jadwal Jadwal
emohon  mendapatkan jadwal  proses . Bukti pengantar . wawancara dan
9. wawancara dan pengambilan data biometrik | |~ Wawancara db"’i‘(r)‘rﬁ:t’:ﬁ’(amb"a” pem%ay%ran 5 Menit pengambilan data
dari petugas; i biometrik
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I = Pemohon membawa
- . Datang ke Kantor . .
10 TPI Malang sesuai jadwal pada tanda terima Imigrasi 2 Hari Bukti pengantar
" | permohonan; Kerja pembayaran dan
Bukti pembayaran
Pemohon mengambil nomor antr@n untuk Mendapat nomer Bukti pengantar _ _
11. | proses wawancara dan pengambilan data antrian pembayaran dan 5 Menit Nomor antrian
biometrik; | Bukti pembayaran

v




Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan
nomor antrian, bukti bayar dan bukti

Nomer antrian

Bukti pengantar

12, dipanggil pembayaran dan 10 Menit

pengantar pembayaran; l Bukti pembayaran

Pemohon melakukan proses wawancara . Proses wawancara
13 perekaman data biometrik dan Mendapatkan jadwal dan pengambilan Data biometrik . Jadwa!

. . - pengambilan paspor ! X 10 Menit pengambilan

mendapatkan jadwal pengambilan paspor l databiometrik pemohon paspor

dari petugas.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I A4 ' Bukti pengantar
14 TPI Malang sesuai jadwal; Datang Ke Kantor Imigrasi 2 Hari pembayaran yang

. Kerja tertera jadwal
i pengambilan paspor
. Menyerahkan bukti Bukti penganta

Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran pel;qbgsar:?n yanrg '
15. penganta!‘ peml?ayaran _ _untuk tertera jadwal 5 Menit

pengambilan perpanjangan Izin Tinggal l pengambilan paspor

)
Menerima paspor » Selesai Buki ; Waktu penyelesaian
- - - ukti pengantar

P_emohon menerima Per_pan]angan Izin pembayaran yang _ Paspor yang ?‘da_l?(h 4_1 (emplatg

16. | Tinggal yang telah diterakan pada 5 Menit ari kerja setela

Paspor.

tertera jadwal
pengambilan paspor

sudah selesai

permohonan
diterima




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1958-1

TGL. PEMBUATAN : 01April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE : 04April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF : 08April 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRAS! KELAS | TRI MALANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RIOWIAMTC SULASTOND

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NP 19561101 955051 A0
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NAMA SOP SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan
Multiple Re-entry Exit Permit.

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputarperpanjanganlzin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan Multiple

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Re-entry Exit Permitseperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |\waktu penyelesaian;

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun |3 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor|
1697);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;

2. Mesin cetak nomor antrian;

3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;

5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
izin tinggal keimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budayadata elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
pelayanan prima. Pimpinan.







SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan Multiple Re-entry Exit Permit.

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan Multjple
Re-entry Exit Permit.

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakanpukul 07.30— 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

JudulKegiatan SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan Multiple Re-entry Exit

Permit.

LangkahAwal 1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;

2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

LangkahUtama 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa
dokumen persyaratan;

2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan
Formulir Permohonan Izin Tinggal/MERPdan melengkapi persyaratan;

3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas
customer care untuk mendapatkan nomor antrian;

4, Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak
bukti pengantar pembayaran;

5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

6. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran;

8. Pemohon mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.

LangkahAkhir 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
paspor;

3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Pelaporan dan Memberikan laporan kepada Supervisor dan Kepala Seksi Izin Tinggal
Evaluasi Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.







Pelaksanaan Mutu Baku

Kegiatan LG EDLE]
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu ‘ Output
Pemohon mendaftar secara online di Ambilnomorper
1. izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat mohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
I
v
. Nomor
2. Pemphon ' menerima dan mel:lcetak Cetaknomorpermohona 5Menit permohonan
konfirmasi nhomor permohonan online; n .
online
I
v
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Dat ke Kant l:]innl%?%lmqeomgz\;v:
atang ke Kantor .
3. -;I)—Z:syawrlgltz:g dengan membawa berkas Imigrasi Berkas persyaratan | 30 menit online dan berkas
! persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Formulir
Pernyataan &  Jaminan, Formulir Isi formulir dan lenakapi . | pendaftaran yang
4. Permohonan  Izin  Tinggal/MERP  dan berkas persyara?an P Berkas persyaratan | 10 menit sudah diisi
melengkapi berkas persyaratan; I lengkap
v )
Tidak
Pemohon membawa kelengkapan berkas e Berkas persyaratan
5. permohonan kepada petugas CL_lstomer care Mendapa_t nomer | o Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
untuk mendapatkan nomor antrian; antrian lengkap
Ya
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon
) Berkas persyaratan
menyerahkan berkas permohonan kepada Nomer antrian Input data .
6. - ) : » yang sudah 10 Menit
petugas loket untuk input data permohonan dipanggil permohonan lenaka
dan cetak bukti pengantar pembayaran; gkap
Pemohon mendapatkan bukti pengantar Mendapatkan buk Bukti pengantar
i k melakuk i
7. ggmg:z::::.dan petugas untuk melakukan pengantar pembayaran 5 Menit oy
Pemohon dapat melakukan pembayaran v
8. biaya Imigrasi sesuai ketentyan peraturan Melakukan pembayaran Bukti pengantar 10 Menit Bukti
perundang-undangan melalui Kantor Pos pembayaran pembayaran
dan Bank/ATM;
‘ }
Pemohon menyerahkan bukti pembayaran Menyerahkan Bukti Bukti pengantar
9. | dan bukti pengantar pembayaran; pengantar pembayaran dan pembayaran dan 1 Menit
! Bukti pembayaran Bukti pembayaran
|
v Jadwal
Pemohon mendapatkan jadwal pengambilan Mendapatkan jadwal . -
10. . ; 1 Menit pengambilan
engambilan paspor
paspor dari petugas. peng pasp paspor




11.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Malang sesuai jadwal;

Datang Ke Kantor Imigrasi

4 Hari
Kerja

Pemohon membawa
Bukti pengantar
pembayaran yang
tertera jadwal
pengambilan paspor

12.

Pemohon menyerahkan bukti pengantar
pembayaran untuk pengambilan paspor;

Menyerahkan bukti
pengantar pembayaran

Bukti pengantar
pembayaran yang
tertera jadwal
pengambilan paspor

5 Menit

13.

Pemohon menerima paspor yang sudah
jadi.

v

Menerima paspor

» Selesai

Bukti pengantar
pembayaran yang
tertera jadwal
pengambilan paspor

5 Menit

Paspor yang
sudah selesai

Waktu penyelesaian
adalah 4 (empat)
hari kerja setelah

permohonan
diterima




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1957-1
TGL. PEMBUATAN : 01April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE : 04April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF : 08April 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRAS! KELAS | TPI MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA MOWIAMTO SULASTOMO
MIP. 19661101 395031001
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP Penerbitan ITAS Online dan Perpanjangan Izin Tinggal
Terbatas I, II dan III
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1, Mengetahui informasi seputar Penerbitan ITAS Online dan Perpanjangan Izin Tinggal

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Terbatas I, II dan IIIseperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 waktu penyelesaian;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor|
1697);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

AW




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;

2. Mesin cetak nomor antrian;

3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;

5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
izin tinggal keimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budayadata elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
pelayanan prima. Pimpinan.







SOP Penerbitan ITAS Online dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas I, IT dan III

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewaijiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1. | JudulSOP

SOP Penerbitan ITAS Online dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas|
I, Il dan III

2. | JenisKegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | PenanggungJawab

a.Produk

Kepala Kantor

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal;

4. | Scope/ruanglingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Penerbitan ITAS Online dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas I, II dan III

Langkah Awal

1.

2.

Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;
Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

ATAU

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan
pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);

Langkah Utama 1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan
WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen
persyaratan;

2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;

3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk
dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan
serta cetak bukti pengantar pembayaran;

4. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

5. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

6. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas.

7. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada
Tanda terima permohonan;

8. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

9. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran
dan bukti pengantar pembayaran;

1N Damnhnn malalkiikan nrancac wawancara dan nerakaman data hinmaotrile

Langkah Akhir 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
perpanjangan Izin Tinggal;

3. Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada

Paspor serta menerima Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang terkirim
secara otomatis ke alamat email pemohon..




Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi 1zin
Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan
dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan Mutu Baku

Kegiatan LG EDLE]
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu ‘ Output
Pemohon mendaftar secara online di Ambil nomor
1. izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat permohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
I
\ 4
5 Pemohon menerima dan  mencetak Cetak nomor SMenit erﬁwogggan
) konfirmasi nomor permohonan online; permohonan P online
|
Pemohon mengambil nomor antrian v Pemohon membawa
kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Datang ke Kantor . nomor permohonan
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan Imigrasi Berkas persyaratan | 30 menit online dan berkas
membawa dokumen persyaratan; I persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat v Formulir
4 Pernyataan & Jaminan, Formulir Isi formulir dan lengkapi Berk t 10 it pendaftaran yang
* | Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan |« €rkas persyaratan ment sudah diisi
berkas persyaratan; I lengkap
Pemohon menyerahkan berkas permohonan Berkas persyaratan
5. !<epada petugas Konter untuk dilakukan_ Tanda terima P Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
input data permohonan dan cetak bukti permohonan lengkap
pengantar pembayaran;
Pemohon mendapatkan bukti pengantar Mendapaian bukti Berkas persyaratan .
6. | pembayaran dari petugas untuk melakukan pengantar pembayaran > Inputhdata yang sudah 10 Menit | BUKt pengantar
pembayaran; permohonan lengkap pembayaran
Pemohon dapat melakukan pembayaran ¢
7. biaya Imigrasi sesuai ketentt_.lan peraturan Melakukan pembayaran Bukti pengantar 10 Menit Bukti
perundang-undangan melalui Kantor Pos J_ pembayaran pembayaran
dan Bank/ATM;
v
P h dapatk iadwal Mendapatkan jadwal Jadwal
emohon  mendapatkan jadwal  proses . Bukti pengantar . wawancara dan
9. éva\{vangara dan pengambilan data biometrik | =~ Wawancara db"’i‘(r)‘rﬁ:t’:ﬁ’(amb"a” pem%ay%ran 5 Menit pengambilan data
arl petugas; biometrik
|
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I = Pemohon membawa
.. . Datang ke Kantor . .
10. TPI Mar:ang sesuai jadwal pada tanda terima Imigrasi ZKH?I’I BUKtl; pengan(’jcar
permohonan; erja pembayaran dan
Bukti pembayaran
Pemohon mengambil nomor antr@n untuk Mendapat nomer Bukti pengantar _ _
11. | proses wawancara dan pengambilan data antrian pembayaran dan 5 Menit Nomor antrian
biometrik; | Bukti pembayaran

v




Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan
nomor antrian, bukti bayar dan bukti

Nomer antrian

Bukti pengantar

12, dipanggil pembayaran dan 10 Menit
pengantar pembayaran; l Bukti pembayaran
Pemohon melakukan proses wawancara . Proses wawancara
perekaman  data biometrik  dan Mendapatkan jadwal dan pengambilan Data biometrik . Jadwal
13. . - pengambilan paspor ! X 10 Menit pengambilan
mendapatkan jadwal pengambilan paspor databiometrik pemohon
dari petugas. l paspor
v N
Bukti pengantar
14. | Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Datang Ke Kantor Imigrasi 2 ngi pembayar_an yang
TPI Malang sesuai jadwal; l Kerja tertera jadwal
v pengambilan paspor
. Menyerahkan bukti Bukti penganta
Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran pel;qbgsar:?n yanrg '
15. penganta!' pembayargn untuk tertera jadwal 5 Menit
pengambilan ITAS/perpanjangan ITAS l pengambilan paspor
)
Menerima paspor dan » Selesai ) Waktu penyelesaian
Pemohon  menerima  ITAS [ KITAS online (Via email Bukti pengantar adalah 3 (tiga) hari
. . . pembayaran yang . Paspor yang keri lah
16. | Perpanjangan Izin Tinggal yang telah 5 Menit erja setela

diterakan pada Paspor.

tertera jadwal
pengambilan paspor

sudah selesai

permohonan
diterima
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NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1956-1
TGL. PEMBUATAN : 01April 2019

TGL. REVISI / REVISI KE : 04April 2019 / REV.01

TGL. EFEKTIF : 08April 2019
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANMTOR IMIGRAS] KELAS | TPl MALANG
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MIP. 1966110199503 001

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1697);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Kenutusan Kenala Kantor Tmiarasi Kelas T TPT Malana Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentana

NAMA SOP

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke IV dan V

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputarPerpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V seperti dasar

hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN

PERINGATAN

ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin
tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan
prima.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;

2. Mesin cetak nomor antrian;

3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;

5. Alat tulis.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
Pimpinan.







SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewaijiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1. | Judul SOP : | SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V

2. | Jenis Kegiatan : | Rutin, dilaksanakanpukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk : | Kepala Kantor

b.Kegiatan : | — Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;

4. | Scope/ruang lingkup : | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan : | SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V

Langkah Awal 1. Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk

mendapat nomor permohonan;
2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

ATAU

3. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan
pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);




Langkah Utama 1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan
WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen
persyaratan;

2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;

3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk
dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan
serta cetak bukti pengantar pembayaran;

4. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

5. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

6. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas.

7. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada
Tanda terima permohonan;

8. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

9. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran
dan bukti pengantar pembayaran;

10. Pemohon melakukan proses wawancara dan perekaman data biometrik

11. Petugas mengirimkan Surat permohonan persetujuan perpanjangan ITAS
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
melalui SIMKIM dan email;

12. Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;

13. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal,
setelah persetujuan Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur diterbitkan;

14. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran
certa mendanatkan iadwal nenaambhilan teraan nernanianaan ITAS dan

Langkah Akhir 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
perpanjangan Izin Tinggal;

3. Pemohon menerima Perpanjangan ITAS yang telah diterakan pada Paspor,

serta KITAS yang terkirim secara otomatis melalui email.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi 1zin
Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan
dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan Mutu Baku
Kegiatan LG EDLE]
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu
Pemohon mendaftar secara online di Ambil nomor
1. izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat permohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
) Pemohon  menerima dan  mencetak Cetak nomor SMenit erﬂwogg;an
) konfirmasi nomor permohonan online; permohonan Online P online
|
Pemohon mengambil nomor antrian v Pemohon membawa
3 kemudian _datapg ke Konter pelayanan WNA Datang.ke Kantor Berkas persyaratan | 15 Menit nomor permohonan
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan Imigrasi online dan berkas
membawa dokumen persyaratan; I persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat v Formulir
4 Pernyataan & Jaminan, Formulir Isi formulir dan lengkapi Berk t 10 it pendaftaran yang
* | Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan €rkas persyaratan menl sudah diisi
berkas persyaratan; I lengkap
v .
Tidak
Pemohon menyerahkan berkas permohonan Berkas persyaratan
5. kepada petugas Konter untuk dilakukan Tanda terima - Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
input data permohonan dan cetak bukti permohonan lengkap
pengantar pembayaran; Ya
Pemohon mendapatkan bukti pengantar Mendapa*@n bukti Berkas persyaratan .
6. pembayaran dari petugas untuk melakukan pengantar pembayaran > Input data yang sudah 10 Menit Bukti pengantar
permohonan embayaran
pembayaran; . lengkap P ¥
Pemohon dapat melakukan pembayaran ¢
7. biaya Imigrasi sesuai ketentl_Jan peraturan Melakukan pembayaran Bukti pengantar 10 Menit Bukti
perundang-undangan melalui Kantor Pos pembayaran pembayaran
dan Bank/ATM;
h J,- Jadwal
. adwa
Pemohon mendapatkan jadwal proses Mendapatkan jadwal Bukti pengantar ' wawancara dan
9. wawancara dan pengambilan data biometrik | | Wawancara db"’i‘grgeet’;ﬁ(amb"a” pembayaran > Menit | o engambilan data
dari petugas; < biometrik
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I ) Pemohon membawa
L. - Datang ke Kantor . .
10 TPI Malang sesuai jadwal pada tanda terima Imigrasi 2 Hari Bukti pengantar
" | permohonan; ¢ Kerja pembayaran dan
Bukti pembayaran
Pemohon mengambil nomor antr@n untuk Mendapat nomer Bukti pengantar _ _
11. | proses wawancara dan pengambilan data antrian pembayaran dan 5 Menit Nomor antrian
biometrik; : Bukti pembayaran

v




Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan

Nomer antrian

Bukti pengantar

12, | momor antrian, bukti bayar dan bukti dipanggil pembayaran dan 10 Menit Bukti
pengantar pembayaran; Bukti pembayaran Pembayaran
Proses‘yvawancara
Pemohon melakukan proses wawancara Mendapatkan jadwal dftjn pebngamb?ll?n
i i atabiometri
perekaman .data blomet_rlk dan pengambilan paspor Jadwal Bukti pengantar
13 mepdapatkan jadwal pengambilan paspor Data biometrik 10 Meni a W?)'l pembayaran yang
. dari petugas. l pemohon enit pengamobiian tertera jadwal
l v paspor pengambilan paspor
Petugas mengirimkan Surat permohonan Pengiriman Surat Surat
persetujuan perpanjangan ITAS kepada permohonan Permohonan
14. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum persetujuan Kakanwil Persetuiuan
dan HAM Jawa Timur melalui SIMKIM dan Ju:
email J_ Kakanwil
Petugas Kantor Wilayah akan memproses M Surat Persetuiuan
15. | persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Proses Oli\?NPetugaS KakanwiIJ
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Buk ;
. ukti pengantar
TPI Malang sesuai  jadwal, s_etelah Datang Ke Kantor Imigrasi «— 2 Hari pembayaran yang
16. | persetujuan Kepala Kantor  wilayah Keri tertera jadwal
i kum dan HAM Jawa Timur ena eriera Jadwa
gimebptierlan Huku l pengambilan paspor
iterbitkan;
. ) Bukti pengantar
: Menyerahkan bukti Bukti pengantar
Pemohon menyerahkan bukti pengar_ltar pengantar pembayaran pembayaran yang ' pembayaran yang
17 pembayaran untuk pengambilan tertera jadwal 5 Menit tertera jadwal
perpanjangan Izin Tinggal l pengambilan paspor pengambilan
@ paspor
Menerima paspor »  Selesai Bukti ; Waktu penyelesaian
Pemohon menerima Perpanjangan Izin UKt pengantar adalah 2 (dua) hari
18 | Tinggal yang telah diterakan pada pembayaran yang 5 Menit Paspor yang kerja setelah

Paspor.

tertera jadwal
pengambilan paspor

sudah selesai

persetujuan
Kakanwil
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DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR MIGRAS] KELAS | TR MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA MOWIAMTO SULASTOMO
MIF 19561101 935051 001
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP Pemberian Izin T_inggal T_etap (Jika Jangka Waktu
Pelaporan Kurang dari 14 Hari)
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputarPemberian 1zin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Kurang dari 14 Hari) seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 waktu penyelesaian;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor|
1697);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

AW




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;
SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM. 2. Mesin cetak nomor antrian;
3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;
5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan g_ata.elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
i impinan.
prima.







SOP Pemberian Izin Ting

gal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Kurang dari 14 Hari)

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewaijiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI MalangNomor:
W.15.IMI.IMI.01.1943-1.PW.01.02 Tahun 2019 Tentang Penetapan

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

UnitPelaksanaTeknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJAIDENTIFIKASIKEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan I

2. | JenisKegiatan

Rutin, dilaksanakanpukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

JudulKegiatan SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Kurang dari 14

Hari)

LangkahAwal 1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;

2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

LangkahUtama 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa
dokumen persyaratan;

2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;

3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas
customer care untuk mendapatkan nomor antrian;

4, Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak
bukti pengantar pembayaran;

5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

6. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

7. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas;

8. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan
Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

9. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malangsesuai jadwal;

10. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

11. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti
pembayaran dan bukti pengantar pembayaran;

12. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan
mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.

LangkahAkhir 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
paspor;

3. Pemohon menerima menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.

Pelaporan dan Memberikan laporan kepada Supervisor dan Kepala Seksi Izin Tinggal
Evaluasi Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.







Kegiatan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

Waktu ‘

Pelaksanaan Mutu Baku

Output

Keterangan

Pemohon mendaftar secara online di Ambilnomorper
izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat mohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
I
v
Pemohon menerima dan  mencetak | | Cetaknomorpermohona . Nomor
) . . n 5Menit permohonan
konfirmasi nomor permohonan online; -
: online
v
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Dat ke Kant ii?q%?%lmqeomgzg:
atang ke Kantor .
TZ:S al\/rlgltzrrzg dengan membawa - berkas Imigrasi Berkas persyaratan | 30 menit online dan berkas
PErsy ! I persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat v Formulir
Pernyataan & Jaminan, Formulir Isi formulir dan lengkapi Berk t 10 it pendaftaran yang
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan |« €rkas persyaratan ment sudah diisi
berkas persyaratan; I lengkap
Pemohon membawa kelengkapan berkas Berkas persyaratan
permohonan kepada petugas customer care Mendapat nomer | Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
untuk mendapatkan nomor antrian; antrian - lengkap
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon i .
menyerahkan berkas permohonan kepada Nomer antrian > Input data Berkas persyaratan :
. dipanggil permohonan yang sudah 10 Menit
petugas loket untuk input data permohonan lenaka
dan cetak bukti pengantar pembayaran; gkap
Pemohon mendapatkan bukti pengantar Mendapatkan bukii P .
pembayaran dari petugas untuk melakukan pengama? pembayaran | 5 Menit | Bukd pengantar
. pembayaran
pembayaran; :
Pemohon dapat melakukan pembayaran ¢
biaya Imigrasi sesuai ketentyan peraturan Melakukan pembayaran Bukti pengantar 10 Menit Bukti
perundang-undangan melalui Kantor Pos pembayaran pembayaran
dan Bank/ATM; J_
v
P h dapatk: iadwal Mendapatkan jadwal Jadwal
emohon mendapatkan jadwa roses ;
p ] P wawancara dan pengambilan Bukti pengantar 5 Menit wawancara dan

wawancara dan pengambilan data biometrik
dari petugas;

data biometrik

pembayaran

pengambilan data
biometrik




Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika

Pengawasan
Keimigrasian lapangan,

Pertimbangan Kepala

Persetujuan Kepala

Petugas lapangan akan
mendatangi alamat

diperlukan sesuai pertimbangan Kepala iika diperlukan gan K ) Kantor Imigrasi
10. | Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang Jkadp Kantor Imigrasi atau 2 Hari atau Pejabat pemohon untuk
ditunjuk; Pejabat Imigrasi yang Kerja Imigrasi yang melakukan klarifikasi
! ditunjuk ditunjuk dan pengumpulan
informasi
Pemohon membawa
10 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Datang ke Kantor 2 Hari Bukti pengantar
| TPI Malang sesuai jadwal; Imigrasi Kerja pembayaran dan
4 Bukti pembayaran
Pemohon mengambil nomor antr@n untuk Mendapat nomer Bukti pengantar _ .
11. | proses wawancara dan pengambilan data antrian pembayaran dan 5 Menit Nomor antrian
biometrik; Bukti pembayaran
I
Nomor antilz_an dlptz)anlgtgll I;:Ian megyeragkiltw_ Nomervantrian Bukti pengantar
12, | homor ta” ”a”t') uktl bayar dan - bukll dipanggil pembayaran dan | 10 Menit
pengantar pembayaran, l Bukti pembayaran
Pemohon melakukan proses wawancara Proses wawancara
. . Mendapatkan jadwal | ; . . Jadwal
13. perekaman . data blomet_rlk dan pengambilan paspor | dan pengambilan Data biometrik 10 Menit pengambilan
mendapatkan jadwal pengambilan paspor l databiometrik pemohon paspor
dari petugas.
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I A4 ) Bukti pengantar
14. | TPI Malang sesuai jadwal; Datang Ke Kantor Imigrasi 3 Hari pembayaran yang
. l Kerja tertera jadwal
pengambilan paspor
. Bukti pengantar
Pemohon menyerahkan bukti pengantar Menyerahkan buki pembayaran yang .
15. : . pengantar pembayaran . 5 Menit
pembayaran untuk pengambilan paspor; | tertera jadwal
I pengambilan paspor
T , Waktu penyelesaian
. . M d > i
Pemohon menerima menerima paspor dan e o can Selesal Bukti pengantar adalah 6 (enam)
16. | KITAP yang sudah jadi pembayaran yang 5 Menit Paspor dan hari kerja setelah
. . tertera jadwal KITAP

pengambilan paspor

permohonan
diterima




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1954-1
TGL. PEMBUATAN : 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE : 04 April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF : 08 April 2019
DISAHKAN OLEH KEPAL A KANTOR IMIGRAS! KELAS | TRI MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA MOWIARTO SULASTORO
MIP. 1266110199503 001
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP Pemberia_n Izin_TinggaI.Tetap (Jika Jangka Waktu
Pelaporan Lebih dari 14 Hari)
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputarPemberian 1zin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Lebih dari 14 Hari)seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 waktu penyelesaian;

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun |3, Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran |4, Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor|
1697);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;

SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM; 2. Mesin cetak nomor antrian;

SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat dari Bidang INTELDAKIM. 3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;
5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan g_ata.elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
i impinan.
prima.







SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari 14 Hari)

DasarHukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewaijiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

UnitPelaksanaTeknis

Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari
14 Hari)

2. | JenisKegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari 14
Hari)

Langkah Awal

1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;
2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi homor permohonan online.




LangkahUtama 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa
dokumen persyaratan;

2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;

3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas
customer care untuk mendapatkan nomor antrian;

4, Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan;

5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bidang
INTELDAKIM;

6. Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi;

7. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal proses
wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;

8. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan
Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

9. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

10. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

11. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian danbukti
pengantar pembayaran;

12. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan
mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi
ke Kantor Wilayah dari petugas;

13. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

14. Pemohon menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi dari petugas
dan mengantarkan surat tersebut ke Kantor Wilayah;

15. Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;

16. Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi
Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Direktorat
Jenderal Imigrasi;

17. Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direktur
Jenderal Imigrasi;

18. Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasiterbit, pemohon
membawa surat tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut;

19. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

20. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran
serta mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.

LangkahAkhir 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
paspor;

3. Pemohon menerima menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Supervisor dan Kepala Seksi Izin Tinggal
Keimigrasian terkait jumlah permohonan vyang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.







Kegiatan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

‘ Waktu ‘

Pelaksanaan Mutu Baku

Output

Keterangan

Pemohon mendaftar secara online di Ambilnomorper
izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat mohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
Pemohon menerima dan mencetak | | Cetaknomorpermohona . Nomor
' . - n 5Menit .
konfirmasi nomor permohonan online; permohonan online
|
v
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas Dat ke Kant ii?q%?%lmqeomgzg:
atang ke Kantor .
Ie:'SPIaral;/ltzlr?.n g dengan membawa berkas Imigrasi Berkas persyaratan | 30 menit online dan berkas
PEersy ! I persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat v F I
Pernyataan & Jaminan, Formulir Isi formulir dan lengkapi Berk . 0 " ] cf>trmu ir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan €rkas persyaratan meni D%ﬂ had'?r'aln ya|?g
berkas persyaratan; | sudah diisi lengkap
Tidak
Pemohon membawa kelengkapan berkas Berkas persyaratan
permohonan kepada petugas customer care Mendapat nomer | Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
untuk mendapatkan nomor antrian; antrian - lengkap
Ya
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon i .
menyerahkan berkas permohonan kepada Noé?e;:‘mirl'a” p:anr?nu;hdoartzn Bel‘kaasnpesr%g;latan 10 Menit
petugas loket untuk input data pangg y Ieg ka
permohonan; < gkap
Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan - Berkas persyaratan
. . P BAP
Berita Acara Pendapat oleh Bidang rOS%sapen dan yang sudah 30 Menit Lemb;r BAP dan
INTELDAKIM; lengkap apen
2
: . Pembuatan Surat . Surat Persetujuan
E(aernrllc))lrjzﬁ? rg:itat Persetujuan dari Kepala Persetujuan Kepala Lemb;; ngp dan 2Ke|:|r?: dari Kepala Kantor
grasi; Kantor Imigrasi p ] Imigrasi
Mendapatkan bukti :
Pemohon mendapatkan bukti pengantar pengantar pembayaran, Lembgr BAP, Bapen Bukti penga!ntar
: ‘adwal wawancara dan an Surat pembayaran,jadwal
pembayaran dan jadwal proses wawancara Ja — ; - .
Persetujuan dari 5 Menit wawancara dan

dan pengambilan data biometrik dari

petugas;

pengambilan data biometrik

Kepala Kantor
Imigrasi

pengambilan data
biometrik

v




Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika

PengawasanKeimigrasia

10 diperlukan sesuai pertimbangan Kepala nlapangan, 2 Hari
" | Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang jikadiperlukan Kerja
ditunjuk;
+ Pemohon membawa
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Datang ke Kantor > Hari efi::lgg Zﬁ;ﬁ?;{tﬂl .
11. | TPI Malang sesuai jadwal; Imigrasi Keria p Waw;'ncaraJdan
pengambilan data
biometrik
Pemohon mengambil nomor antrian untuk Bukti pengantar
proses wawancara dan pengambilan data Mendapat nomer pembayaran,jadwal
12. | biometrik: antrian wawancara dan 5 Menit Nomor antrian
! pengambilan data
J, biometrik
A4
Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan Nomer antrian . .
13. nomor antrian dan bukti pengantar dipanggil Nomor antrian 10 Menit
pembayaran;
Pemohon melakukan proses wawancara ) Jadwal
perekaman  data biometrik  dan MZﬂdgﬁgﬁzﬂ J;Sg?' Proses wawancara Data biometrik pengambilan Surat
14. | mendapatkan jadwal pengambilan Surat per?gar%ar Kepala Kantor hill d%naf:b?g;rzg;:fn apaen:grr:) i . 10 Menit | Pengantar Kepala
Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Imigrasi Kantor Imigrasi ke
Kantor Wilayah dari petugas; Kantor Wilayah
Pemohon membawa
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I 2 Hari bukti pengantar
15. Vi . Datang ke Kantor i embayaran danjadwal
TPI Malang sesuai jadwal; Imigrasi Kerja p pengémb”an S]urat
1 Pengantar
Pemohon menerima Surat Pengantar — Bukti pengantar Surat Pengantar
Kepala Kantor Imigrasi dari petugas dan Ambil dan antar pembayaran _ Kepala Kantor
16. | mengantarkan surat tersebut ke Kantor surat da"Ja.Idwa' 30 Menit | 1 iarasi ke Kantor
Wilayah; pengambilan Surat ‘lavah
Pengantar Wilaya
) Proses persetujuan Surat Pengantar Surat Persetujuan
Petuga; Kantor Wilayah akar_1 memproses Kepala KgntorWJiIayah Kepala Kgntor 3 Hari Kepala Kantor
17. | persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui melalui Kepala Divisi Imiarasi k : Wilayah melalui
RSP . I'repala grasi ke Kantor Kerja
Kepala Divisi Keimigrasian; Keimigrasian . Ke_pa!a D|\_/|S|
Wilayah Keimigrasian
Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Surat Pengantar
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian Ambil dan antar Penerbitan surat Jadwal Kepala Kantor
18. | terbit, pemohon membawa surat tersebut surat persetujuan pengambilan Surat | 30 Menit Wilayah ke
ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Pengantar Direktorat Jenderal
proses lebih lanjut; Imigrasi
Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan , Surat Pengantar ) Surat Persetuiuan
j i Proses persetujuan Kepala Kantor 5 Hari X )
19. Pnir;rzrsci);ses persetujuan Direktur Jenderal T Direktur Jenderal Wilayeh ke Direktorat Kerja Direktur Jenderal

Jenderal Imigrasi

Imigrasi




¥

Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal
Imigrasi terbit, pemohon membawa surat

A

Ambil dan antar

Penerbitan surat

Surat Persetujuan

20. tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses surat persetujuan Direktur Jenderal 30 Menit
Imigrasi
lebih lanjut; 9
Pemohon dapat melakukan pembayaran v
S DN |10 enic | it pemboyorr
dan Bank/ATM; v
Pemohon menyerahkan bukti pengantar Menyerahkan bukti Bukti pendantar Jadwal
pembayaran dan bukti pembayaran serta pembayaran dan peng . .
22. mendapatkan iadwal penaambilan paspor mendapatkan jadwal pembayaran dan 5 Menit pengambilan
e pe?ugas ] peng pasp pengambilan paspor bukti pembayaran paspor
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I ) Bukti pengantar
23 TPI Malang sesuai jadwal; Datang Ke Kantor Imigrasi 2 Hari pembayaran yang
' Kerja tertera jadwal
Jv. pengambilan paspor
; Bukti pengantar
24 Pemohon menyerahkan bukti pengantar p e'\rfgegggfggfnnbgyﬁgn pembayaran yang 5 Menit
" | pembayaran untuk pengambilan paspor; tertera jadwal
pengambilan paspor
Menerima paspor dan Sel i Waktu penyelesaian
Pemohon menerima menerima paspor dan KlT‘;Pp elesal Bukti pengantar adalah 22-26 (dua
25. | KITAP yang sudah jadi. pembayaran yang 5 Menit Paspor dan KITAP puluh dua-dua puluh

tertera jadwal
pengambilan paspor

enam) hari kerja di
luar jangka waktu
pengiriman surat
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TGL. EFEKTIF : 08April 2019
DISAHKAN OLEH KEPAL A KANTOR IMIGRAS! KELAS | TRI MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA MOWIARTO SULASTORO
MIP. 1266110199503 001
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP_ Perpanjangar] Izin_ Tinggal Tetap, Alih Statgs Izin Tingg_al
Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap.

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tinggal Tetap seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); penyelesaian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 4
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin
Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1833).

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

10. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

N

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

w




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;

Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner;
Printer;

Alat tulis.

SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM;

ik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
izin tinggal keimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budayadata elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
pelayanan prima. Pimpinan.







SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas
dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap

DasarHukum : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun
2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan
Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas
menjadi Izin Tinggal Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1833).

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

10. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Instansi : | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

UnitPelaksanaTeknis : | Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1. | JudulSOP

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal
Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal
Terbatas ke Izin Tinggal Tetap

2. | JenisKegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | PenanggungJawab

a.Produk

Kepala Kantor

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi izin Tinggal keimigrasian;

4. | Scope/ruanglingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin
Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap

Langkah Awal

1. Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;
2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

ATAU

3. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan
pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);




Langkah Utama

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan
WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen
persyaratan;

Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;

Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk
dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan
serta cetak bukti pengantar pembayaran;

Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM (diberikan
waktu 30 hari);

Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada
Tanda terima permohonan;

Pemohon mengambil homor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran
dan bukti pengantar pembayaran;

Pemohon melakukan proses wawancara dan perekaman data biometrik
Petugas mengirimkan Surat permohonan persetujuan perpanjangan ITAP
maupun Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke ITAS maupun ITAS ke ITAP
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
melalui SIMKIM dan email;

Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;

Petugas mengirimkan Surat permohonan persetujuan perpanjangan ITAP
maupun Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke ITAS maupun ITAS ke ITAP
kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui SIMKIM dan email;

Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direktur
Jenderal Imigrasi melalui Direktur Izin Tinggal Keimigrasian;

Petugas mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penerbitan
perpanjangan ITAP maupun Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke ITAS
maupun ITAS ke ITAP kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui SIMKIM
dan hardcopy;

Petugas pada Kantor Imigrasi Malang menerbitkan Perpanjangan ITAP
maupun Alih Status Izin Tinggal berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Langkah Akhir

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang setelah dihubungi
oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
perpanjangan ITAP maupun alih status;

Pemohon menerima perpanjangan ITAP maupun alih status yang telah
diterakan pada Paspor, ataupun KITAS yang terkirim secara otomatis melalui
email.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait
jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami
kendala pada hari itu.







Pelaksanaan Mutu Baku
Kegiatan LG EDLE]

Pemohon Petugas Persyaratan ‘ Waktu ‘ Output ‘
Pemohon mendaftar secara online di Ambilnomorper

1. izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat mohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;

Pemohon menerima dan mencetak | | Cetaknomorpermohona . Nomor

2. ' . - n 5Menit .
konfirmasi nomor permohonan online; permohonan online

]
v
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas Dat ke Kant ii?q%?%lmqeomgzg:
atang ke Kantor .

3. Ie:'SPIar;I;/Itzlr?_ng dengan membawa berkas Imigrasi Berkas persyaratan | 30 menit online dan berkas
PEersy ! I persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat v F I

4 Pernyataan & Jaminan, Formulir Isi formulir dan lengkapi Berk . 0 " ] cf>trmu ir

’ Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan €rkas persyaratan meni pendaftaran yang
sudah diisi lengkap

berkas persyaratan; ;

Tidak
Pemohon membawa kelengkapan berkas Berkas persyaratan
5. permohonan kepada petugas customer care Mendapat nomer | Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian

untuk mendapatkan nomor antrian; antrian - v lengkap
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon i .
¢. | menyerahkan berkas permohonan kepada Noé?e;:‘mirl'a” p:anr?nu;hdoartzn Bel‘kaasnpesr%g;latan 10 Menit
' petugas loket untuk input data permohonan pangg y Ieg ka
dan cetak bukti pengantar pembayaran; gkap
Mendapatkan bukti .
Pemohon mendapatkan bukti pengantar pengantar pembayaran, eBnl:lllt;g Zigga.gi:al
pembayaran dan jadwal proses wawancara jadwal wawancara dan ) P yaran,]
% | dan pengambilan data biometrik dari pengambilan data biometrik > Menit wawancara dan
ctugas: pengambilan data
petugas; biometrik
Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika PengawasanKeimigrasia
10 diperlukan sesuai pertimbangan Kepala nlapangan, 2 Hari
" | Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang jikadiperlukan Kerja
ditunjuk;
Pemohon membawa
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Bukti pengantar
i Datang ke Kantor 2 Hari b ;adwal
TPI Malan |: . . pembayaran,jadwa
11. alang sesuai jadwal; Imigrasi Kerja wawancara dan
* pengambilan data
biometrik




Pemohon mengambil nomor antrian untuk

Mendapat nomer

Bukti pengantar

proses wawancara dan pengambilan data antrian pembayaran,jadwal _ _
12. | piometrik: wawancara dan 5 Menit Nomor antrian
! | pengambilan data
biometrik
Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan N . i
13. | nomor antrian dan bukti pengantar Oé?gér?gng”an Nomor antrian 10 Menit
pembayaran;
Pemohon melakukan proses wawancara Mendapatkan jadwal Jadwal
erekaman data biometrik dan . Proses wawancara . . engambilan Surat
14 %endapatkan jadwal pengambilan Surat pengambilan Surat  g-—  dan pengambilan Data biometrik 10 Menit pPenggantar Kepala
. : : Pengantar Kepala Kantor databiometrik emohon : :
Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Imigrasi P Kantor Imigrasi ke
Kantor Wilayah dari petugas; Kantor Wilayah
Pemohon membawa
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I 2 Hari bukti pengantar
15. | Tpr Malangsesuai jadwal; Datang_ke K_antor Kerja pembayarar) danjadwal
Imigrasi pengambilan Surat
1 Pengantar
Pemohon menerima Surat Pengantar : Y Bukti pengantar Surat Pengantar
6 Kepala Kantor Imigrasi dari petugas dan Ambil dantantar ngl?aé'araln 20 Ment Kepala Kantor
* | mengantarkan surat tersebut ke Kantor sura anjadwa €M1 Imigrasi ke Kantor
Wilayah; pengambilan Surat !
yah: Pengantar Wilayah
: Surat Persetujuan
. Proses persetujuan Surat Pengantar
. Petugas_ Kantor V|V|Iayah akar_lI mimprclnslesf Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor 3 Hari vﬁpali Kanlt(ir'
.| persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui melalui Kepala Divisi Imigrasi ke Kantor Kerja llayah melalui
Kepala Divisi Keimigrasian; Keimigrasian . Kepala Divisi
! Wilayah Keimigrasian
Setelah surat persetujuan Kepala Kantor : : Surat Pengantar
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian Ambil dan antar Penerbitan surat Jadwal Kepala Kantor
18. | terbit, pemohon membawa surat tersebut surat persetujuan pengambilan Surat | 30 Menit Wilayah ke
ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Pengantar Direktorat Jenderal
proses lebih lanjut; Imigrasi
Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan Surat Pengantar .
. . Proses persetujuan ; Surat Persetujuan
19. | memproses persetujuan Direktur Jenderal Direktupr Jond éral _ Kepala Kantor > Hari Direktur Jenderal
Imigrasi; " Wilayah ke Direktorat Kerja Imigrasi
v Jenderal Imigrasi
el st peseuon Dk Jerceral | bl denatar |+ | | Penetima || speee
20. 9 ' P o u surat persetujuan Direktur Jenderal 30 Menit
tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses Imigrasi
lebih lanjut;
Pemohon dapat melakukan pembayaran v
21, biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan Melakukan pembayaran Bukti pengantar 10 Menit Bukti pembayaran

perundang-undangan melalui Kantor Pos
dan Bank/ATM;

v

pembayaran




Pemohon menyerahkan bukti pengantar

Menyerahkan bukti

: pembayaran dan Bukti pengantar Jadwal
22. %eemnz:ygiigndag d\?vgll(tl gﬁn;?gﬁ;n as:r’:)a; mendapatkan jadwal pembayaran dan 5 Menit pengambilan
ncap ] peng pasp pengambilan paspor bukti pembayaran paspor
dari petugas.
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I A ) Bukti pengantar
23. | TPI Malang sesuai jadwal; Datang Ke Kantor Imigrasi 2 Hari pembayaran yang
. Kerja tertera jadwal
.l. pengambilan paspor
) Bukti pengantar
: Menyerahkan bukti
o Pemohon menyerahkan bu_ktl pengantar pengantar pembayaran pembayaran yang 5 Menit
pembayaran untuk pengambilan paspor; tertera jadwal
pengambilan paspor
Menerima paspor dan E- Sel i Waktu penyelesaian
Pemohon menerima menerima paspor dan KITAS (Viape_mpa”),KlTAP elesal Buk;i pengantar Paspor dan E- a?ariag 22(-126 (dl,llah
E-KITAS (via e-mail)/KITAPyang sudah jadi. pembayaran yang ; . puluh dua-dua pulu
25. ( y yang J tertera jadwal 5 Menit KnI'IZﬁ)S/Ig\I/'II?Ag enam) hari kerja di

pengambilan paspor

luar jangka waktu
pengiriman surat




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1951-1

TGL. PEMBUATAN : 01April 2019
TGL. REVISI/ REVISI KE : 04April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF : 08April 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRAS) KELAS | TRl MALARG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA MOSIANTO SULASTOM
MIP 19661 101 995031 001
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda seperti dasar

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun |4, Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1370);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;

Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner;
Printer;

Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budayadata elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
pelayanan prima. Pimpinan.

arwN PR







SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan
Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T7.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang..

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

2. | JenisKegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan . | SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Langkah Awal

. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk

. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

mendapat nomor permohonan;

Langkah Utama

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa
dokumen persyaratan;

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan Ganda dan melengkapi persyaratan;

Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas
customer care untuk mendapatkan homor antrian;

Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak
tanda permohonan;

Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan jadwal
pengambilan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda dari petugas.

LangkahAkhir . Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai jadwal;
. Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan
Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda;
. Pemohon menerima Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda yang
sudabh jadi.
Pelaporan dan : | Memberikan laporan kepada Supervisor dan Kepala Seksi lzin Tinggal
Evaluasi Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah

permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.







Pelaksanaan Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu Output
_Pgmohon _ njendaftar_ secara online di Ambil nomor N _
izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat permohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
|
v
Pemohon menerima dan  mencetak Cetak nomor EMenit erl;lnoonr:g:]an
konfirmasi nomor permohonan online; permohonan p online
|
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | v Pemohon membawa
TPl Malang dengan membawa dokumen Datan . nomor permohonan
g ke Kantor or p
persyaratan: Imigrasi Berkas persyaratan | 30 menit online dan berkas
I persyaratan
Pemohon mengisi Formulir Permohonan v Formulir
Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Isi formulir dan lengkapi . pendaftaran yang
Ganda dan melengkapi persyaratan; berkas persyaratan Berkas persyaratan | 10 menit sudah diisi
I lengkap
Y Tidak
Pemohon membawa kelengkapan berkas Berkas persyaratan
permohanan kepada petugas customer care Mendapat nomer | ¢ Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
untuk mendapatkan nomor antrian; antrian lengkap
Ya
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon i -
menyerahkan berkas permohonan kepada Nomer antrian > g;f’nu; ?Oi[gn Berkzsnpirjé/::]atan 10 Menit
petugas loket untuk input data permohonan dipanggil P yang
; lengkap
dan cetak tanda permohonan;
Mendapatkan bukti tanda ) ]
Pemohon mendapatkan bukti tanda terima terima permohonan dan Bukti ta;]ndategma
permohonan dan jadwal pengambilan Jadgaltgi”%i’gg'a“ 5 Menit permgag\,':lz? an
Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda ertilika pengambilan
dari petugas; Sertifikat ABG
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | ‘ " oui fanda teima
emohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas o .
TPI Malang sesSai jadwal; ’ Datang Ke Kantor Imigrasi 4 Hari permohonanyang
, Kerja tertera jadwal
pengambilan Sertifikat
ABG
. - Bukti pengantar
Pemohon menyerahkan tan_da te_rl_ma Menyerahkan bukti tanda pembayaran yang
permohonan untuk pengambilan Sertifikat terima permohonan tertera jadwal 5 Menit
Anak Berkewarganegaraan Ganda; pengambilan
Sertifikat ABG




b

10.

Pemohon menerima  Sertifikat  Anak
Berkewarganegaraan Ganda yang sudah
jadi.

Menerima Sertifikat ABG

—

Selesai

Bukti pengantar
pembayaran yang
tertera jadwal
pengambilan
Sertifikat ABG

5 Menit

Sertifikat
ABGyang sudah
selesai

Waktu penyelesaian
adalah 6 (enam)
hari kerja setelah

permohonan
diterima




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1944-2
TGL. PEMBUATAN : 01April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE : 04April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF : 08April 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMGRAS! KELAS | TPl MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA MOYIANTO SULASTOMO
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR MIP 1 9651 101995031001
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit)
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1, Mengetahui informasi seputar Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit) seperti dasar

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |2, Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5216), 3. MengetahL“ tugas dan fungs| mekanisme pembuatan |aporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun |4, Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1370);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;

2. Mesin cetak nomor antrian;

3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;

5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan g_ata.elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
i impinan.
prima.







SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

UnitPelaksanaTeknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | JudulSOP

SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit)

2. | JenisKegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | PenanggungJawab

a.Produk

KepalaKantorImigrasi

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;

4. | Scope/ruanglingkup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

JudulKegiatan SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit)
LangkahAwal 1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;

2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

LangkahUtama 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa
dokumen persyaratan;

2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) dan
melengkapi persyaratan;

3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas
customer care untuk mendapatkan nomor antrian;

4, Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak
bukti pengantar pembayaran;

5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

6. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

7. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas;

8. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

9. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

10. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti
pembayaran dan bukti pengantar pembayaran;

11. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan
mendapatkan  jadwal pengambilan Kartu Fasilitas  Keimigrasian
(Affidavit)dari petugas.

LangkahAkhir 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar  pembayaran untuk
pengambilanKartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit);

3. Pemohon menerima Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)yang sudah jadi.

Pelaporan dan Memberikan laporan kepada Supervisor dan Kepala Seksi Izin Tinggal
Evaluasi Keimigrasianterkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.







Pelaksanaan Mutu Baku

Kegiatan LG EDLE]
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu ‘ Output
Pemohon mendaftar secara online di Ambilnomorper
1. izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat mohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;
I
v
; Cetaknomorpermohona Nomor
5 Pem'ohon' menerima  dan _rnel:lcetak np SMenit permohonan
konfirmasi nomor permohonan online; -
: online
v
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I iiwgr]or:e%eorp\gz\;v:
3. | TPI Malang dengan membawa berkas Datang ke Kantor Berkas persyaratan | 30 menit i F; berk
ersyaratan; Imigrasi online dan berkas
P ! I persyaratan
Pemohon mengisi Formulir Permohonan v Formulir
Fasilitas  Keimigrasian  (Affidavit) dan Isi formulir dan lengkapi . pendaftaran yang
4. melengkapi persyaratan; berkas persyaratan |« Berkas persyaratan | 10 menit sudah diisi
1 lengkap
Pemohon membawa kelengkapan berkas Berkas persyaratan
5. permohonan kepada petugas customer care Mendapat nomer | Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
untuk mendapatkan nomor antrian; antrian - lengkap
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon Nomer antrian Input data Berkas persyaratan
menyerahkan berkas permohonan kepada - : » .
6. . dipanggil permohonan yang sudah 10 Menit
petugas loket untuk input data permohonan lenaka
dan cetak bukti pengantar pembayaran; gkap
Pemohon mendapatkan bukti pengantar Menda : .
. patkan bukti <
7. | pembayaran dari petugas untuk melakukan pengantar pembayeran 5 Menit Bu';tr'nizng?;‘:]ar
pembayaran; : P Y
Pemohon dapat melakukan pembayaran ¢
biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan Bukti pengantar . Bukti
8. perundang-undangan melalui Kantor Pos Melakukan pembayaran pembayaran 10 Menit pembayaran
dan Bank/ATM; J_
v
P h dapatk: iadwal Mendapatkan jadwal Jadwal
emohon  mendapatkan  jadwal  proses . Bukti pengantar . wawancara dan
9. wawancara dan pengambilan data biometrik Wawancc;“:adbai‘grgzgﬁ’(amb”an pem%aygaran 5 Menit pengambilan data
dari petugas. i biometrik
Datan 'k'; Kantor Pemohon membawa
10 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Ingnigrasi 2 Hari Bukti pengantar
* | TPI Malang sesuai jadwal; Kerja pembayaran dan
Bukti pembayaran




Pemohon mengambil nomor antrian untuk

Mendapat nhomer

Bukti pengantar

11. | proses wawancara dan pengambilan data antrian pembayaran dan 5 Menit Nomor antrian
biometrik; | Bukti pembayaran
Nomor antilz_an dlpsnlgtgﬂ gan mednyeragkilt‘! Nomervantrian Bukti pengantar
12, | homor tan nant,) uktl bayar dan  bukl dipanggil pembayaran dan 10 Menit
pengantar pembayaran, l Bukti pembayaran
Pemohon melakukan proses wawancara Mendapatkan jadwal Proses wawancara Jadwal
perekaman _data blometr'lk dan pengambilan Kartu Fasilitas € da:jn pebr)gambyll(an Data biometrik ' pengambilan Kartu
13. | mendapatkan jadwal pengambilan Kartu Keimigrasian (Affidavit) atabiometri pemohon 10 Menit Fasilitas
Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)dari Keimigrasian
petugas_ (AffldaVIt)
Bukti pengantar
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Datang Ke Kantor Imigrasi 3 Hari pembayar.ar:j Yalng
14. | TPI Malang sesuai jadwal; arl tertera jadwa
Kerja pengambilan Kartu
Fasilitas Keimigrasian
(Affidavit)
w Bukti pengantar
Pemohon menyerahkan bukti pengantar Menyerahkan bukti pembayaran yang
15. | pembayaran  untuk  pengambilanKartu pengantar pembayaran tertera jadwal 5 Menit
" L . . pengambilan Kartu
Fasilitas Keimigrasian (Affidavit); - A
Fasilitas Keimigrasian
R (Affidavit)
v » Selesai Bukti pengantar . Waktu penyelesaian
Menerima Kartu Fasilitas pembayar_an yang Kar_tu_Fas'l_'tas adalah 6 (enam)
16. | Pemohon  menerima  Kartu  Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) tertera jadwal 5 Menit Keimigrasian hari kerja setelah

Keimigrasian (Affidavit)yang sudah jadi.

pengambilan Kartu
Fasilitas Keimigrasian
(Affidavit)

(Affidavit) yang
sudah selesai

permohonan
diterima
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KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR _ — :
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NAMA SOP SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputarPenerbitan Surat Keterangan Keimigrasian seperti dasar

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun |4, Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;

Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner;
Printer;

Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
pelayanan prima. Pimpinan.

SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM;

arwN PR







SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

DasarHukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat
Keterangan Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019.

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang..

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian







LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakanpukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b.Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
— Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;

4. | Scope/ruanglingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

JudulKegiatan

SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

LangkahAwal 1. Pemohon mendaftar secara. online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk
mendapat nomor permohonan;

2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

LangkahUtama 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa
dokumen persyaratan;

2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan,
Formulir Permohonan SKIM dan melengkapi persyaratan;

3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas
customer care untuk mendapatkan nomor antrian;

4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak
bukti pengantar pembayaran;

5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal proses
wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;

6. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan
Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

7. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai jadwal;

8. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan
pengambilan data biometrik;

9. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian danbukti
pengantar pembayaran;

10. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan
mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi
ke Kantor Wilayah dari petugas;

11. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang sesuai jadwal;

12. Pemohon menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi dari petugas
dan mengantarkan surat tersebut ke Kantor Wilayah;

13. Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;

14. Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi
Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Direktorat
Jenderal Imigrasi;

15. Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direktur
Jenderal Imigrasi;

16. Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasiterbit, pemohon
membawa surat tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut;

17. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

18. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran

serta mendapatkan jadwal pengambilan SKIM dari petugas.




LangkahAkhir

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang sesuai jadwal;

2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
SKIM;

3. Pemohon menerima menerima SKIM yang sudah jadi.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepadaSupervisor dan Kepala Seksi Izin Tinggal
Keimigrasianterkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Petugas

Mutu Baku

Persyaratan Waktu

Output

Keterangan

Pemohon mendaftar secara online di

mei Y C . Ambilnomorper o )
izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat mohonan Data diri pemohon 5Menit
nomor permohonan;

|

v
Pemohon menerima dan  mencetak Cetaknomorpermohona EMeni Nomor
konfirmasi nomor permohonan onling; n enit permohonan online

|

\ Pemohon
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas Datang ke Kantor membawa nomor
I TPl Malang dengan membawa berkas Imigrasi Berkas persyaratan | 30 menit permohonan online
persyaratan; l dan berkas

persyaratan
Pemohon mengisi Surat Permohonan, .
Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Isi formulir dan lengkapi . Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan Berkas persyaratan | 10 menit pendaft__ar_am yang
berkas persyaratan; | sudabh diisi lengkap
Y Tidak
Pemohon membawa kelengkapan berkas Berkas persyaratan
permohonan  kepada petugas customer Mendapat nomer | Lengkap? yang sudah 5 Menit Nomor antrian
care untuk mendapatkan nomor antrian; antrian - y lengkap
a
Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon l - | d Berk rsvaratan
menyerahkan berkas permohonan kepada Nomer antrian + nput data erkas pe s()j/ahaa .
petugas loket untuk input data permohonan dipanggil permohonan ya}ng suda 10 Menit
dan cetak bukti pengantar pembayaran; engkap
peng p y :
Mendapatkan bukti i
Pemohon mendapatkan bukti pengantar pengantafpembayaran, pel?;::lgg F;?ggagfj?,\r,m
pembayaran dan jadwal proses wawancara jadwal wawancara dan & Menit wawgncar z;Jdan
dan pengambilan data biometrik dari pengambilan data biometrik Ti .
petugas; penge_lmbllan data
biometrik
P_engawasan Kein_wigrasi'an lapangan, jika PengawasanKeimigrasia _
diperlukan sesuai pertimbangan Kepala nlapangan, 2 Hari
Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang jikadiperlukan Kerja
ditunjuk;
Pemohon membawa
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | b _ Bukti pengantar
TPI Malang sesuai jadwal; atang ke Kantor 2 Hari pembayaran,jadwal
Imigrasi Kerja wawancara dan

v

pengambilan data
biometrik




+

Pemohon mengambil nomor antrian untuk
proses wawancara dan pengambilan data

v

Mendapat nomer

Bukti pengantar
pembayaran,jadwal

10. biometrik: antrian wawancara dan 5 Menit Nomor antrian
' pengambilan data
1 biometrik
Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan ¥ :
11. nomor antrian dan bukti pengantar NO(I;FEI’ antrllan Nomor antrian 10 Menit
pembayaran; ipanggi
Pemohon melakukan proses wawancara ) Jadwal
perekaman data biometrik dan Mendapatkan jadwal Proses wawancara . . pengambilan Surat
12 mendapatkan jadwal pengambilan Surat pengambilan Surat #—| dan pengambilan Data biometrik 10 Menit | Pengantar Kepala
) P Kepala K Imi - Pengantar Kepala Kantor databiometrik pemohon K Imi Kk
engantar Kepala Kantor Imigrasi ke Imigrasi antor Imigrasi ke
Kantor Wilayah dari petugas; Kantor Wilayah
Pemohon membawa
. . A )
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | _ bukti pengantar
13. | TPI Malang sesuai jadwal; Datang'ke Kantor 2 Hari pembayaran
Imigrasi Kerja danjadwal
¢ pengambilan Surat
Pengantar
Pemohon menerima Surat Pengantar : Bukti pengantar Surat Pengantar
Kepala Kantor Imigrasi dari petugas dan Ambil dan antar pembayaran . Kepala Kantor
14. | mengantarkan surat tersebut ke Kantor surat danjadwal 30 Menit | | - rasi ke Kantor
Wilavah: pengambilan Surat g ;
yan, v Pengantar Wilayah
Petugas Kantor Wilayah akan memproses Proses persetujuan Surat Pengantar . Sl:(r:t ;ZrSK(;trl:tjg? "
15 ersetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor 3 Hari Wilzg ah melalui
' E | JD' .. Kp' A L Yy melalui Kepala Divisi Imigrasi ke Kantor Kerja Keyala Divisi
epala Divisi Keimigrasian; Keimi?rasian Wilayah pala Div
I Keimigrasian
Setelah surat persetujuan Kepala Kantor v Surat Pengantar
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian Ambil dan antar | Penerbitan surat Jadwal Kepala Kantor
16. | terbit, pemohon membawa surat tersebut surat - persetujuan pengambilan Surat | 30 Menit Wilayah ke
ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Pengantar Direktorat Jenderal
proses lebih lanjut; Imigrasi
Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan ) Surat Pengantar .
17. | memproses persetujuan Direktur Jenderal Proses persetujuan Kepala Kantor 5 Hari Sqraipersetgjuar;
. Imigrasi; Direktur Jenderal Wilayah ke Direktorat Kerja Direktur Jendera
' ¥ Jenderal Imigrasi Imigrasi
Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal . < .
; ) . Ambil dan antar Penerbitan surat Surat Persetujuan
18. lglsgézzlttl:b}ge’qr?t?) Tlor:: g:argiel:?]kt)j\(lv ;rggézt surat persetujuan Direktur Jenderal 30 Menit
- . Imigrasi
lebih lanjut; g
Pemohon dapat melakukan pembayaran v
biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan Bukti pengantar . .
19. perundang-undangan melalui Kantor Pos Melakukan pembayaran pembayaran 10 Menit Bukti pembayaran
dan Bank/ATM; i
Pemohon menyerahkan bukti pengantar Menyerahkan bukti Bukti pengantar Jadwal
20. | pembayaran dan bukti pembayaran serta pembayaran dan pembayaran dan 5 Menit

mendapatkan jadwal pengambilan SKIM
dari petugas.

mendapatkan jadwal

pengambilan SKIM

bukti pembayaran

pengambilan SKIM

v




Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas |

v

Bukti pengantar

21 TPI Malang sesuai jadwal, Datang Ke Kantor Imigrasi 2 Hari pembayaran yang
' Kerja tertera jadwal
L pengambilan SKIM
. Bukti pengantar
5o | Pemohon menyerahkan bukti pengantar Meny;arahkanbbuktl pembayaran yang 5 Menit
" | pembayaran untuk pengambilan SKIM; pengantar pembayaran tertera jadwal
pengambilan SKIM
M ima SKIM . Waktu penyelesaian
Pemohon menerima menerima SKIMyang enerma Selesai Bukti pengantar adalah 22-26 (dua
23, sudah jadi. pembayaran yang 5 Menit SKIM puluh dua-dua puluh

tertera jadwal
pengambilan SKIM

enam) hari kerja di luar
jangka waktu
pengiriman surat




10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI
MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP

: W.15.IML.IMI.3-UM.01.03-1482

TGL. PEMBUATAN : 11 Juni 2020
TGL. REVISI/ REVISI KE 127 Juni2022/1
TGL. EFEKTIF : 28 Juni 2022
DISAHKAN OLEH
KEPALA KANTOR IMIGRAS! KE I TPI MALANG

RAMDHANI
NIP. 1975081 72000021001

NAMA SOP

1. Mengetahui informasi seputar pengambilan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

PENGAMBILAN PASPOR

KUALIFIKASI PELAKSANA




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP Paspor Baru Penggantian secara online (M-Paspor) Mesian Antrian Pengambilan Paspor;

Alat tulis.

Thermometer Gun

Cairan Disinfektan

Disinfektan Chamber

Hand Sanitizer

Sarung Tangan dan Masker Non Medis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
prima. impinan.

No g wd e




PENGAMBILAN PASPOR

Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

. Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun
2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

Pengambilan Paspor

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 08.00— 15.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
KelasITPI Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan : | Pengambilan Paspor

Langkah Awal

Pemohon mendapatkan notifikasi dari Inovasi Berita Karmila
(Pemberitahuan Paspor sudah selesei dari SMS Gateway);

Langkah Utama : 1.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa
bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran dan EKTP dan wajib
memakai masker;

Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat
yang sudah disediakan dilanjutkan masuk ke dalam disinfektan chamber
untuk sterilisasi;

Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh
pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun
dan jika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari
37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengambilan paspor
dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama,
tempat tanggal lahir, nomor permohonan pemohon tersebut serta
melaporkan kepada Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan;

Pemohon yang telah dinyatakan aman setelah pemeriksaan suhu tubuh oleh
petugas security dapat langsung memasukkan nomor permohonan di Mesin
Antrian Pengambilan dengan membersihkan tangan terlebih dahulu dengan
hand sanitizer yang disediakan petugas;

Pemohon yang sudah mendapatkan nomor antrian pengambilan paspor
menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi
tempat duduk ruang tunggu yang sudah diatur oleh petugas dengan
ketentuan dalam 1 jam maksimal 5 orang pemohon yang menunggu diruang
tunggu;

Nomor antrian pemohon dipanggil oleh petugas, Pemohon mmbersihkan
tangan terlebih dahulu dengan handsanitizer yang disediakan petugas loket
pengambilan paspor kemudian pemohon menyerahkan bukti pengantar
pengambilan, bukti pembayaran dan EKTP kepada petugas;

Petugas mengambilkan paspor pemohon yang sudah selesai;




Langkah Akhir

1. Pemohon mengisi tanda terima penerimaan paspor;
2. Pemohon menerima paspor yang sudah selesai.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi
Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu
Pemoh_on mendapa@kan notifika}si dari Pemberitahuan Pemberitahuan
Inovasi Berita Karmila (Pemberitahuan paspor sudah selgse| 5 Menit paspor sudah jadi
Paspor sudah selesei dari SMS Gateway); dari Inovasi Berita
Karmila
4
. Pemohon membawa
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Datang Ke Bukti %e_lnganéarkt_ bukti pengantar
TPl Malang dengan membawa bukti Kantor Imigrasi pengbam ran, EIgTPI 30 menit pengambilan, bukti
pengantar pengambilan, bukti pembayaran pem d ayarani( pembayaran,EKTP
dan EKTP dan wajib memakai masker; an masker dan
masker
\ 4
Pemohon wajib mencuci tangan dengan Cuci tangan dan masuk 1 Menit
sabun dan air mengalir ditempat yang disinfektan chamber
sudah disediakan dan dilanjutkan masuk ke A
disinfektan chamber;
Y
Petugas Security mengukur suhu tubuh
pemohon yang keluar dari disinfektan Laporan Pemohon
chamber; pemohon yang suhu tubuh diatas Tidak 5 Menit | yang suhu tubuh
37.5°C setelah 2x pengukuran dilarang Suhu < 37.5°C diatas 37.5°C
melanjutkan proses pengambilan paspor
dan dihimbau untuk pulang setelah
dicatat dan dilaporkan kepada Kasubsi
Yandoklan;
_ Ya
Pemohon yang dinyatakan aman suhu 1 Ment Nomor Membersihkan tangan
tubuhnya membersihkan tangan terlebih Mengambil nomor Bukti pengantar enit Antrian dengan hand sanitizer
dahulu dengan hand sanitizer sebelum antrian di mesin | ¢ pengambilan, Bukti pengambilan  |yang sudah disediakan
memasukkan nomor permohonan untuk antrian pengambilan pembayaran dan petugas
memperoleh nomor antrian pengambilan; EKTP
v




v

Maksimal 5 orang
pemohon yang

6. Pemohon yang sudah mendapat nomor 10 Menit
antrian pengambilan menunggu diruang Menunggu di menunggu diruang
tunggu; ruang tunggu tunggu dalam 1 jam
Petugas memanggil Nomor  Antrian > Nomor antrian '
7. pemghon' 99 i pemohon dipanggil 1 Menit
) Bukti pengantar Hand sanitizer
8 Pemohon membersihkan tangan dengan Menyerahkan nomor pengambilan, Bukti 1 Menit disediakan oleh
’ hand sanitizer sebelum memberikan nomor antrian pengambilan, pembayaran dan petugas loket
antrian pengambilan kepada petugas loket; bukti pengantar EKTP pengambilan
pengambilan,bukti <
bayar dan EKTP
9. ) 1 Menit
Petugas mengambilkan paspor pemohon > Mengambilkan
yang sudah selesei; paspor pemohon
10. . . . . ) 1 Menit
Pemohon mengisi tanda terima penerimaan Mengisi tanda terima
paspor; paspor <
11. . - l 1 Menit
Pemohon menerima paspor yang sudah Menerima paspor sudah > Paspor yang
selesei; selesei sudah jadi
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 1=u nwgnu 2 2 1001

! KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

ﬂ 1..

YN 3;: T

P
NAMA S0P Wzét%noam PADA SAAT PENGAWASAN

DASAR HUKUIM P
11 cnnuam.c.iw:a Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1 Iuﬁzﬁ f;m.:ucua melakukan pengawasan keimigrasian
|2. Unda ng Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Mengetahui prosedur penyelesalan pengawasan keimigrasian

‘3. Peratutan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan | 3. Memiliki kemampuan identifikas permasalahan pada saat pengawasan xm::.a..mﬂun
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimi igrasian sebagaimana tefah | 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengawasan keimigrasian

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubshan atas | 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan

i Peraturan Pemerintah Nmor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- | 6. Memiliki kemanmpuan membaca OR Code pada saat pengawasan keimigrasia

I Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

‘4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tata Cara
Pengawasan Keimigrasian

EETEREAITTAN : : PERALATAN DAN PERLENGEADS y 2 .
£ mo_u Penanganan Orang Asing Yang Tidak Dapat Memperlihatkan Dan Menyerahikan | 1. Surat Perintah Tugas i

W Dokumen Perjalanan Atau izin Tinggal Dalam Pengawasan Keimigrasian oo ” w. |
| 3. Aplikasi Khusus QR Code

i
t
|

PERINGATAN . ¥ _ : . PENCATATAN DA PENDATAAN : i : .
' Apabila SOP tidak dilaksanakan ap_s proses pembacaan Dw Code pada saat e _ !

i i
- pengawasan keimigrasianakan terhambat dan menyebabkan ketidakpastian dalam . Disimpan sebagai data elektronik dan manual
_prosedur pembacaan QR Code pada saat pengawasan keimigrasian !

i i e i e i - b b AP . = R R S




PETUGAS MELAKUKAN
PENGAWASAN:

|'

ORANG ASING DIBERIKAN KESEMPATAN
UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN

MENYERAHKAN DOKUMEN DENGAN CARA:

2a.

PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN KEIMIGRASIAN:

3.

1. memperiihatkan sprint dan
identitas pegawai;

2. memeriksa keberadaan
orang asing;

3. meminta orang asing
memperlihatkan dokumen
keimigrasian,

-~
1. ybs mengambil dokumen
perjalanan/ izin tinggal dengan
um:wuiwmm: petugas;
2. menghubungi pihak penjamin/
pihak lain yang dapat membantu
mendatangkan dokjal/ izin

tinggal ybs.
2b.
Jika tidak membawa Dokumen
Perjalanan/izin  Tinggal pada saat

pengawasan, ditindaklanjuti dengan

SOP Penanganan Orang Asing Yang Tidak
Dapat Memperlihatkan Dan Menyerahkan
Dokumen Perjalanan Atau [zin Tinggal
Dalam Pengawasan Keimigrasian.

1. mencocokkan identitas dokumen
keimigrasian;

2. melakukan wawancara dan memeriksa
kesesuaian kegiatan orang asing
dengan izin tinggalinya;

3. melakukan pembacaan QR Code
dengan mengunakan aplikasi khusus.

>

4b.

4c.

SOP PEMBACAAN QR CODE PADA SAAT PENGAWASAN ORANG ASING
NOMOR : W.S . Wl .3 - UMm.01.0f — o0}
KANTOR IMIGRASI KELAS | TP| MALANG

data yang terbaca normal .
kode TPI;
tanggal masuk;
tanggal akhir berlak:
durasi tinggal;
nama singkatan visa
NIP;
nomMor paspor;
nama lengkap;
tanggal lahir;

. kebangsaan;

. jenis kelamin;

tanggal berakhir

paspor.

D00 MOV N B P

-
- Qo

-
[nd

data yang tidak terbaca karena suatu
hal dapat dilakukan dengan
menggunakan fitur pembac.
yang berisi :

1. data paspor

2. data izin tinggal

3. data perlintasan

Petugas Pengawasan di Lapangan
berkoordinasi dengan Petugas
Wasdakim di Kanim/ Ditjenim




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA KEIMIGRASIAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP

: W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-1079

TGL. PEMBUATAN

: 3 Februari 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

TGL. EFEKTIF

: 18 Februari 2020

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KE | TPI MALANG

RAMDHANI
NIP. 1875081 72000021001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE 1. Mic dan Speaker

SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA WALK IN

SOP PASPOR PERUBAHAN DATA

SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG

SOP PENAMBAHAN NAMA

SOP PENGAMBILAN PASPOR YANG SUDAH SELESEI

SOP PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN |

SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN 11, lil, IV DAN MULTIPLE RE-ENTRY EXIT

PERMIT

SOP PENERBITAN ITAS ONLINE DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS |, I, DAN III

10. SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS KE IV DAN V

11. SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN KURANG DARI 14
HARI)

12. SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN LEBIH DARI 14
HARI)

13. SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP, ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN KE I1ZIN
TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP

14. SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFIIDAVIT)

15. SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
; impinan.
prima.

2. Tanda Pengenal (Slempang) Duta Pelayanan

ONOOTRAWN =

©




SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Seksi Status Keimigrasian




A.

B.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Perwira dan Petugas Duta Pelayanan

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

b. Kegiatan

- Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

4. | Scope/ruang lingkup

Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Perwira Duta Pelayanan

Langkah Awal

Memberikan morning briefing kepada Petugas Duta Pelayanan tentang
kesiapan para Petugas Duta Pelayanan dan hal-hal apa saja yang harus
diperhatikan selama Petugas Duta Pelayanan bertugas.

Langkah Utama

1. Mengawasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;

2. Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila terjadi sesuatu
diluar kemampuan petugas duta pelayanan;

3. Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila mengalami
hambatan dalam menjalankan tugas nya;

4. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;

Langkah Akhir

Menerima dan meneruskan laporan terkait pelaksanaan petugas duta
pelayanan kepada Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di
Kabupaten Probolinggo terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan.




Judul Kegiatan

SOP Petugas Duta Pelayanan

Langkah Awal

Mengikuti morning briefing dari Perwira Duta Pelayanan tentang hal-hal apa
saja yang harus diperhatikan selama bertugas sebagai Petugas Duta
Pelayanan.

Langkah Utama

1.

Memimpin pemohon kegiatan Salam dan Doa yang dilakukan oleh seksi Lalu
Lintas Keimigrasian dan seksi Status Keimigrasian Unit Kerja Keimigrasian di
Kabupaten Probolinggo;

Memberikan sosialisasi terkait informasi persyaratan dokumen ,
prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian pelayanan keimigrasian baik
untuk WNI maupun WNA kepada pemohon / masyarakat;

Memberikan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang digunakan oleh
masyarakat selama mengajukan permohonan keimigrasian;

Memastikan pemohon pelayanan keimigrasian melengkapi persyaratan
dokumen bagi permohonan yang diajukan;

Menanyakan kendala yang dialami pemohon;

Memprioritaskan pelayanan kepada kelompok rentan (balita, lansia, Ibu
hamil, orang sakit dan penyandang disabilitas);

Mengarahkan pemohon agar mengikuti alur permohonan yang sesuai dengan
SOP yang berlaku di Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo;
Menjaga ruang tunggu dan ruang pelayanan keimigrasian steril dari pihak
yang tidak berkepentingan;

Langkah Akhir

Melaporkan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan melaporkan kejadian
yang dianggap menonjol kepada Perwira Duta Pelayanan;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di
Kabupaten Probolinggo terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan.




Kegiatan

Pelaksanaan

Petugas Duta Pelayanan Perwira Duta Pelayanan

Baku Mutu

Keterangan

Arahan tentang hal umum

Morning Briefing [ Menerima ]__>[ Memberikan ] 10 Menit Arahan dan khusus tentang teknis
pelaksanaan tugas
\ 4
Memimpin pemohon mengikuti kegiatan Salam dan Doa 3 Menit Salam dan Doa
Salam dan Doa dengan Masyarakat
Memberikan sosialisasi terkait informasi
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya e . Pemahaman
dan waktu penyeleseian permohonan Sosialisasi 5 Menit Pemohon
keimigrasian baik WNI maupun WNA
kepada masyarakat
Memberikan sosialisasi terkait sarana dan v 3 Meni Pemahaman
prasarana yang dapat digunakan oleh Sosialisasi enit Pemohon
masyarakat
\4
Memastikan pemohon pelayanan Memastikan , Kepastian bagi | *'ka berkas pemohon belum
keimigrasian ~ melengkapi  persyaratan Persyaratan Dokumen 90 Menit pemohon lengkap, diarahkan untuk
dokumen bagi permohonan yang diajukan pemohon melengkapi terlebih dahulu
v Ya
Pemecahan Perwira Duta Pelayanan

Menanyakan kendala yang dialamai K Ada , eLrigg;i';:r;Etsi 90 Menit Masalah bagi melaporkan kepada atasan

hon endala? P jika masalah masih belum
pemo Kendala Pemohon -

Tidak terseleseikan

Memprioritaskan ~ pelayanan  kepada Memprioritaskan 90 Menit Pelayanan
kelompok renta Pelayanan Kepada Pemohon
Mengarahkan pemohon L_mtuk mengikuti alur Mengarahkan 90 Menit Arahan Kepada
permohonan yang sesuai dengan SOP yang Pemohon en Pemohon
diberlakukan -

v




Menjaga ruang tunggu pemohon dan ruang

v

Sterilisasi Ruang

9. | pelayanan keimigrasian steril dari pihak yang Sterilisasi ruangan 90 Menit Pelayanan
tidak berkepentingan pemohon
Melaporkan  Pelaksanaan tugas dan +

10. P d 10 Menit Laporan

melaporkan  kejadian yang dianggap
menonjol

Membuat Laporan

Menerima Laporan

Pelaksanaan




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP

: W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-1077

TGL. PEMBUATAN

: 3 Februari 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

TGL. EFEKTIF

: 18 Februari 2020

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KE | TPI MALANG

RAMDHANI
NIP. 1875081 72000021001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE 1. Mic dan Speaker

SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA WALK IN

SOP PASPOR PERUBAHAN DATA

SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG

SOP PENAMBAHAN NAMA

SOP PENGAMBILAN PASPOR YANG SUDAH SELESEI

SOP PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN |

SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN 11, lil, IV DAN MULTIPLE RE-ENTRY EXIT

PERMIT

SOP PENERBITAN ITAS ONLINE DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS |, I, DAN III

10. SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS KE IV DAN V

11. SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN KURANG DARI 14
HARI)

12. SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN LEBIH DARI 14
HARI)

13. SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP, ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN KE I1ZIN
TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP

14. SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFIIDAVIT)

15. SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
; impinan.
prima.

2. Tanda Pengenal (Slempang) Duta Pelayanan

ONOOTRAWN =

©




SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Seksi Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SOP Perwira dan Petugas Duta Pelayanan

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

- Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Malang

- Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang

- Kasubsi Doklan Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

- Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang

- Kasubsti Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Perwira Duta Pelayanan

Langkah Awal

Memberikan morning briefing kepada Petugas Duta Pelayanan tentang
kesiapan para Petugas Duta Pelayanan dan hal-hal apa saja yang harus
diperhatikan selama Petugas Duta Pelayanan bertugas.

Langkah Utama

1. Mengawasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;

2. Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila terjadi sesuatu
diluar kemampuan petugas duta pelayanan;

3. Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila mengalami
hambatan dalam menjalankan tugas nya;

4. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;

Langkah Akhir

Menerima dan meneruskan laporan terkait pelaksanaan petugas duta
pelayanan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan Kasi Status Keimigrasian
serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan
Kasi Status Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang terkait
pelaksanaan petugas duta pelayanan.




Judul Kegiatan

SOP Petugas Duta Pelayanan

Langkah Awal

Mengikuti morning briefing dari Perwira Duta Pelayanan tentang hal-hal apa
saja yang harus diperhatikan selama bertugas sebagai Petugas Duta
Pelayanan.

Langkah Utama

1.

Memimpin pemohon kegiatan Salam dan Doa yang dilakukan oleh seksi Lalu
Lintas Keimigrasian dan seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang;

Memberikan sosialisasi terkait informasi persyaratan dokumen ,
prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian pelayanan keimigrasian baik
untuk WNI maupun WNA kepada pemohon / masyarakat;

Memberikan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang digunakan oleh
masyarakat selama mengajukan permohonan keimigrasian;

Memastikan pemohon pelayanan keimigrasian melengkapi persyaratan
dokumen bagi permohonan yang diajukan;

Menanyakan kendala yang dialami pemohon;

Memprioritaskan pelayanan kepada kelompok rentan (balita, lansia, Ibu
hamil, orang sakit dan penyandang disabilitas);

Mengarahkan pemohon agar mengikuti alur permohonan yang sesuai dengan
SOP yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang;

Menjaga ruang tunggu dan ruang pelayanan keimigrasian steril dari pihak
yang tidak berkepentingan;

Langkah Akhir

Melaporkan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan melaporkan kejadian
yang dianggap menonjol kepada Perwira Duta Pelayanan;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan
Kasi Status Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang terkait
pelaksanaan petugas duta pelayanan.




Kegiatan

Pelaksanaan

Petugas Duta Pelayanan Perwira Duta Pelayanan

Baku Mutu

Keterangan

Arahan tentang hal umum

Morning Briefing [ Menerima ]__>[ Memberikan ] 10 Menit Arahan dan khusus tentang teknis
pelaksanaan tugas
\ 4
Memimpin pemohon mengikuti kegiatan Salam dan Doa 3 Menit Salam dan Doa
Salam dan Doa dengan Masyarakat
Memberikan sosialisasi terkait informasi
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya e . Pemahaman
dan waktu penyeleseian permohonan Sosialisasi 5 Menit Pemohon
keimigrasian baik WNI maupun WNA
kepada masyarakat
Memberikan sosialisasi terkait sarana dan v 3 Meni Pemahaman
prasarana yang dapat digunakan oleh Sosialisasi enit Pemohon
masyarakat
\4
Memastikan pemohon pelayanan Memastikan , Kepastian bagi | *'ka berkas pemohon belum
keimigrasian ~ melengkapi  persyaratan Persyaratan Dokumen 90 Menit pemohon lengkap, diarahkan untuk
dokumen bagi permohonan yang diajukan pemohon melengkapi terlebih dahulu
v Ya
Pemecahan Perwira Duta Pelayanan

Menanyakan kendala yang dialamai K Ada , eLrigg;i';:r;Etsi 90 Menit Masalah bagi melaporkan kepada atasan

hon endala? P jika masalah masih belum
pemo Kendala Pemohon -

Tidak terseleseikan

Memprioritaskan ~ pelayanan  kepada Memprioritaskan 90 Menit Pelayanan
kelompok renta Pelayanan Kepada Pemohon
Mengarahkan pemohon L_mtuk mengikuti alur Mengarahkan 90 Menit Arahan Kepada
permohonan yang sesuai dengan SOP yang Pemohon en Pemohon
diberlakukan -

v




Menjaga ruang tunggu pemohon dan ruang

v

Sterilisasi Ruang

9. | pelayanan keimigrasian steril dari pihak yang Sterilisasi ruangan 90 Menit Pelayanan
tidak berkepentingan pemohon
Melaporkan  Pelaksanaan tugas dan +

10. P d 10 Menit Laporan

melaporkan  kejadian yang dianggap
menonjol

Membuat Laporan

Menerima Laporan

Pelaksanaan
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SOP KEGIATAN PENDEPORTASIAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun
2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;

Persyaratan

T
2
3

Orang Asing memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
Terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian,
Memiliki tiket perjalanan;

Sistem, mekanisme
dan prosedur

Proses Pengeluaran Deteni

1
2.

3.
4.

5.

Petugas memastikan deteni telah memiliki dokumen perjalanan dan tiket perjalanan;
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaporkan kepada Kepala
Kantor Imigrasi bahwa deteni telah memiliki persyaratan untuk dilakukan deportasi;
Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Keputusan Pengeluaran Deteni;

Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Perintah kepada petugas untuk
Pengeluaran Deteni;

Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian menerbitkan Berita Acara Pengeluaran
Deteni.

Proses Pendeportasian

1

i

oo b~

7.

Petugas memastikan adanya dokumen perjalanan dan cap pendeportasian untuk
orang asing yang akan dideportasi;

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaporkan kepada Kepala
Kantor Imigrasi bahwa Orang Asing telah siap untuk dilakukan deportasi;

Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Keputusan Pendeportasian,

Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah kepada petugas untuk
melakukan deportasi;

Petugas melakukan registrasi pendeportasian orang asing ke system;

Petugas melakukan check in pada airlines untuk tiket perjalanan Orang Asing yang
akan dideportasi,

Petugas mendampingi Orang Asing untuk masuk ke dalam pesawat.

Registrasi Tangkal

1

Petugas melakukan registrasi penangkalan di sistem.

4 | Jangka waktu Pendeportasian dilakukan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah
penyelesaian dikeluarkannya nomor register pendeportasian.
5 |Biaya Berdasarkan DIPA.




6 |Produk 1. Surat Keputusan Pengeluaran Deteni;
2. Surat Perintah Pengeluaran Deteni;
3. Berita Acara Pengeluaran Deteni;
4. Surat Keputusan Pendeportasian;
5. Surat Perintah Pendeportasian.

7 | Sarana, prasarana, 1. Transportasi untuk Deteni

dan/atau Fasilitas 2. Ruang tunggu ber-AC di Bandara
3. Toilet
8 |Kompetensi pelaksana
9 |Pengawasan Internal |1. Atasan langsung;
2. Inspektorat.

10 | Penanganan Email: wasdak kanimmalang@yahoo.co.id
Pengaduan, Saran
dan Masukan

11 | Jumlah pelaksana 2 (dua) orang petugas yang kompeten di bidangnya.

12 | Jaminan pelayanan Pendeportasian dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan.

13 [Jaminan Keamanan | Menjamin keamanan dan keselamatan Deteni yang akan dideportasi mulai saat
dan Keselamatan pengeluaran dari ruang detensi hingga deteni tersebut sudah masuk di dalam pesawat.
Pelayanan

14 | Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi laporan per kegiatan

Pelaksana

2. Evaluasi laporan berkala.
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Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. |Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterj Hukum dan HAM Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian'Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia

4. |Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing.

SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Pusat
SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Provinsi

SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan
SOP Operasi Gabungan Tim Pora

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses rapat dan koordinasi tim pengawasan

Orang Asing akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, rm..nvmnm:
waktu, dan akurasi data

2. Jaringan internet
3 Buku registrasi

NOMOR SOP LRI W % - U .01 .01 - 003
TGL. PEMBUATAN : PE WA 2909
TGL. REVISI / REVISI KE : S
TGL. EFEKTIF
G e DISAHKAN OLEH .x pal
_\h..l‘._..pmﬂ.ﬂﬁ. _
Ramdhani
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NIP. 19790817 200002 1 001
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRAS! KELAS | TPI MALANG
NAMA SOP RAPAT DAN KOORDINAS! TIM PORA
(¥ ]

11 ASI PELAKSANA .

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan rapat dan koordinasi tim pengawasan Orang Asing;
2. Mengetahui prosedur rapat dan koordinasi tim pengawasan Orang Asing;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

1. Komputer/printer/scanner

AN DAN PENDATAAN

TR

By




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT DAN KOORDINASI TIM PORA

Kegiatan T
»u —— Ketua Tim Pora Ten Pers Kelenghapan o Oupua
1 fhetua Tim Pora menetapkan rencana kerja Tim Pors 4 emiban deposs 1 (st} jom “_vlr'..lg_.!i
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ey Heoe D 1 berkas rencana ker 10 (sepuin) |1, berkas sencona eris
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NOMOR SOP : W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-1078

TGL. PEMBUATAN : 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE -
TGL. EFEKTIF : 18 Februari 2020

DISAHKAN OLEH '
KEPALA KANTOR IMIGRASI KEWAS | TPI MALANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA KEIMIGRASIAN RAMDHANI
DI KABUPATEN PROBOLINGGO NIP. 197808172000021001

NAMA SOP LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi

Malang Di UKK Probolinggo)
SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 | Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan me;syarakat.
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE 1. Seperangkat PC;

2. SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG 5 Mesin cotak nomor antrian:

3. SOP PASPOR PERUBAHAN DATA omor antrian,

4. SOP PASPOR PENAMBAHAN NAMA 3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;
5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat |Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
: impinan.
prima.




LAJU KARMILA (Pelayanan Lanjut Terus Kantor Imigrasi Malang Di UKK Probolinggo)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang
Di UKK Probolinggo)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 12.00 — 13..00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

b. Kegiatan

— Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo;

4. | Scope/ruang lingkup

Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang Di UKK
Probolinggo)

Langkah Awal

Mengumumkan kepada pemohon paspor ketika memasuki waktu istirahat dan
ada 1 (satu) konter yang akan melakukan piket pelayanan paspor saat jam
istirahat;

Langkah Utama

Jenis pelayanan paspor yang dilayani oleh petugas pemeriksaan berkas selama
piket jam istirahat meliputi paspor baru / penggantian secara online, paspor
perubahan data, paspor penggantian karena rusak / hilang, paspor penambahan
nama. Kemudian petugas memasukkan data dan scan dokumen permohonan ke
dalam aplikasi SPRI SIMKIM V2 , dilanjutkan dengan melakukan wawancara
untuk mengecek keakuratan data, pengambilan foto dan biometrik pemohon;

Langkah Akhir

Petugas mencetak tanda terima permohonan sebagai bukti pengantar
pembayaran kepada pemohon paspor agar pemohon dapat melakukan transaksi
pembayaran di bank persepsi yang ditunjuk / kantor pos terdekat

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo
jika ada kejadian yang dianggap menonjol.




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP

: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1085

TGL. PEMBUATAN

: 3 Februari 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

: 16 September 2022 / 2

TGL. EFEKTIF

: 16 September 2022

DISAHKAN OLEH

KEPALAKANTOR IMIGRASI KE I TPI MALAMNG

RAMDHANI
MNIP. 15780317 2000021001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

SOP Penggantian Paspor Tolak System

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN ‘PERALATAN PERLENGKAPAN

' 1. Seperangkat PC;
SOP Paspor Baru/Penggantian; 2. Mesin cetak nomor antrian;
SOP Paspor Penggantian Karena Tolak Sistem (BAP). 3. Kamera dan fingerprint scanner;
4. Printer;
5. Alat tulis.

PERINGATAN ‘ PENCATATAN DAN PENDATAAN

Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
Pimpinan.

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan
prima.




SOP PENGGANTIAN PASPOR TOLAK SYSTEM

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SOP Penggantian Paspor Tolak System

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Penggantian Paspor Tolak System

Langkah Awal

1.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan
persyaratan asli dan fotokopi serta untuk menemui adjudikator untuk
mendapatkan surat keterangan penolakan permohonan karena tolak system
kemudian diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk melakukan proses BAP;

Langkah Utama

N =

9.

10.

11.

Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di ruang BAP;

Proses pembuatan Berita Acara Pendapat di ruang BAP;

Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat
yang ditunjuk;

Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat
yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai
dengan sistem pelayanan paspor terpadu;

Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang sesuai
dengan jadwal kedatangan yang telah diinfokan petugas;

Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan;

Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas
permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor
antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara;

Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;

Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan
menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;

Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.




Langkah Akhir

1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian
drive thru;

2. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu Output
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan
membawa berkas permohonan persyaratan
asli dan fotokopi serta menemui adjudikator Datang ke Kantor Jadwal antrian Nomor antrian | P€mohon membawa
kanim untuk mengambil surat penolakan Imigrasi (untuk online dan berkas | 15 menit untuk proses | Jadwal antrian online
permohonan dikarenakan tolak system Proses BAP) persyaratan BAP dan berkas
selanjutnya pemohon menyerahkan surat persyaratan
tersebut ke seksi Inteldakim untuk proses
BAP.
Proses ~ pembuatan  Berita  Acara R Proses BAP Keterangan dari |, ot Lembar BAP
Pemeriksaan di ruang BAP; > pemohon saat BAP
v Petugas akan
Proses Bapen menmberikan jadwal
Proses pembuatan Berita Acara Pendapat di p Lembar BAP 10 Menit Lembar Bapen kepada pemoh_on
ruang BAP; untuk pengambilan
data biometrik
Proses pembuatan surat persetujuan dari Y b d
- et Pembuatan Surat Lembar BAP dan : Surat
Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang : Bapen 5 Menit Persetuiuan
ditunjuk; PerseJ'fUJuan p |
] ) Tidak ~ Surat Persetujuan
Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Surat Persetujuan dari Kepala Kantor
Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang Permohonan | o Disetujui? dari Kepala Kantor 2 Hari Imigrasi/Pejabat
ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal _ paspor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk
pembuatan paspor sesuai dengan sistem ditangguhkan va yang ditunjuk sebagai dasar
pelayan paspor terpadu; penggantian paspor
Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Datang ke Kantor 5 menit
Kelas | TPl Malang sesuai dengan jadwal Imiarasi ?untuk Proses
kedatangan yang telah diberitahukan P(gmbuatan Paspor)
petugas; P
Pemohon mengambil berkas hasil BAP di Mengambil berkas Berkas permohonan | 5 menit |Nomor Antrian foto,
ruang BAP dan mengambil nomor antrian hasil BAP dan mengambil biometrik ,
untuk foto,biometric dan interview; nomor antrian wawancara




10. | Petugas melakukan input data permohonan Berkas
ke SIMKIM V2; Input data Permohonan yang 5 menit
permohonan sudah lengkap
v Berkas
11. Petugas melakukan pengambilan biometric, Biometrik Permohonan yang 10 menit Data biometrik
foto dan interview serta menyerahkan bukti & sudah lengkap pemohon paspor
pengantar pembayaran; wawancara (fotokopi dan asli)
12. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima Mendapatkan bukti 2 menit Bukti pengantar
pengambilan dari petugas untuk melakukan pengantar pembayaran pembayaran
pembayaran;
\ 4
13. Pemohon dapat melakukan pembayaran Bukti pengantar 5 Menit
melalui Kantor Pos dan Bank/ATM. Melakukan pembayaran pembayaran
v
14. Pemohon mengambil paspor yang sudah ) Bukti pengantar 5 Menit
selesei setelah mendapatkan notifikasi dari Drive Thru pengambilan dan
inovasi berita karmila, dan mengambil Pengambilan paspor EKTP
paspor lewat drive thru;
vy 3 (tiga) hari kerja
15. Pemohon menerima paspor yang sudah 1 Menit Paspor yang (untuk paspor

jadi.

Menerima Paspor

=i Selesei I

sudah selesai

biasa) dan 3 (tiga)
hari kerja (paspor
elektronik) setelah
melakukan
transaksi
pembayaran
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Nomor SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-0153

Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2020

KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

2 Liimgras S

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif : 4 Februari 2020

Tanda Tangan

. Kepala Kantor Imigrasi
Disahkan oleh Kelas | TPl Malang
Ramdhani
NIP. 197908172000021001

NAMA SOP : PROSEDUR PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN DALAM

KANTOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Mampu membuat suatu keputusan

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, 2. Mampu memberikan keputusan dengan bijaksana
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216 3. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 4. Mampu membuat laporan
Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi 5. Mampu bekerja sama dengan baik

4. 6.

Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 29 Tahun 205 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan
Zona INtegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019

Memiliki kemampuan untuk melakukan pengamatan terhadap situasi
secara baik dan proporsional

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

- SOP Duta Pelayanan
- SOP Duta Informasi

1. Tanda pengenal di lengan bertuliskan ‘Pengawas Internal’
2. Perangkat komputer dan printer

3. Kamera digital

4. Handy Talky (HT)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pengawasan akan terhambat dan menyebabkan situasi yang tidak kondusif

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




PROSEDUR PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN DALAM KANTOR

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan Petugas Kaur Kasu.l.05| Kasi
Intelijen
Pengawas Kepegawai ./ Inteldakim Kelengkapan Waktu Output
Internal an Penindakan
Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang
; . . o ) Dalam rangka
memerintahkan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub SK Pengawas Internal .
1 . . Lo ; . i 15 menit Dokumen mendukung
Seksi Penindakan Keimigrasian untuk menunjuk personil dan dari Kepala Kantor kegiatan
menentukan jadwal pengawasan g
Kepa!a Sup Seksi Intquen Kelmlgra5|an / Kepala Sub Seksi Pen.mdakan Surat Perintah, Jadwal Dalam rangka
Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepala Urusan Kepegawaian serta ~ & . .
2 - L Cdl < Kegiatan, SOP, Alat 15 menit Dokumen mendukung
mengkoordinir petugas pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan o .
Komunikasi kegiatan
pengawasan dalam kantor Jd,
Mengkoordinasikan dan sinkronisasi petugas sekuriti dengan Kepala Surat Perintah, Jadwal Dalam rangka
3 Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan -] Kegiatan, SOP, Alat 15 menit Dokumen mendukung
Keimigrasian Komunikasi kegiatan
Tanda pengenal di Foto area Kegiatan
. . lengan bertuliskan . .
4 Petugas memulai kegiatan pengawasan ‘Pengawas Internal’, 7 jam pengawas Fillaksapakan pada
. an jam kerja
JJe kamera digital
b4 Laporan Pelaksanaan Mengawasi area
. ! . Laporan/d
5 Petugas melaksanakan tugas dan melaporkan kegiatannya Kegiatan, komputer dan | 10 menit okumen yang telah
printer ditentukan
Petugas membuat
laporan sesuai
deng format yang
Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan ~ Laporan Pelaksanaan
6 Keimigrasian mengawasi dan menerima laporan selama pelaksanaan - Kegiatan, komputer dan | 10 menit Laporan/d | ditentukan dan
. okumen melaporkannya ke
tugas printer Kasubsi
Intelijen/Penindak
an
\ll Kasubsi
Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Laporan Pelaksanaan Laporan/d Intelijen/Penindak
7 Keimigrasian melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan : 10 menit an melaporkan
" ; Kegiatan okumen )
kepada Kepala Seksi Inteldakim kepada Kasi
Inteldakim
Kepala Self5| Inteldakim me.nerlrna Ia?poran pelaksanaar.m dan ! - Laporan Pelaksanaan Laporan/d Kasi Inteldakim
8 Een;/elesalan serta evaluasi hasi kegiatan pengawasan internal dan P Kegiatan okumen menerima laporan
antor




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.| Judul SOP :] SOP Pengawasan Internal Kegiatan Dalam Kantor
(Pengawasan Internal Oleh Seksi Inteldakim
2. | Jenis Kegiatan :| Rutin

Penanggung Jawab

:| -Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TP| Malang

-Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang

-Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

-Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

-Kepala Urusan Kepegawaian

a. Produk

:] SOP Pengawasan Internal Kegiatan Dalam Kantor

b. Kegiatan

:| 1. Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas | TPI

Malang memerintahkan Kepala Sub Seksi Intelijen
Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan
Keimigrasian untuk menunjuk personil dan
menentukan jadwal pengawasan

2. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian berkoordinasi dengan
Kepala Urusan Kepegawaian serta mengkoordinir
petugas pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan
pengawasan dalam kantor

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi petugas sekuriti
dengan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian /
Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

4. Petugas memulai kegiatan pengawasan

5. Petugas melaksanakan tugas dan melaporkan
kegiatannya

6. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian mengawasi dan
menerima laporan selama pelaksanaan tugas

7. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian melaporkan kegiatan
pengawasan yang dilakukan kepada Kepala Seksi
Inteldakim

8. Kepala Seksi Inteldakim menerima laporan
pelaksanaan dan penyelesaian serta evaluasi hasi
kegiatan pengawasan internal dan kantor

4.

Ruang Lingkup

:| Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1. Kegiatan 1

Judul Kegiatan

:| Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas | TPI

Malang memerintahkan Kepala Sub Seksi Intelijen
Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan
Keimigrasian untuk menunjuk personil dan
menentukan jadwal pengawasan

Langkah

1. Kepala Seksi Inteldakim memberikan instruksi




kepada Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian /
Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian terkait
penjabaran mengenai kegiatan pengawasan personil
2. Kepala Seksi Inteldakim memberikan instruksi untuk
menyusun personil dan jadwal pengawasan

2. Kegiatan 2

Judul Kegiatan

:| Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

Seksi Penindakan Keimigrasian berkoordinasi dengan
Kepala Urusan Kepegawaian serta mengkoordinir
petugas pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan
pengawasan dalam kantor

Langkah

:| 1. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

Seksi Penindakan Keimigrasian berkoordinasi dengan
Kepala Urusan Kepegawaian untuk menunjuk
petugas pengawasan internal

2. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian membuat keputusan
untuk menunjuk petugas pengawasan internal

3. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian memberikan arahan
kepada petugas pengawasan internal terkait tugas
dan fungsinya

4. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian memerintahkan
petugas untuk bekerja sesuai dengan SOP yang telah
disusun

3. Kegiatan 3

Judul Kegiatan

:| Mengkoordinasikan dan sinkronisasi petugas sekuriti

dengan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala
Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Langkah

:| 1. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

Seksi Penindakan Keimigrasian memberikan arahan
kepada petugas sekuriti terkait pengamanan kantor
2. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian memerintahkan
petugas sekuriti untuk melakukan koordinasi dengan
petugas pengawasan internal yang telah ditunjuk

4, Kegiatan 4

Judul Kegiatan

:| Petugas memulai kegiatan pengawasan

Langkah

:| 1. Kegiatan dimulai dengan pengarahan oleh Kepala

Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi
Penindakan Keimigrasian

2. Petugas menempati pos tertentu yang telah
disiapkan




3. Petugas melakukan monitoring atas kegiatan internal
pegawai dan situasi kantor

4. Petugas berkoordinasi dengan petugas sekuriti

terkait kegiatan pengawasan internal dan kondisi
keamanan kantor

5. Petugas mencatat setiap aktivitas yang patut
dicurigai

6. Apabila ditemukan hal yang mencurigakan,
petugas melapor kepada Kepala Sub Seksi Intelijen
Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan
Keimigrasian untuk ditindak lanjuti

5. Kegiatan 5

Judul Kegiatan

:| Petugas melaksanakan tugas dan melaporkan

kegiatannya

Langkah

:] 1. Petugas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan

instruksi yang telah diberikan

2. Petugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
disertai dokumentasi sesuai dengan tata cara
penyusunan laporan yang telah ditetapkan

3. Petugas meneruskan laporan kepada Kepala Sub
Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi
Penindakan Keimigrasian

6. Kegiatan 6

Judul Kegiatan

:| Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

Seksi Penindakan Keimigrasian mengawasi dan
menerima laporan selama pelaksanaan tugas

Langkah

:| 1. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

Seksi Penindakan Keimigrasian mengawasi
pelaksanaan kegiatan serta memberikan supervise
kepada petugas

2. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian menerima laporan

3. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub
Seksi Penindakan Keimigrasian melakukan evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilakukan

7. Kegiatan 7

Judul Kegiatan

:| Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

Seksi Penindakan Keimigrasian melaporkan kegiatan
pengawasan yang dilakukan kepada Kepala Seksi
Inteldakim

Langkah

:| 1. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

Seksi Penindakan Keimigrasian memilah laporan yang
telah diberikan oleh petugas
2. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub




Seksi Penindakan Keimigrasian melaporkan kegiatan
yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi Inteldakim

8. Kegiatan 8

Judul Kegiatan

:| Kepala Seksi Inteldakim menerima laporan pelaksanaan

dan penyelesaian serta evaluasi hasi kegiatan
pengawasan internal dan kantor

Langkah

:| 1. Kepala Seksi Inteldakim menerima laporan kegiatan

2. Kepala Seksi Inteldakim memberikan evaluasi atas
kegiatan yang telah dilaksanakan

3. Kepala Seksi Inteldakim memberikan tindak lanjut
atas kegiatan yang telah dilaksanakan

4. Kepala Seksi Inteldakim melaporkan kepada kepala
kantor atas kegiatan yang telah dilaksanakan




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dar Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019

NOMOR SOP C WA L2 -UM o1, 0 - 0088

TGL. PEMBUATAN (3 JAnuam o
TGL. REVISI / REVISI KE :
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRAS| KELAS | TPl MALANG

NI
NIP.197908172000021001

NAMA SOP SOP Paspor Hilang Berlaku dan Habis Berlaku

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN

SOP Paspor Hilang Berlaku dan Habis Berlaku

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor
terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.

PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;
Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner,
Printer,

Alat tulis.

0 B ia-

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data
elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.
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Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Persyaratan

Waktu

Keterangan

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas |

Datang ke Kantor

-

Pemohon membawa

TPl  Malang sesuai dengan jadwal Imigrasi [ Tidak
. . berkas persyaratan
penerimaan pelayanan BAP jam 08.00 — i ——— =4 persy
15.00
M E e
Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas . . S
permohonan yang lengkap kepada petugas Verifikasi Data \,\rm_._m_xmu ™ Ya BRiKaR Fetnononen 10 Menit
verifikasi data selanjutnya petugas melakukan B T e
pengecekan kelengkapan persyaratan; e
Berkas Permohonan Formulir
Pemohon yang sudah diverifikasi berkasnya oleh o | Isi Formulir dan Surat yang sudah lengkap ;
i i : > : 10 Menit pendaftaran yang
petugas selanjutnya mengisi formulir Pernyataan (fotokopi dan paspor sudah digi
permohonan, asli)
F = —— Berkas Permohonan
i i | . . o dan Formulir serta
Petugas ) <m:._._wmm_ ] data dan Sn*mx_..,xm:_ Pengambilan Biometrik 7L Surk pamvataan 20 Menit
pengambilan Biometrik Pemohon melalui aplikasi dan Input Data < i
Nyidakim P | yang sudah diisi
) = —— _ lengkap
Bukti penerimaan
5 TR d ambilan
Petugas melakukan pemeriksaan singkat yang _‘e__m_mxcxmn pemeriksaan 60 Menit m“mﬂmm mmnw
dituangkan dalam BAP dan BAPEN. _ BAP & BAPEN dokur i BAR di
B BAPEN
Pemohon mendapatkan tanda bukti penerimaan ._.m“.wm U%rz._ BAP I
permohonan dan pengambilan hasil BAP pengamilian:hast
G
Pemohon mendapatkan bukti tanda terima c:”._._w.mqm_._rm“._ﬁ m...%)mn
permohonan dan pengambilan BAP dari petugas; ukli pengambiian
b.. 2 (dua) hari kerja untuk
Pemohon datang | ke loket bil — ( , Bukti penerimaan proses BAP paspor
babbsstantadegh il ol dee il ik sedlaiind i » Selesai . Paspor yang sudah hilang berlaku dan
paspor sesuai dengan jadwal pengambilan serta 7 Menerima paspor i berkas dan 5 Menit P mw_mmw_ habis %2_ akeyr Sl

menyerahkan bukti pengambilan ke petugas loket;

pengambilan BAP

menerima tanda bukti
penerimaan berkas




NOMOR SOP SN ot ) 2 -Um 01,01 - 0080
TGL. PEMBUATAN T w290
TGL. REVISI / REVISI KE ..
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRAS]| KELAS | TP MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG NI
NIP.197908172000021001
SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN NAMA SOP SOP Paspor Perubahan Data

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, |1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:

3 H“M”._m..ﬂﬂa WMHHWM:ZM@%H mw_w _._.__.u__” __._n_M__u.w Mr” z”..m_._._o« WM‘_JH” Pelak Und Und. N 6 Tahun 2011 tenta S Mengetelis e tan Angst ek pembizatan ‘aporan;

2 r ahun entang Peraturan Pelaksanaan ang-Undang Nomor u entang : .

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8.  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dar Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019




KETERKAITAN

SOP Paspor Perubahan Data

PERINGATAN

terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor

PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;
Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner,
Printer,
Alat tulis.

Ll il

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data
elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.
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Mutu Baku

Pelaksanaan
Kegiatan i iy it ; ; e Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Datang ke Kantor | il -
TPl Malang sesuai dengan jadwal Imigrasi [~ Tidak aﬂﬁwmoamﬂmmw._qmmﬂ._m
penerimaan pelayanan BAP jam 08.00 — / P
15.00
T
Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas : x =
permohonan yang lengkap kepada petugas Verifikasi Data onmu / Ya Berkas Permohanan 10 Menit
verifikasi data selanjutnya petugas melakukan s 7
pengecekan kelengkapan persyaratan; el
Berkas Permohonan Formulir
Pemohon yang sudah diverifikasi berkasnya oleh .r_ Isi Formulir dan Surat yang sudah lengkap 10 Menit ndaftaran van
petugas selanjutnya mengisi formulir | Pernyataan (fotokopi dan paspor pe dah Eww._ 9
permohonan, | asli) ausa
Bukti penerimaan
Petugas melakukan pemeriksaan singkat yang Melakukan pemeriksaan 60 Menit umn uh:mmmﬂ.w_m.m:
dituangkan dalam BAP dan BAPEN BAP & BAPEN e iy
g ) dokumen BAP dan
T BAPEN
: z Tanda bukti
Pemohon mendapatkan tanda bukti penerimaan ; ; <
permohonan dan pengambilan hasil BAP pengambilan hasil BAP
* — —
Pemohon mendapatkan bukti tanda terima USM.:zmamzrmm,“._. m:MM_u
permohonan dan pengambilan BAP dari petugas, Ry penganen
o 2 (dua) hari kerja untuk
. ] . ; proses BAP paspor
Pemohon Qm~.mnm ﬁm_._mmc:m ke loket Dm_...mm_._.&_#m: Menerima paspor al Selesai Bukti penerimaan ) Paspor yang sudah Perubahan Data,
paspor sesuai dengan jadwal pengambilan serta ‘_. - berkas dan 5 Menit alaca; satolah menenma
menyerahkan bukti pengambilan ke petugas loket; o - pengambilan BAP tanda buki
penerimaan berkas




DASAR HUKUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 649),

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia),

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019,

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

NOMOR SOP W0 .M Ml e ~OM or,01 -0 (
TGL. PEMBUATAN : 5.]&)_.-%3- W
TGL. REVISI / REVISI KE :
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRAS| KELAS | TPI MALANG
NI
NIP.197908172000021001
NAMA SOP SOP Paspor Tolak Sistem




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;

Mesin cetak nomor antrian;
Kamera dan fingerprint scanner,
Printer,

Alat tulis.

SOP Paspor Tolak Sistem

Ll 6

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor | Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data
terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima. elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.
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Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas |
TPl Malang sesuai dengan jadwal
penerimaan pelayanan BAP jam 08.00 —
15.00

Pemohon

Datang ke Kantor _\

" Pelaksanaan

Petugas«

Imigrasi [

A

Tidak

Persyaratan

Mutu Baku

Waktu

Keterangan

Pemohon membawa
berkas persyaratan

Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas

Verifikasi Data

/<m

Berkas Permohonan

permohonan yang lengkap kepada petugas Lengkap = 10 Menit
verifikasi data selanjutnya petugas melakukan == o
pengecekan kelengkapan persyaratan; Xz/\ ——F —
as Permoho )
RN : | |
Pemohon yang sudah diverifikasi _u,m.nﬂmm:mm o_mv o/ Isi Formulir dan Surat yang sudah lengkap — um:aﬂﬂnﬂﬂh ::qm_._m
petugas selanjutnya mengisi  formulir Pernyataan (fotokopi dan paspor cidian diisi
permohonan, e asli)
v Bukti penerimaan
. : Z | dan pengambilan
Petugas melakukan pemeriksaan singkat yang Melakukan pemeriksaan 7 60 Menit berkassera
dituangkan dalam BAP dan BAPEN. BAP & BAPEN | dokumern BAP dan
T B BAPEN
[ oo
. ; Tanda bukti i
Pemohon mendapatkan tanda bukti penerimaan _ : ; [
permohonan dan pengambilan hasil BAP _ pengambilan hasil BAP _
. ——
Pemohon mendapatkan bukti tanda terima _ u?ﬂw_aqm_ﬂmw_ﬂn__w mzm_w_u
permohonan dan pengambilan BAP dari petugas; | |~ tpeng n _
v . 2 (dua) hari kerja untuk
Pemohon datang langsung ke loket ambilan [ : | Bukti penerimaan proses BAP paspor
i jach bt S _ berkas dan 5 Menit Pasporyang sudah | 1515 Sistem, setelah

paspor sesuai dengan jadwal pengambilan serta
menyerahkan bukti pengambilan ke petugas loket;

Menerima paspor

pengambilan BAP

selesal

menerima tanda bukti

penerimaan berkas

e N S —



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan
Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-0080

TGL. PEMBUATAN 17 Januari 2020
TGL. REVISI/REVISIKE  |:-
TGL. EFEKTIF - 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASIKEL/AS | TPI MALANG
RAMDHANI

HIP. 1575081 72000021001

NAMA SOP SOP INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT (CS)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

abrwWN

~N o

Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

. Mengetahui informasi seputar penerbitan izin tinggal dan status keimigrasian seperti dasar

hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian;

. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
. Memiliki kemampuan mengolah data pengaduan;




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Semua SOP yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM Republik

Seperangkat PC;
Indonesia;

1

2. Mesin cetak nomor antrian;
3. Printer,

4. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
- impinan.
prima.




SOP INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT (CS)

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun
2012;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Teknologi dan Informasi Keimigrasian




A.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Informasi dan Pengaduan Masyarakat (CS)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Teknologi dan Informasi pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Langkah Awal

Petugas CS menerima pertanyaan , keluhan dan pengaduan oleh masyarakat
melalui media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, atau
media komunikasi lainnya dan pemohon yang datang langsung ke kantor
imigrasi. Petugas melakukan penggalian lebih lanjut terhadap informasi yang
disampaikan oleh pemohon dengan meminta data diri , kronologi kejadian,
dan bukti pendukung. Kemudian petugas melaporkan kepada Kepala Seksi
Teknologi dan Informasi untuk memberikan arahan lebih lanjut yang berupa
catatan kecil atau perintah langsung;

Langkah Utama

Petugas memberikan memo yang berisikan keluhan oleh masyarakat kepada
bidang terkait (YANKOMAS, UPG, UPP).Kemudian Kepala seksi Teknologi
dan Informasi memberikan keputusan sementara untuk menangani keluhan
tersebut. Bidang terkait yang diadukan oleh masyarakat menerima memo
pengaduan, kemudian memberikan tanggapan atau tindakan atas pengaduan
yang diterima. Jika permasalahan tidak bisa diseleseikan secara internal
maka petugas meminta bantuan Kepala Kantor atau jika diperlukan Kepala
Kantor berkoordinasi dengan Kepala Divisi Keimigrasian pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dan memberikan
penanganan atas keluhan masyarakat tersebut;

Langkah Akhir

Petugas menerima hasil penyeleseian dari bidang terkait, kemudian
menyampaikannya kepada masyarakat melalui loket pengaduan atau media
social atau media komunikasi lainnya;




Pelaksanaan

Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Petugas CS Bidang Terkait Kepala Kantor Kelengkapan Waktu
Pertanyaan, keluhan Keluh igiuk
dari maT.yar.al;at dan_ LOKET Informasi ?nLtlaI:IrL]ieraélc'ili:n
menggali informasi
Iebihgg lanjut, pengaduan dan 5 menit sosial / email /
mengenai data diri data diri pelapor Aplikasi Lapor /
kejadian, data datang ke kantor
dukung, dIl. v
Melapor kepada KELUHAN Informasi Inforrrc]a3|
; ; duan dan 10 menit pengaduan
Kasi Telfnologl dan g:tr;gc?iriuaela or yang lebih
Informasi pelap terperinci
Memo atau
perintah
Membuat memo MEMO Informasi Iaggefiz?g
penanganan pengaduan dan | 10 menit inf .
keluhan pada bidang data diri pelapor K IT cr’]rmadSI
terkait eluhan dan
data diri
pelapor
Memeriksa jenis
YA keluhan pemohon
. o PERMOHONAN Informasi Verifikasi jenis dgg,rjn le)reung ka[:r>]aacr1]a
Memeriksa jenis BELUM SELESEI pengaduan dan 5 menit keluhan Mas araka)f[ an
keluhan LAINNYA data diri pelapor pemohon tg/erlaku gl 9
Kementerian
Hukum dan HAM
Menerima memo i Memo berisi
TIDAK Informasi keluhan dan
penanganan »| MEMO pengaduan dan | 15 menit data dir
keluhan dari bidang data diri pelapor ata diri
terkait pelapor
v
TIDAK
Memeriksa apakah Infodrmas:j 1 . Verifikasi
dapat diseleseikan INTERN pengaduan dan 5 menit Keluhan
secara internal data diri pelapor
YA
v




Jika keluhan tidak
dapat
diseleseikan
secara internal

v Informasi maka meminta
Melakukan Informasi keputusan kepala kantor
koordinasi ~ dengan PENEL ESEIAN pengaduan dan 1 Hari penangan untuk membantu
Divisi ~ Keimigrasian data diri pelapor keluhan oleh penyeleseian
dan Kantor Wilayah Kanwil keluhan dengan
berkoordinasi
dengan Divisi
Keimigrasian
Kanwil
Memberikan Informasi informasi
Keputusan PENANGANAN keputusan . keputusan
p KELUHAN enanaanan 1 Hari penanganan
penanganan P kel ?‘ keluhan oleh
keluhan eluhan bidang terkait
- 4 Informasi Informasi
Memberikan Informasi keputusan
informasi kepada [ INFORMASI ] keputusan 10 Menit penanganan Een;ngarlzan
masyarakat bahwa penanganan ent keluhan ercasarkan
keluhan telah di keluhan kepada ke.pUtusan da'rl
tangani bidang terkait

pelapor




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Nomor S0P : W.15.IM1.IM1.3-UM.01.01-0054

Tanggal Pembuatan : 17 Januari 2020

Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif : 17 Januari 2020
Tanda Tapgan
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG Disahkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas
| TPI Malang
Ramdhani
NIP. 197908172000021001
NAMA SOP : PROSEDUR PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) DI
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Rl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

1. Membangun kesadaran pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi
memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam
pelaksanaan tugas

2. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif -

3. Memberikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Komisi Pemberantasan Korupsi

Formulir Gratifikasi, komputer/Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pegawai Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang menerima gratifikasi tidak melaporkan
kepada KPK maka dapat melanggar Undang-Undang _

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

eneruskan ke KP! mencantumkan ﬁ!._.*u!
_ _I||_|_ Bukti Pendukung 80 Menit r.ﬁ”dﬂhhﬂ!n:% usulan penentuan
- ingg kepemilikan barang hasil
___gratifikasi
Meneruskan laporan penerimaa N
gratifikasi kepada Direktorat Hasil reviu penerimaan Tanda terima pengiriman
Gratifikasi KPK gratifikasi danbukti | 15 Menit laporan penerimaan aktifitas di luar UPG
pendukung gratifikasi kepada KPK
5 |Penetapan tindak lanjut terhadap H
laporan gratifikasl : Maro Panetapen Surat penetapan
- Barang hasil gratifikasi yang E Status Gratifikasi noauaungv!ua:- aktifitas di luar UPG
menjadi milik negara akan dilelang gratifikasi
dan dimasukkan ke kas negara
8 |Hasil Gratifikasi disimpan untuk v
disimpan dan dikelola oleh UPG _ _ !awg.l__.o_ o..-a.ozasu.ﬂeo_._ aktifitas di luar UPG
7 |Penetapan barang hasil gratifikasi
untuk disimpan dan dikelola oleh LB P Pansapen | Laporan pemantaatan
pemanfaatan barang | 10 Menit z :
uPG @ hasil gratifikasi SeOne It preieg
8 |Register, pemanfaatan dan Laporan
pengelolaan barang hasil gratifikasi \& u!:?q!!&.vgoﬁvunﬁs g_.__._u 60 Menit | "9isterpemantaatann da
: p pengelolaan u!-:o ha
hasil gratifikasi gratifi
at pemberitahuan pelaporan s
mgrm dan pemanfaatan barang Y v!s!..?wﬁ:usz”:o .
mmmmmmmmmmmmmm < I hasil gratifikasi







PENYERAHAN LAPORAN GRATIFIKASI KE KPK

” Melal | : Telaah Proses Usul Penetapan
penerimaan gratifikasi D Penerimaan Gratifikasi | Status Gratifikasi difakukan
| setiap pekan (hari pertama
Menyusun Memo rekomendasi | Bukil Pendukung dan | 60 Menil Konsep Memo setelah libur akhir pekan)
rahan gratifikasi untuk Hasil Reviu Telaah Rekomendasi Penetapan
penye laporan
tindak lanjuti oleh KPK ﬁ Penerimaan Gratifikasi Status Gratifikasi dan Buktl
ksa dan tanda tangan Memo i) Konsep Memo Menit | Memo ého_
omendasi penyerahan laporan \//E gﬂ!&mﬁﬁg Penetapan
atifikasi untuk ditindak lanjuti oleh J \ Gratifika - Gratifikas
[ Pendukung
4 |Periksa dan tanda tangan Memo L5 Tanda Terima - Laporan tanda terima
Rekomendasi penyerahan laporan H |~ ﬁsz Barang penyerahan gratifikasi
gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh o Gratifikasi
KPK E
Menerima Memo Rekomendasi ' ..!aao vﬂ“ﬁﬁ: 30 Menit | Tanda terima uﬂ;a&ﬂ».._
Penetapan Gratifikas, | ~—— | | aporan Gratifikasi penyerahan lapora
mendokumentasi dan meneruskan G U caEro.”_,..n_nﬂ njuti gratifikasl kepada KPK
kepada KPK




ke pelapor dan tembusan ke

PENYERAHAN BARANG GRATIFIKASI KE KPK




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1070
TGL. PEMBUATAN : 3 Februari 2020

"% TGL. REVISI -
B TGL. EFEKTIF .4 Februari 2020
- DISAHKAN OLEH

B a9

e = g KEPALAKANTOR IMIGRASIKE | TPIMALANG
“dmrarasy -
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
RAMDHANI
SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN NIF. 187908172000021001
NAMA SOP PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor

Imigrasi Malang Untuk Jamaah Haiji)

DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor

2.| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor

3.| Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4.| Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. | Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-12.03.10 Tahun
2006 Tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat
Perjalanan Republik Indonesia;

6. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01-GR.01.01 Tahun
2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-
12.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat
Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

7. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

8. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;

9. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7
Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat
Perjalanan Laksana Paspor;

10. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-
458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner

1. SOP BARU / PENGGANTIAN 2. Jarinan Internet dan e-office

2. SOP PASPOR PERUBAHAN DATA 3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor ketepatan waktu, dan akurasi data
keimigrasian




Kegiatan | | Pelaksana [ ] [ ] Mutu Baku | | IKeterangan
| Kantor Pos | Tata Usaha | |Inteldakim ||| Tikim | |Kelengkapan [Waktu [Output |
Menerima permohonan dan memeriksa Persyaratan
kelengkapan persyaratan dan memberikan loket Berkas 5 Menit Nomor permohonan
tanda terima permohonan ( ) Permohonan antrian foto sesuai peraturan
yang berlaku
Memasukkan data pemohon dan memindai y Berkas Data
dokumen ke aplikasi SIMKIM V2 Permohonan | 5 Menit | pemohon di
] computer
Datang ke lokasi yang telah ditentukan 1 4 Foto
Kemenag, melakukan wawancara, serta biometrik Nomor 10 menit biometric
pengambilan foto dan sidik jari pemohon antrian foto dan sidik jari
pemohon
Mengeluarkan lembar tanda pengambilan . Pemohon
. . . Slip tanda .
paspor serta slip untuk dibayarkan di kantor bayar 5 menit bukti menunggu 3 hari
pos atau bank » setelah
pembayaran
pembayaran
Memeriksa data pemohon pada daftar cekal Y Apabila ada
dan hasil verifikasi data Pusdakim \ Data Hasil ketidaksesuaian
(adjudikasi) sesuai tidak biometric 15 menit verifikasi dilanjutkan pada
pemohon Pusdakim alur SOP Paspor
Perubahan data
Alokasi papor, mencetak biodata dan alamat Paspor Apabila ada
pada paspor, melakukan uji kualitas, dan tidak Blangko yang telah ketidaksesuaian
melakukan laminasi 10 menit terisi data dilanjutkan pada
paspor biometric alur SOP Paspor
ya pemohon Perubahan data
Menyerahkan paspor kepada Kemenag 3 v Pemohon
hari setelah pembayaran loket Slip tanda Paspor menunjukkan
bukti 5 menit yang telah tanda bukti bayar
pembayaran selesai dan KTP surat
* kuasa
Melakukan pengarsipan berkas yang telah y Berkas
selesai ( selesai ) selesai d.a.n 5 menit Arsip berkas
ekspedisi selesai
Tikim




IDENTIFIKASI PANDANGI KARMILA (HAJI)

Dasar Hukum

:[1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor
Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat PerjalananLaksana Paspor
untuk Orang Asing;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-
1Z.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu
Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun
2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja
Indonesia;

9. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006
tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal
Imigrasi Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur
Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

Unit Pelaksana
Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor
Imigrasi Malang Untuk Jamaah Haiji)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk Kepala Kantor Imigrasi
- Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas |
b. Kegiatan . TPI Malang
-1eg "I- Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas
| TPI Malang

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang
Untuk Jamaah Haiji)

Langkah Awal

Petugas loket menerima permohonan baru / penggantian dari Kemenag
,memeriksa berkas permohonan tersebut. Kemudian petugas
memasukkan data kedalam aplikasi SIMKIM V2 dan memindai berkas
permohonan serta dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem  cekal dan
meneliti keabsahan dokumen. Selanjutnya berkas diteruskan kepada
bagian wawancara dan foto.

Langkah Utama

Petugas datang ke lokasi pemohon untuk melakukan foto biometrik dan
scan sidik jari pemohon. Selanjutnya pemohon melakukan pembayaran
melalui kantor pos atau bank terdekat.

Langkah Akhir

Petugas melakukan verifikasi data permohonan ke Pusdakim
(adjudikasi), mencetak biodata dan alamat pemohon pada blangko
paspor, melakukan uji kualitas hasil cetak paspor dan melakukan laminasi
paspor. Selanjutnya Pejabat di bidang penerbitan paspor melakukan
pengecekan dan penelitian akhir paspor yang telah selesai di proses.
Kemudian dilakukan pemindaian halaman paspor oleh petugas dan
dilakukan penyerahan paspor yang telah selesai kepada pemohon.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang
Untuk Jamaah Haiji)
Langkah Awal 1. Pengambilan Formulir;

Pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendukung.
2. Permohonan
a. Alur Kerja Input Data
(1) Pemohon menyerahkan formulir permohonan paspor beserta
dokumen pendukung;
(2) Petugas melakukan pemindaian terhadap formulir beserta
semua dokumen pendukung. Pemindaian terdiri dari:
a) Fotokopi KTP WNI, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akte
Kelahiran/Surat Nikah/ljasah, dst.
(3) Petugas melakukan entri data pemohon. Entri data meliputi:
b) Pilih Jenis Permohonan
c) Pilih Jenis Paspor
d) Nomor Paspor Lama
e) Nama Lengkap
f) Nama Lain




g) Alamat Email
h) Tempat Lahir
i) Tanggal Lahir
i) Jenis Kelamin
k) Tinggi Badan
I) Pekerjaan
m) Status Sipil
n) No. Identitas
0) Tempat Dikeluarkan
p) Tanggal Dikeluarkan
q) Berlaku sampai dengan
r) Alamat Rumah dan Telepon/HP
s) Alamat Kantor dan Telepon/HP
t) Alamat Orang Tua dan Telepon/HP
u) Alamat Lama dan Telepon/HP
v) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal
Lahir Ayah
w) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal
Lahir Ibu
x) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal
Lahir Suami/lstri
b. Alur Kerja Verifikasi Data
(1) Petugas melakukan verifikasi terhadap data elektronik yang
telah tersimpan;
(2) Petugas melakukan pemeriksaan cekal yang terhubung ke
pusat;
(3) Petugas mencetak tanda terima permohonan;

. Pembayaran

a. Petugas memanggil dan melayani antrian;

b. Petugas memasukkan nomor permohonan sesuai jenis paspor
yang dimohon;

c. Petugas menerima uang pembayaran dari pemohon;

d. Petugas mencetak tanda terima pembayaran;

Langkah Utama

. Biometrik dan Wawancara

a. Alur Kerja Biometrik

(1) Petugas melakukan pengambilan foto pemohon;

(2) Petugas melakukan pengambilan sidik jari tangan pemohon
yang dimulai dari jari jempol kanan hingga kelingking kiri;

b. Alur Kerja Wawancara

(1) Petugas melakukan wawancara terhadap pemohon;

(2) Jika keputusan wawancara Diterima, maka petugas
meminta pemohon untuk mengecek kembali biodatanya yang
akan dicetak pada paspor;

(3) Petugas mencetak Biodata Pemohon dan Tanda
Penyerahan SPRI;

(4) Pemohon menandatangani biodata pemohon dan buku blangko
paspor;

. Identifikasi Biometrik

Sistem akan secara otomatis mengirimkan identifikasi biometrik ke
pusat;

. Adjudikasi

Petugas memeriksa dan membandingkan biodata pemohon dengan
data pemohon lain yang dianggap mirip berdasarkan hasil Identifikasi
Biometrik;

Langkah Akhir

. Pencetakan Paspor

a. Petugas melakukan pencetakan paspor;

b. Petugas melakukan uji kualitas paspor;

c. Petugas melakukan laminasi paspor;

d. Petugas melakukan pemindaian terhadap halaman;

. Penyerahan paspor

Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon;




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1072

TGL. PEMBUATAN : 3 Februari 2020
TGL. REVISI i-
TGL. EFEKTIF : 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH
KEPALA KANTOR IMIGRASI KE | TPI MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
RAMDHANI

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN NIP. 157508172000021001

NAMA SOP PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi
Malang Untuk Orang Sakit)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1.| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2.| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3.| Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4.| Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. | Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-12.03.10 Tahun
2006 Tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat
Perjalanan Republik Indonesia;

6. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01-GR.01.01 Tahun
2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-
12.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat
Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

7. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

8. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;

9. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7
Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat
Perjalanan Laksana Paspor;

10. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.1Z2.03.02 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-
458.17.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner

1. SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN 2. Jarinan Internet dan e-office

2. SOP PASPOR PERUBAHAN DATA 3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor ketepatan waktu, dan akurasi data
keimigrasian




Kegiatan | | Pelaksana [ ] [ ] Mutu Baku | | IKeterangan
| Kantor Pos | Tata Usaha | |Inteldakim ||| Tikim | |Kelengkapan [Waktu [Output |
Menerima permohonan dan memeriksa Persyaratan
kelengkapan persyaratan dan memberikan loket Berkas 5 Menit Nomor permohonan
tanda terima baik dari permohonan langsung ( ) Permohonan antrian foto sesuai peraturan
maupun request melalui email yang berlaku
Memasukkan data pemohon dan memindai y Berkas Data
dokumen ke aplikasi SIMKIM V2 Permohonan | 5 Menit | pemohon di
] computer
Datang ke lokasi pemohon sakit, melakukan 1 4 Foto
wawancara, serta pengambilan foto dan sidik biometrik Nomor 10 menit biometric
jari pemohon antrian foto dan sidik jari
pemohon
Mengeluarkan lembar tanda pengambilan . Pemohon
. . . Slip tanda .
paspor serta slip untuk dibayarkan di kantor bayar 5 menit bukti menunggu 3 hari
pos atau bank » setelah
pembayaran
pembayaran
Memeriksa data pemohon pada daftar cekal Y Apabila ada
dan hasil verifikasi data Pusdakim \ Data Hasil ketidaksesuaian
(adjudikasi) sesuai tidak biometric 15 menit verifikasi dilanjutkan pada
pemohon Pusdakim alur SOP Paspor
Perubahan data
Alokasi papor, mencetak biodata dan alamat Paspor Apabila ada
pada paspor, melakukan uji kualitas, dan tidak Blangko yang telah ketidaksesuaian
melakukan laminasi 10 menit terisi data dilanjutkan pada
paspor biometric alur SOP Paspor
ya pemohon Perubahan data
Menyerahkan paspor kepada pemohon 2 hari v Pemohon
setelah pembayaran loket Slip tanda Paspor menunjukkan
bukti 5 menit yang telah tanda bukti bayar
pembayaran selesai dan KTP surat
* kuasa
Melakukan pengarsipan berkas yang telah y Berkas
selesai ( selesai ) selesai dan 5 menit Arsip berkas
ekspedisi selesai
Tikim




IDENTIFIKASI PANDANGI KARMILA (SAKIT)

Dasar Hukum

W N

11,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan

Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor
Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat PerjalananLaksana Paspor
untuk Orang Asing;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-

1Z.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu
Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun

2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja
Indonesia;

. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006

tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal
Imigrasi Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur

Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

Unit Pelaksana
Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASIKEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.| Judul SOP

PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor
Imigrasi Malang Untuk Orang Sakit)

2. | Jenis Kegiatan

Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan), Dilaksanakan
pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk Kepala Kantor Imigrasi
- Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas |
b. Kegiatan . TPI Malang
-1eg "I- Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas
| TPI Malang

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Tmigrasi
Malang Untuk Orang Sakit)

Langkah Awal

Petugas loket menerima permohonan baru / penggantian dari wakil
pemohon dan memeriksa berkas permohonan tersebut. Kemudian
petugas mengentri data kedalam aplikasi SIMKIM V2 dan memindai berkas
permohonan serta dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem cekal dan
meneliti keabsahan dokumen. Selanjutnya berkas diteruskan kepada
bagian wawancara dan foto.

Langkah Utama

Petugas wawancara dan foto datang ke lokasi pemohon untuk melakukan
foto biometrik dan scan sidik jari pemohon. Selanjutnya pemohon
melakukan pembayaran melalui kantor pos atau bank terdekat.

Langkah Akhir

Petugas melakukan verifikasi data permohonan ke Pusdakim
(adjudikasi), mencetak biodata dan alamat pemohon pada blangko
paspor, melakukan uji kualitas hasil cetak paspor dan melakukan laminasi
paspor. Selanjutnya Pejabat di bidang penerbitan paspor melakukan
pengecekan dan penelitian akhir paspor yang telah selesai di proses.
Kemudian dilakukan pemindaian halaman paspor oleh petugas dan
dilakukan penyerahan paspor yang telah selesai kepada pemohon.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi
Malang Untuk Orang Sakit)
Langkah Awal 1. Pengambilan Formulir;

Pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendukung.
2. Permohonan
a. Alur Kerja Input Data
(1) Pemohon menyerahkan formulir permohonan paspor beserta
dokumen pendukung;
(2) Petugas melakukan pemindaian terhadap formulir beserta
semua dokumen pendukung. Pemindaian terdiri dari:
a) Fotokopi KTP WNI, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akte
Kelahiran/Surat Nikah/ljasah, dst.
(3) Petugas melakukan entri data pemohon. Entri data meliputi:
b) Pilih Jenis Permohonan
c) Pilih Jenis Paspor
d) Nomor Paspor Lama
e) Nama Lengkap




f)  Alamat Email
g) Tempat Lahir
h) Tanggal Lahir
i) Jenis Kelamin
j) Tinggi Badan
k) Pekerjaan
I) Status Sipil
m) No. Identitas
n) Tempat Dikeluarkan
o) Tanggal Dikeluarkan
p) Berlaku sampai dengan
g) Alamat Rumah dan Telepon/HP
r) Alamat Kantor dan Telepon/HP
s) Alamat Orang Tua dan Telepon/HP
t) Alamat Lama dan Telepon/HP
u) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal
Lahir Ayah
v) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal
Lahir Ibu
w) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal
Lahir Suami/lstri
b. Alur Kerja Verifikasi Data
(1) Petugas melakukan verifikasi terhadap data elektronik yang
telah tersimpan;
(2) Petugas melakukan pemeriksaan cekal yang terhubung ke
pusat;
(3) Petugas mencetak tanda terima permohonan;

. Pembayaran

a. Petugas memanggil dan melayani antrian;

b. Petugas memasukkan nomor permohonan sesuai jenis paspor
yang dimohon;

c. Petugas menerima uang pembayaran dari pemohon;

d. Petugas mencetak tanda terima pembayaran;

Langkah Utama

. Biometrik dan Wawancara

a. Alur Kerja Biometrik

(1) Petugas melakukan pengambilan foto pemohon;

(2) Petugas melakukan pengambilan sidik jari tangan pemohon
yang dimulai dari jari jempol kanan hingga kelingking kiri;

b. Alur Kerja Wawancara

(1) Petugas melakukan wawancara terhadap pemohon;

(2) Jika keputusan wawancara Diterima, maka petugas
meminta pemohon untuk mengecek kembali biodatanya yang
akan dicetak pada paspor;

(3) Petugas mencetak Biodata Pemohon dan Tanda
Penyerahan SPRI;

(4) Pemohon menandatangani biodata pemohon dan buku blangko
paspor;

. Identifikasi Biometrik

Sistem akan secara otomatis mengirimkan identifikasi biometrik ke
pusat;

. Adjudikasi

Petugas memeriksa dan membandingkan biodata pemohon dengan
data pemohon lain yang dianggap mirip berdasarkan hasil Identifikasi
Biometrik;

Langkah Akhir

. Pencetakan Paspor

a. Petugas melakukan pencetakan paspor;

b. Petugas melakukan uji kualitas paspor;

c. Petugas melakukan laminasi paspor;

d. Petugas melakukan pemindaian terhadap halaman;

. Penyerahan paspor

Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon;
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;

Surat Edaran Plh. Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan EAZY
PASSPORT;

NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1995

TGL. PEMBUATAN : 16 Oktober 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE : 16 September 2022 / 1

TGL. EFEKTIF : 16 September 2022

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPI MALANG

RAMDOHANI
MIP. 15790817 2000021001

NAMA SOP SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/EAZY PASPOR)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;

Kamera dan fingerprint scanner;
Printer,

Alat tulis.

Mobil Pelayanan Eazy Passport

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta glektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
; impinan.
prima.

SOP Paspor Baru / Penggantian secara Walk in

abrwNn=




SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/EAZY PASPOR)

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Surat Edaran Plh Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI-1060.GR.01.01
Tahun 2020 tentang Layanan EAZY Passport;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/EAZY PASPOR)
2. | Jenis Kegiatan Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan) dilaksanakan pukul
08.00- 16.00 WIB pada hari kerja / di luar jam/hari kerja
3. | Penanggung Jawab
a. Produk Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan — Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;
— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;
4. | Scope / ruang lingkup Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang




B.

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/ EAZY PASPOR)

Langkah Awal

1.

Pemohon melalui perwakilan instansi pemerintah/BUMD/BUMN/swasta atau
institusi pendidikan atau komunitas (organisasi) atau komplek perumahan
atau apartemen mengajukan permohonan layanan EAZY Passport ke Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan menerbitkan SK Tim Pelaksana
Pelayanan EAZY Passport;

Layanan EAZY Passport tidak melayani penggantian karena hilang atau
rusak;

Layanan EAZY Passport melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan
perhari;

Dalam pelaksanaan EAZY Passport petugas dan pemohon waijib
menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran COVID-19
dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan pemohon waijib
memakai masker serta menerapkan physical distancing;

Jika jumlah pemohon Layanan EAZY Passport 50 orang maka jumlah
petugas yang bertugas sebanyak 3 orang ditambah 1 orang supervisor, jika
jumlah pemohon 50 sampai 100 orang jumlah petugas yang bertugas 5 orang
ditambah 1 orang supervisor, jika pemohon lebih dari 100 orang jumlah
petugas yang bertugas 5 orang ditambah 1 orang supervisor dan dilayani
dalam 2 hari kerja / diluar hari kerja;

Instansi Pemerintahn/BUMN/BUMD/kantor/komunitas pemohon layanan
EAZY Passport wajib menyediakan tempat untuk pelayanan EAZY Passport
yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Langkah Utama

. Pemohon EAZY Passport datang ke lokasi pelayanan EAZY Passport wajib

memakai masker;

. Pemohon membawa asli dan fotokopi berkas permohonan kepada petugas

verifikasi data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;

. Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Surat Pernyataan dengan lengkap

dan menyerahkan ke petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian
pengambilan biometrik, foto dan wawancara;
Petugas melakukan input data permohonan ke SIMKIM V2;

. Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan

menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;

. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk

melakukan pembayaran;

. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

Langkah Akhir

. Pemohon / perwakilan instansi/kantor/lkomunitas dengan membawa surat

kuasa / surat perintah dari pimpinan/para pemohon mengambil nomor antrian
pengambilan paspor di Mesin Antrian;

. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon

/perwakilan instansi/kantor/komunitas menyerahkan nomor antrian, tanda
bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor serta surat
kuasa / surat perintah dari pimpinan/pemohon;

. Pemohon/perwakilan instansi/kantor/komunitas menerima paspor yang

sudah jadi;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu
Pemohon datang ke tempat pelayanan Datan Pemohon membawa
g ke tempat L
1. | EAZY Passport dengan membawa Layanan EAZY 30 menit bercl;as persyakra.tan
berkas persyaratan dan wajib memakai Passport an melina @
masker; Tidak masker
Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas Formulir
permohonan yang lengkap kepada petugas R Lengkap? Berkas . pendaftaran yang
2. verifikasi  data  selanjutnya  petugas > Permohonan 5 Menit sudah diisi
melakukan pengecekan kelengkapan lengkap
persyaratan;
Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Nomor antrian
Surat Pernyataan dengan lengkap dan Isi formulir permohonan |« Ya Berkas . untuk
3. | menyerahkan ke petugas antrian untuk dengan lengkap Permohonan 5 Menit pengambilan
mendapatkan nomor antrian pengambilan data biometrik
biometrik, foto dan wawancara;
Berkas
4. | Petugas melakukan input data permohonan > Input data Permohonan yang | 5 Menit
ke SIMKIM V2; permohonan sudah lengkap
- v Berkas
5. femohon melakukan perekaman sidik Jkarl, Pengambilan biometrik Permohonan yang 10 Menit Data biometrik
oto dan wawancara dengan menunjukan dan wawancara sudah lengkap pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan asli)
6 Pemohon_ mendapatkan bukti tanQa terima Mendapatkan bukti P 2 Menit Bukti pengantar
" | pengambilan dan pembayaran dari petugas pengantar pembayaran | pembayaran
untuk melakukan pembayaran; .
v
Bukti pengantar .
7. Pemohon dapat melakukan pembayaran Melakuk b 5 Menit
melalui Kantor Pos dan Bank/ATM,; craiian pembayaran pembayaran
Pemohon Membawa
Pemohon/perwakilan datang ke kantor pengantar
imigrasi dengan memakai masker dengan Datang ke Kantor pembayaran dan
8. membawa bukti pembayaran, pengantar Imigrasi 30 Menit bukti bayar, Surat
pengambilan paspor, surat kuasa/surat Kuasa / surat
perintah dari pimpinan/pemohon (jika Perintah (Jika
diwakilkan); diwakilkan)
9 Pemohon  mengambil nomor antrian Ambil Y i Belﬁgapzr;gin(;g; 5 Menit Nomor antrian
) pengambilan paspor di Mesin Antrian; mbf homer antrian P bukt)i/ bayar
Setelah nomor antrian dipanggil di loket 3 - )
pengambilan paspor, pemohon Menyerahkan bukti Bukti pengantar ,
10. | menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengantar pembayaran pembayaran dan 10 Menit
pengambilan paspor dan tanda bukti dan bukti bayar bukti bayar
pembayaran paspor; v




11.

Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

A 4

Menerima paspor

» Selesai

Bukti pengantar
pembayaran dan
bukti bayar

5 Menit

Paspor yang
sudah selesai

4 (empat) hari kerja
(untuk paspor biasa)
dan 4 (empat) hari
kerja (paspor
elektronik) setelah
melakukan transaksi
pembayaran




NOMOR SOP : W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-1076

TGL. PEMBUATAN : 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE -
TGL. EFEKTIF : 18 Februari 2020

DISAHKAN OLEH '
KEPALA KANTOR IMIGRASI KEWAS | TPI MALANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG RAMDHANI
NIP. 197508172000021001

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN NAMA SOP LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi
Malang)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 | Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan me;syarakat.
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE 1. Seperangkat PC;

2. SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG 5 Mesin cotak nomor antrian:

3. SOP PASPOR PERUBAHAN DATA omor antrian,

4. SOP PASPOR PENAMBAHAN NAMA 3. Kamera dan fingerprint scanner,
4. Printer;
5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat |Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
: impinan.
prima.




LAJU KARMILA (Layanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang)

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

LAJU KARMILA (Layanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 12.00 — 13..00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

LAJU KARMILA (Layanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang)

Langkah Awal

Mengumumkan kepada pemohon paspor ketika memasuki waktu istirahat dan
ada 1 (satu) konter yang akan melakukan piket pelayanan paspor saat jam
istirahat;

Langkah Utama

Jenis pelayanan paspor yang dilayani oleh petugas pemeriksaan berkas selama
piket jam istirahat meliputi paspor baru / penggantian secara online, paspor
perubahan data, paspor penggantian karena rusak / hilang, paspor penambahan
nama. Kemudian petugas memasukkan data dan scan dokumen permohonan ke
dalam aplikasi SPRI SIMKIM V2 , dilanjutkan dengan melakukan wawancara
untuk mengecek keakuratan data, pengambilan foto dan biometrik pemohon;

Langkah Akhir

Petugas mencetak tanda terima permohonan sebagai bukti pengantar
pembayaran kepada pemohon paspor agar pemohon dapat melakukan transaksi
pembayaran di bank persepsi yang ditunjuk / kantor pos terdekat

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan atau Kepala Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian jika ada kejadian yang dianggap menonjol.




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki I1zin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas | Malang Nomor: W.15.IMI.IM1.01.1943-1.PW.01.02 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas | Malang.

NOMOR SOP : W.15.IMLIMI.3-UM.01.01-1075
TGL. PEMBUATAN : 3 Februari 2020
TGL. REVISI/REVISIKE  |: -
TGL. EFEKTIF : 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
RAMDH ANI
NIP. 197908172000021001

NAMA SOP PANDANGI KARMILA (WNA SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi

Kantor Imigrasi Malang bagi WNA yang Sakit)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan |
seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;

Kamera dan fingerprint scanner,
Jarinan Internet dan e-office;
Alat tulis

el

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat S€gala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
pelayanan prima. Pimpinan.




IDENTIFIKASI PANDANGI KARMILA (WNA SAKIT)

DasarHukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya lzin Tinggal Kunjungan, lIzin Tinggal
Terbatas, lzin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban
Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697)

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas | Malang Nomor:
W.15.IMI.IMI.01.1943-1.PW.01.02 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas | Malang.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1. | Judul SOP

Pandangi Karmila (WNA Sakit) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor
Imigrasi Malang bagi WNA yang Sakit)

2. | JenisKegiatan

Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan), Dilaksanakan
pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a.Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b.Kegiatan

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Pandangi Karmila (WNA Sakit) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang bagi
WNA yang Sakit)

Langkah Awal

1.

Penjamin datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang untuk melakukan
pendaftaran secara langsung / walk in

Langkah Utama

Penjamin mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan
WNA Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa dokumen
persyaratan;

2. Penjamin mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir
Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;

3. Penjamin menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk
dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan
serta cetak bukti pengantar pembayaran;

4. Penjamin mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

5. Penjamin dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

6. Penjamin mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas.

7. Petugas melakukan pengambilan data biometrik ke lokasi pemohon
selanjutnya penjamin mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas;

8. Petugas melakukan penerbitan izin tinggal pemohon;

Langkah Akhir 1. Penjamin datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai jadwal;

2. Penjamin menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan
perpanjangan Izin Tinggal;

3. Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada

Paspor.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin
Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan
dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan ELL
Penjamin  mengambil nomor  antrian
kemudian datang ke Konter pelayanan Datang ke Kantor . Pemohon membawa
1. WNA Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang Imigrasi Berkas persyaratan 1 menit berkas persyaratan
dengan membawa dokumen persyaratan; I
Penjamin mengisi Surat Permohonan, Surat v Formulir
Pernyataan & Jaminan Formulir . . .
! . endaftaran yan
2. | Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi Isi formulir dan lengkapi Berkas persyaratan | 10 menit | P sudah diigi g
berkas persyaratan; berkas persyaratan
’ | lengkap
Tidak
Penjamin menyerahkan berkas permohonan /'\nda Berkas persyaratan
.| hepada, petugs Konter i diakukan | | Tanda erima
permohonan lengka
pengantar pembayaran; l Ya grap
Penjamin mendapatkan bukti pengantar M . Berkas persvaratan .
4 pembayaran dari petugas untuk melakukan Mendapatkan bukti Iy Input data anp sugah 10 Menit Bukti pengantar
’ b . pengantar pembayaran permohonan yang pembayaran
pembayaran; lengkap
Penjamin dapat melakukan pembayaran v
5 biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan Bukti pengantar 10 Menit Bukti
| perundang-undangan melalui Kantor Pos Melakukan pembayaran pembayaran pembayaran
dan Bank/ATM; *
L . Jadwal
o, | oo et i | | et v
: . peng wawancara dan pengambiian pembayaran pengambilan data
dari petugas; data biometrik | biometrik
Petugas datang ke
7 Petugas melakukan pengambilan data |0‘,i§s pemoh?,n 2 Hari
’ biometrik ke lokasi pemohon; Kerja
v
Pemohon melakukan proses wawancara Proses wawancara Jadwal
8 perekaman data biometrik dan Mendapatkan jadwal | dan pengambilan Data biometrik 10 Menit pengambilan
‘ ;naer?g:{)uagzzn jadwal pengambilan paspor pengambilan paspor |4 databiometrik pemohon paspor
l ] Bukti pengantar
9. | Penjamin datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Datang Ke Kantor Imigrasi 1 Hari pembayaran yang
TPl Malang sesuai jadwal; Kerja tertera jadwal
pengambilan paspor
y )
Penjamin menyerahkan buki Menyerahkan bukti ‘Z;‘ggpng:“;ar:
10. | pengantar pembayaran  untuk pengantar pembayaran D ot jadv{al 9 5 Menit
pengambilan perpanjangan Izin Tinggal pengambilan paspor




11.

Penjamin menerima Perpanjangan Izin
Tinggal yang telah diterakan pada
Paspor.

v

Menerima paspor

Jr Selesai

Bukti pengantar
pembayaran yang
tertera jadwal
pengambilan paspor

5 Menit

Paspor yang
sudah selesai

Waktu penyelesaian
adalah 4 (empat)
hari kerja setelah

permohonan
diterima




NOMOR SOP : W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-1076

TGL. PEMBUATAN : 3 Februari 2020

TGL. REVISI / REVISI KE -

TGL. EFEKTIF : 18 Februari 2020

DISAHKAN OLEH '
KEPALA KANTOR IMIGRASI KEWAS | TPI MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG RAMDHAN]
NIP. 197308172000021001

SEKSI 1ZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN NAMA SOP LAJU KARMILA WNA (PELAYANAN JALAN TERUS

WARGA NEGARA ASING KANTOR IMIGRASI MALANG)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar visa, izin tinggal dan status keimigrasian seperti dasar hukum,

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 | Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan me;syarakat.
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP PERPANJANGAN VOA dan ITK | 1. Seperangkat PC;

2. SOP PERPANJANGAN ITK II, Ill, IV dan MERP 2. Mesin cetak nomor antrian::
3. SOP ITAS ONLINE dan PERPANJANGAN ITAS KE | - Il 5 Printer

4. SOP PERPANJANGAN ITAS KE IV - V ' '

5. SOP PEMBERIAN ITAP ( Jika Jangka Waktu Pelaporan kurang dari 14 hari ) 4. Alattulis,

6. SOP PEMBERIAN ITAP ( Jika Jangka Waktu Pelaporan lebih dari 14 hari ) 5. Scanner.

7. SOP PERPANJANGAN ITAP dan ALIH STATUS

8. SOP PENDAFTARAN ABG

9. SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN ( AFFIDAFIT )

16. SOP SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat |Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan g?ta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
; impinan.
prima.




LAJU KARMILA WNA (Pelayanan Jalan Terus Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Malang)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

LAJU KARMILA WNA(Pelayanan Jalan Terus Warga Negara Asing
Kantor Imigrasi Malang)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 12.00 — 13..00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

- Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang;
- Kepala Subseksi Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;
- Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas |
TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

LAJU KARMILA WNA (PELAYANAN JALAN TERUS WARGA NEGARA ASING
KANTOR IMIGRASI MALANG)

Langkah Awal

Mengumumkan kepada pemohon izin tinggal dan status keimigrasian ketika
memasuki waktu istirahat dan ada 1 (satu) konter yang akan melakukan piket
pelayanan saat jam istirahat;

Langkah Utama

Jenis pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian yang dilayani oleh petugas
loket selama piket jam istirahat meliputi perpanjangan VOA dan ITK | — IV, ITAS
baru, perpanjangan ITAS | — V, AFFIDAFIT, SKIM, MERP, ITAP perpanjangan
dan ALTUS. Kemudian petugas melakukan entry data permohonan tersebut.

Langkah Akhir

Petugas mencetak tanda terima permohonan sebagai bukti pengantar
pembayaran kepada pemohon paspor agar pemohon dapat melakukan transaksi
pembayaran di bank persepsi yang ditunjuk / kantor pos terdekat

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Izin Tinggal dan Kasubsi Status
Keimigrasian atau Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian jika ada
kejadian yang dianggap menonjol.




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP

: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1959-1

TGL. PEMBUATAN : 01 April 2019
TGL. REVISI/ REVISI KE 27 Juni 2022/ 2
TGL. EFEKTIF : 28 Juni 2022
DISAHKAN OLEH
KEP.ALA KANTOR IMIGRASI KE | TPI MALANG

RAMDHANI
MNIP. 1979031 72000021001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

TATA KELOLA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI
PELABUHAN LAUT DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI MALANG

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;
SOP Penyelesaian Kedatangan/Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI/WNA di TPI 2. Mesin cetak nomor antrian;
Buku Panduan Penggunaan Aplilkasi Singa Karmila 3. Kamera dan fingerprint scanner;
4. Printer;
5. Alat tulis.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan dapat | S€gala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara. gz_ata elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
impinan.




TATA KELOLA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI PELABUHAN LAUT DI WILAYAH KANTOR

IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP SOP TATA KELOLA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI
PELABUHAN LAUT DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI
MALANG
2. | Jenis Kegiatan Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan), Dilaksanakan
dihari kerja/ diluar hari kerja dan jam kerja/diluar jam kerja
3. | Penanggung Jawab
a. Produk Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan — Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;
— Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Malang;
4. | Scope/ruang lingkup Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang




B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Tata kelola Pemeriksaan Keimigrasian di TPl Pelabuhan laut wilayah kerja Kantor

Imigrasi Kelas | TPl Malang

Langkah Awal

1. Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Alat Angkut/Kapal dari Penanggung Jawab

Alat Angkut kepada Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

a) Penanggung jawab alat angkut mengkomunikasikan akan adanya
kedatangan/keberangkatan kapal kepada Kepala Sub Seksi Pemeriksaan
Keimigrasian dan wajib mengisi manifest di Aplikasi Singa Karmila;

b) Penanggung jawab alat angkut mengirim kelengkapan dokumen untuk pemeriksaan
keimigrasian via Aplikasi Singa Karmila dan Whatsapp serta memastikan telah
sampai di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang / Unit Kerja Keimigrasian
Kota/Kabupaten Probolinggo  tidak kurang dari 2 hari  sebelum
kedatangan/keberangkatan kapal, dokumen tersebut:

e Surat Permohonan Penyelesaian Keimigrasian atau Surat Pemberitahuan
Kedatangan/Keberangkatan Kapal (SPKK)
e Surat Persetujuan Berlayar (keberangkatan)/last port clearance

(kedatangan)

e Daftar awak alat angkut (manifes penumpang dan kru kapal)
Sebelum melakukan pemeriksaan ke TPI, daftar awak alat angkut bersifat
sementara karena perubahan data awak alat angkut masih dimungkinkan sampai
proses pemeriksaan oleh petugas

e Dokumen keimigrasian (kasuistis)
Fotokopi paspor dan visa awak alat angkut wajib diserahkan ketika diperlukan
oleh petugas pemeriksa keimigrasian

e Data perlintasan kapal/voyage memol/last port of call

e Nil declaration
Deklarasi resmi dari penanggung jawab alat angkut untuk memastikan tidak
adanya pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran lain yang dilakukan
2. Kepala/Staf Sub Seksi Pemeriksa Keimigrasian atau Penyelia UKK yang menerima
informasi dari Penanggung Jawab Alat Angkut langsung berkoordinasi dengan bagian Tata

Usaha terkait dokumen yang telah dikirim oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.




Langkah Utama

Tata Kelola internal setelah adanya pemberitahuan kedatangan/keberangkatan kapal dan

sebelum berangkat melakukan pemeriksaan keimigrasian ke TPI Pelabuhan Laut:

a)

b)

A w e

d)

f)

9)

Disposisi sesuai Tupoksi
1. Staf Tata Usaha menerima dokumen keimigrasian yang dikirim penanggung

jawab alat angkut kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang.

Kakanim menerima dokumen tersebut kemudian menindaklanjuti dengan
mendisposisikan kepada Kasi Lantaskim untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian.
Kasi Lantaskim menindaklanjuti dengan disposisi kepada Kasubsi Pemeriksaan
Keimigrasian untuk verifikasi dokumen dan melakukan pemeriksaan keimigrasian.
Verifikasi dokumen keimigrasian

Kasubsi PK melakukan pengecekan terhadap dokumen keimigrasian yang dikirim oleh
penanggung jawab alat angkut:

Kelengkapan dokumen

Jumlah awak alat angkut

Kewarganegaraan

Pelabuhan asal dan tujuan

Apabila dokumen telah lengkap maka menentukan petugas pemeriksa yang berangkat
untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian (menyesuaikan jumlah awak kapal),
menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan keimigrasian,
berkoordinasi dengan Kaur Kepegawaian; dan apabila dokumentidak lengkap maka
meminta penanggung jawab alat angkut untuk memperbaiki kemudian mengirim
kembali dokumen yang telah diperbaiki.

Menentukan petugas pemeriksa

Kasubsi Pemeriksa Keimigrasian menentukan petugas pemeriksa yang akan
berangkat melakukan pemeriksaan keimigrasian ke TPl Pelabuhan Laut dengan
penyesuaian < 20 orang yang diperiksa jumlah petugas 3 orang; penyesuaian > 20
orang yang diperiksa jumlah petugas 4-5 orang atau lebih; dan petugas pemeriksa
tambahan dapat dipilih dari seksi lantaskim dan /atau seksi lain dengan pertimbangan
kualifikasi.

Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian berkoordinasi dengan Kaur Kepegawaian terkait
penerbitan SPPD para petugas pemeriksa yang telah ditentukan.

Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan
keimigrasian di TPI Pelabuhan laut.

Menuju TPI Pelabuhan laut untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap
awak alat angkut (secara teknis ditindaklanjuti dengan SOP pemeriksaan keimigrasian
di TPI).

Petugas pemeriksa melakukan pencatatan kegiatan selama pemeriksaan
keimigrasian, memastikan semua dokumen dari penanggung jawab alat angkut telah
lengkap, dan merekapitulasi dokumen termasuk dokumen tambahan yang mungkin

ditemukan ketika melakukan pemeriksaan.




Langkah Akhir : 1. Petugas yang bertugas melakukan pemeriksaan membuat laporan hasil kegiatan
pemeriksaan keimigrasian kemudian disampaikan kepada Kasubsi Pemeriksaan
Keimigrasian untuk diperiksa kelengkapan laporan:

a) Apabila telah lengkap maka menugaskan staf untuk merekapitulasi dokumen manual
kedalam file digital (komputerisasi);

b) Apabila tidak lengkap maka Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian akan memberikan
koreksi untuk segera diperbaiki;

C) Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian melakukan laporan kepada Kepala
Seksi Lantaskim dan Kepala Kantor Imigrasi hasil pemeriksaan keimigrasian;

2. Petugas yang membuat laporan menyerahkan laporan yang telah disetujui Kasubsi
Pemeriksaan Keimigrasian ke bagian Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

(Infokim/Insarkom) untuk direkapitulasi setiap bulan.




Kegiatan

Pelaksanaan

Mutu Baku

Keterangan

Pemohon Petugas Persyaratan Waktu Output
Penanggung jawab alat angkut .
menginformasikan kepada Kantor Imigrasi / ] SPPKK’ Daftar ZKZZZtSaiZeaI: r/n
Unit Kerja Keimigrasian (UKK) tentang Pemberitahuan g;rl]lr;pzrllg keberangkatan
kedatangan/keberangkatan  awak  alat nggé?;‘gal?a?;” Kapal ar‘?/ ut
angkut 2 hari sebelum kedatangan / 9 P gKut.
keberangkatan awak kapal angkut; A
Petugas Tata Usaha / Persuratan menerima Surat 10 menit Disposisi
pemberitahuan dari penanggung jawab alat Persuratan / Email Pemberitahuan
angkut dan meneruskan ke Kepala Kantor Masuk (memuat SPKK,
Imigrasi; Daftar
Penumpang dan
awak kapal
angkut)
Kepala Kantor Imigrasi menugaskan kepada
Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian untuk - — .
menindaklanjuti surat pemberitahuan dari D'ngsk'ssi' ke 10 Menit PS:#I?;.h
penanggung jawab alat angkut; Lantaskim
Petugas akan
Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian berkoordinasi
menugaskan Kepala Subseksi Pemeriksaan . Dokumen Surat Perintah 10 Menit Dokumen dengan penanggung
Keimigrasian untuk melakukan verifikasi Tidak dan Surat yang lengkap jawab kapal untuk
kelengkapan dokumen awak kapal angkut; Lengkap ? Pemberitahuan waktu pemeriksaan
dari keimigrasian
penanggung
Ya jawab kapal
' .
Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian Pemeriksaan Dokumen 1 Hari maksimal | €atatan hasil
membentuk tim dan melaksanakan Keimigrasian Lengkap Menyesuaikan pemeriksaan
pemeriksaan keimigrasian, kondisi lapangan
Semua
Petugas Seksi Lalu Lintas Keimigrasian v dokumen Laporan Lengkap
yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terkait dan

membuat laporan hasil pemeriksaan

keimigrasian;

[ Laporan Hasil

Pemeriksaan

catatan hasil
pemeriksaan
keimigrasian

2 Jam




10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, 1zin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1697);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS

DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1483

TGL. PEMBUATAN 211 Juni 2020
TGL. REVISI/ REVISI KE -
TGL. EFEKTIF 215 Juni 2020
DISAHKAN OLEH
KEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPI MALANG
RAMDHANI

MIP. 157908172000021001

NAMA SOP SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan Izin Tinggal seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN ‘ PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pengambilan Biometrik

Seperangkat PC;
2. SOP Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

1

2. Mesin cetak nomor antrian;
3. Printer,

4. Alat tulis.

5. Termometer Gun Digital
6. Disinfektan Chamber

7. Hand Sanitizer

8. Cairan Disinfektan

9. Sarung tangan dan Masker Non Medis

10. Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic

PERINGATAN ‘ PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon Izin Tinggal terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
- impinan.
prima.




SOP PENGAJUAN IZIN TINGGAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014
tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya lIzin Tinggal Kunjungan, lIzin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki
Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun
2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP : | SOP Pengajuan lIzin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

2. | Jenis Kegiatan : | Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 15.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk : | Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan — Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor

Imigrasi Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas| TPI
Malang;

— Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas| TPl Malang.

4. | Scope/ruang lingkup : | Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan : | SOP Pengajuan lIzin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

Langkah Awal
angkah Awa 1. Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id

untuk mendapat nomor permohonan;
2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

ATAU

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang untuk melakukan
pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);




Langkah Utama

1.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan
jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi serta wajib
memakai masker,;

Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk
sterilisasi;

Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh
pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun
dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2
(dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka
pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian
dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama,
nomor paspor, tanggal kedatangan pemohon,antrian online pemohon
tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Izin Tinggal;

Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan
dinyatakan aman membawa lembar konfirmasi nomor antrian online, berkas
permohonan asli & fotokopi diberikan Surat Permohonan, Surat Pernyataan
& Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan diarahkan untuk mengisi
formulir dan melengkapi persyaratan;

Setelah berkas telah selesai diisi, kemudian pemohon mengambil nomor
antrian untuk diserahkan kepada petugas loket permohonan, sebelum
menyerahkan berkas kepada petugas loket permohonan wajib
membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di meja
petugas loket permohonan;

Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Iloket
permohonan untuk dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda
terima permohonan serta cetak bukti pengantar pembayaran

Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing
pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam
maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu.

Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk
melakukan pembayaran;

Langkah Akhir

Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;

Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data
biometrik dari petugas;

Petugas wajib membersihkan pembatas / shield meja pelayanan masing-masing
setelah memberikan bukti tanda terima pembayaran dan pengambilan kepada
pemohon untuk melakukan pembayaran;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin Tinggal
dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan
Pemohon mendaftar secara online di Ambil nomor Data diri
izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat antrian pemohon dan 5 Menit
nomor permohonan; penjamin
Pemohon menerima dan  mencetak - 5 Menit Jadwal antrian
konfirmasi nomor antrian online; Cetak nomor antrian ‘ online
|:'" Pemohon wajib
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Datang ke Kantor memakai masker
TPl Malang sesuai dengan jadwal Imigrasi wajib memakai > 30 Menit membawa jadwal
kedatangan yang telah dipilih pada lembar masker dengan berkas | antrian online dan
konﬂrmasi Wajlb memakai masker; yang |en9kap berkas persyaratan
Pemohon waijib mencuci tangan ditempat v )
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk Waiib cuci tangan dan . Cuci tangan Qengan
ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; majsuk ke disi%fektan 2 Menit sabun dan air yang
chamber mengalir

Petugas security melakukan pemeriksaan Tidak
suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan Catatan dan Pemohon diperiksa
ke sepeda motor pemohon, pemohon yang laporan suhu tubuhpoleh
suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang 5 Menit Pemohon yang etuaas securit
melanjutkan  permohonan  pelayanan - 337“2?0; ditolak karena sztelagh Keluar dgri
keimigrasian dan dihimbau untuk pulang , " R suhu tubuh .

. . o disinfektan chamber
petugas security mencatat dan melaporkan diatas 37.5°C
ke Kasubsi Izin Tinggal;
Pemohon vyang telah diperiksa oleh va
petugas security dan dinyatakan aman Isi formulir dan Waiib
membawa lembar konfirmasi nomor lengkapi berkas Membe:sihkan
antrian online, berkas permohonan asli & persyaratan 1 Menit tanaan dengan hand
fotokopi diberikan Surat Permohonan, < 2anitizerg an
Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir dan disediakan yetug as
diarahkan untuk mengisi formulir dan _ petug
melengkapi persyaratan Tidak
Setelah berkas telah selesai diisi, kemudian Waib
pemohon mengambil nomor antrian untuk Formulir ajik
diserahkan kepada petugas loket Lengkap? Berkas . pendaftaran yang membersinkan
permohonan, sebelum menyerahkan berkas Permohonan 5 Menit sudah diisi tangan'qengan hand
kepada petugas loket permohonan waijib lengkap sanitizer yang

membersihkan  tangan dengan hand
sanitizer yang disediakan di meja petugas.

disediakan petugas




v Berkas
8. | Petugas melakukan input data permohonan Input data Permohonan 5 Menit
ke dalam SIMKIM V2; permohonan yang sudah
lengkap
5 A § t Maksimal 6 orang
emohon menunggu diruang  tunggu _ emohon yan
9. | dengan menerapkan social distancing pada Me”“rt‘gr?“ ?J'r“ang 10 Menit mZnunggu dyirua?ng
kursi ruang tunggu yang sudah diatur 99 tunggu dalam waktu
sebelumnya; 1jam
Bukti pengantar Wajib
Pemohon mendapatkan bukti pengantar Bukti pengantar pembayaran dan membersihkan
10. | pembayaran dan mendapatkan jadwal pembayaran 30 Detik jadwal tangan dengan hand
proses wawancara dan pengambilan pengambilan sanitizer yang
biometrik biometrik disediakan petugas
Petugas wajib membersihkan pembatas / Memberikan bukti Bukti pengantar | Membersihkan atau
shield meja pelayanan masing-masing pengantar . pembayaran dan melap meja
11. | setelah memberikan bukti pengantar pembayaran dan 2 Menit jadwal pelayanan masing-
pembayaran dan jadwal proses wawancara membersihkan shield pengambilan masing dengan
meja biometrik disinfektan

dan pengambilan biometrik;




10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, 1zin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1697);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS

DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1484

TGL. PEMBUATAN 11 Juni 2020
TGL. REVISI/ REVISI KE -
TGL. EFEKTIF : 15 Juni 2020
DISAHKAN OLEH
KEPALA KANTOR IMIGRASI KE | TPI MALANG
RAMDH.ANI
MIP. 187808172000021001

NAMA SOP SOP Pengambilan Biometrik dengan Protokol Kesehatan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan Izin Tinggal seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN

1. SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan
2. SOP Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat
pemohon Izin Tinggal terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan

‘ PERALATAN PERLENGKAPAN

Seperangkat PC;

Mesin cetak nomor antrian;

Kamera, tripod dan fingerprint scanner,
Printer,

Alat tulis.

Termometer Gun Digital

Disinfektan Chamber

Hand Sanitizer

9. Cairan Disinfektan

10. Sarung tangan dan Masker Non Medis
11. Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic

NN~

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
Pimpinan.

prima.




SOP PENGAMBILAN BIOMETRIK DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014
tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, lzin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki
Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun
2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SOP Pengambilan Biometrik dengan Protokol Kesehatan

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 07.30— 15.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas| TPI
Malang;

— Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas| TPl Malang.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Pengambilan Biometrik dengan Protokol Kesehatan

Langkah Awal

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan
jadwal kedatangan yang telah ditentukan serta wajib memakai masker;




Langkah Utama

. Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat

yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk
sterilisasi;

Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh
pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun
dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2
(dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka
pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian
dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama,
pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Izin Tinggal;

Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan
dinyatakan aman membawa bukti pembayaran dan mengambil nomor
antrian biometrik, sebelum mendapatkan nomor antrian, pemohon wajib
membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di meja
petugas loket permohonan;

Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing
pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam
maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu.

Pemohon yang dipanggil nomor antriannya untuk melakukan perekaman
biometrik, foto dan wawancara dengan  menunjukan bukti
pembayaran,sebelum dan sesudah pengambilan biometrik, foto dan
wawancara pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer
yang disediakan petugas;

Petugas perekaman biometrik, foto dan wawancara wajib membersihkan
pembatas / shield meja masing-masihng setelah melayani pemohon;

Langkah Akhir

1.

Petugas memberikan tanda bukti pengambilan kepada pemohon;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin Tinggal
dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

Mutu Baku

Waktu

Keterangan

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas |

Datang ke Kantor

Pemohon wajib
memakai masker
membawa tanda

kedatangan yang telah ditentukan waijib maskzrndelré%arll:;rkas danpjadwa?,
memakai masker; yang feng pengambilan
biometrik
v
Pemohon waijib mencuci tangan ditempat )
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk Waijib cuci tangan dan . Cuci tangan c}engan
ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; masuk ke disinfektan 2 Menit sabun dan air yang
chamber mengalir
Petugas security melakukan pemeriksaan Tidak
suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan Catatan dan Pemohon diperiksa
ke sepeda motor pemohon, pemohon yang laporan suhu tubuh oleh
suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang Suhu < 5 Menit Pemohon yang etuaas securit
melanjutkan ~ permohonan  pelayanan 37.5°C? ditolak karena pt Igh kel dy.
keimigrasian dan dihimbau untuk pulang , suhu tubuh setelah keluar dan
. . o disinfektan chamber
petugas security mencatat dan melaporkan diatas 37.5°C
ke Kasubsi Intal;
Ya
Pemohon menyerahkan bukti tanda terima Pemohon Wajib
pembayaran dan jadwal pengambilan membersihkan tangan Membersihkan
biometrik serta mengambil nomor antrian sebelum menyerahkan 1 Menit tanaan dengan hand
sebelumnya pemohon wajib membersihkan tanda terima ke petugas gan geng
dahulu tangan dengan hand sanitizer yang loket permohonan _sanitizer yang
disediakan petugas; l disediakan petugas
Maksimal 6 orang
Pemohon menunggu diruang tunggu Ny g pemohon yang
dengan menerapkan social distancing pada e”“’t‘gr?;gu'ruang 10 Menit menunggu diruang
kursi ruang tunggu yang sudah diatur tunggu dalam waktu
sebelumnya; 1 jam
Waijib
Pemohon membersihkan tangan terlebih Membersihkan _ membersihkan
dahulu sebelum melakukan perekaman tangan 30 Detik tangan dengan hand
biometrik , foto dan wawancara; _ sanitizer yang
disediakan petugas
Pemohon melakukan perekaman sidik jari, Pengambilan biometrik, Tanda Terima . Data biometrik
foto dan wawancara 10 Menit pemohon Izin

foto dan wawancara dengan menunjukan
tanda terima;

v

[}

A ]

Pembayaran

Tinggal




Petugas wajib membersihkan pembatas /
shield meja pelayanan masing-masing
setelah memberikan jadwal pengambilan
I1zin Tinggal;

I;

Memberikan bukti
pengantar
pembayaran dan
membersihkan shield
meja

2 Menit

Jadwal
pengambilan

Membersihkan atau
melap meja
pelayanan masing-
masing dengan
disinfektan




10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI
MALANG

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki 1zin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1697);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP

: W.15.IML.IMI.3-UM.01.03-1485

TGL. PEMBUATAN 11 Juni 2020
TGL. REVISI/ REVISI KE -
TGL. EFEKTIF : 15 Juni 2020
DISAHKAN OLEH
KEPALA KANTOR IMIGRASI KE | TP MALANG

RAMDHANI
MNIP. 197208172000021001

NAMA SOP

PENGAMBILAN IZIN TINGGAL DENGAN PROTOKOL
KESEHATAN

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar pengambilan izin tinggal seperti dasar

hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1.  SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

Mesian Antrian Pengambilan Izin Tinggal;
2. SOP Pengambilan biometrik dengan Protokol Kesehatan

Alat tulis.

Thermometer Gun

Cairan Disinfektan

Disinfektan Chamber

Hand Sanitizer

Sarung Tangan dan Masker Non Medis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
pemohon Izin Tinggal terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya d{:\ta 9Iektron|k dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
pelayanan prima. Pimpinan.

Noohkwd=




PENGAMBILAN IZIN TINGGAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

Dasar Hukum

1.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014
tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal
Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki
Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun
2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 08.00— 15.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | TPIMalang;

— Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas| TPI
Malang;

— Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas| TPl Malang.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan (NEW NORMAL)

Langkah Awal

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan
jadwal yang telah diberitahukan petugas Imigrasi;




Langkah Utama

1.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa
bukti pengantar pembayaran, bukti pembayaran dan Kartu Identitas Diri dan
wajib memakai masker;

Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat
yang sudah disediakan dilanjutkan masuk ke dalam disinfektan chamber
untuk sterilisasi;

Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh
pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun
dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2
(dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka
pemohon dilarang untuk meneruskan pengambilan paspor dan dihimbau
untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal
lahir, nomor permohonan pemohon tersebut serta melaporkan kepada
Kasubsi Izin Tinggal;

Pemohon yang telah dinyatakan aman setelah pemeriksaan suhu tubuh oleh
petugas security dapat langsung memasukkan nomor permohonan di Mesin
Antrian Pengambilan dengan membersihkan tangan terlebih dahulu dengan
hand sanitizer yang disediakan petugas;

Pemohon yang sudah mendapatkan nomor antrian pengambilan Izin
Tinggal menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing
pada kursi tempat duduk ruang tunggu yang sudah diatur oleh petugas
dengan ketentuan dalam 1 jam maksimal 5 orang pemohon yang menunggu
diruang tunggu;

Nomor antrian pemohon dipanggil oleh petugas, Pemohon mmbersihkan
tangan terlebih dahulu dengan handsanitizer yang disediakan petugas loket
pengambilan 1zin Tinggal kemudian pemohon menyerahkan bukti pengantar
pengambilan, bukti pembayaran dan Kartu Identitas Diri kepada petugas;

Petugas mengambilkan Izin Tinggal pemohon yang sudah selesai;

Langkah Akhir

N —

Pemohon mengisi tanda terima penerimaan Izin Tinggal;
Pemohon menerima Izin Tinggal yang sudah selesai.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin tinggal
dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Mutu Baku

Pelaksanaan

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas |
TPl Malang sesuai dengan jadwal yang Sesuai iadwal Jadwal Status
1. telah diberitahukan petugas Imigrasi ) Pengambilan 5 Menit permohonan
Izin Tinggal pemohon
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Bukti pengantar Pe&c:(?io;er:lwge;?l?:rwa
5 | TPl Malang dengan membawa bukti Datang Ke Kantor pengambilan, Bukti | 4, oy pengambilan, bukt
pengantar pengambilan, bukti pembayaran migrasi \an pembayaran, Kartu pembayaran,Kartu
dan Kartu Identitas Diri dan wajib memakai Identitas Diri dan Identitas Diri dan
masker; masker masker
3. Pemohon wajib mencuci tangan dengan Cuci tangan dan 1 Menit
sabun dan air mengalir ditempat yang masuk disinfektan !
sudah disediakan dan dilanjutkan masuk ke chamber Tidak
disinfektan chamber;
4. Petugas Security menyemprot sepeda 5 Menit Laporan
motor pemohon dengan cairan disinfektan Suhu < Pemohon
dan mengukur suhu tubuh pemohon yang ® 37.5°C yang suhu
keluar dari disinfektan chamber; pemohon tubuh diatas
yang suhu tubuh diatas 37.5°C setelah 2x 37.5°C
pengukuran dilarang melanjutkan proses
pengambilan paspor dan dihimbau untuk Ya
pulang setelah dicatat dan dilaporkan
kepada Kasubsi Intal;
) Bukti pengantar
Pemohon yang dinyatakan aman suhu N;?ﬁ:?g;lrggg?r?r pengambilan, Bukti 1 Menit Nomor Antrian  |Membersihkan tangan
tubuhnya membersihkan tangan terlebih antrian pengambilan < pembayaran dan ent pengambilan  |dengan hand sanitizer
dahulu dengan hand sanitizer sebelum Kartu Identitas Diri yang sudah disediakan
memasukkan nomor permohonan untuk petugas
memperoleh nomor antrian pengambilan;
Pemohon yang sudah mendapat nomor M 10 Menit Maksimal 5 orang
antrian pengambilan menunggu diruang Menunggu di pemohon yang
tunggu dengan  menerapkan  social ruang tunggu menunggu diruang
distancing pada kursi tempat duduk ruang tunggu dalam 1 jam
tunggu yang sudah diatur oleh petugas v




Nomor antrian

selesai;

vang sudah selesai

Petugas memanggil Nomor  Antrian i
7. pemghon' 99 ! R pemohon dipanggil 1 Menit
8 Pemohon membersihkan tangan dengan Menyerahkan nomor Bukti pengantar 1 Menit Hand sanitizer
’ hand sanitizer sebelum memberikan nomor antrian pengambilan, pengambilan, Bukti disediakan oleh
antrian pengambilan kepada petugas loket; pgﬁggrﬁﬁﬂgﬁnﬂﬁ ) pembayaran dan Kartu petugas loket
bayar dan Kartu < Identitas Diri pengambilan
identitas diri
1 Menit
9. Petugas mengambilkan Izin Tinggal »| Mengambilkan Izin
pemohon yang sudah selesei; Tinaaal pemohon
. . . - . . 1 Menit
10 Pemohon mengisi tanda terima penerimaan Mengisi tanda terima Izin P
" | lzin Tinggal; Tinggal <
T l 1 Menit
1. Pemohon menerima izin tinggal yang sudah Menerima izin tinggal > Izin Tinggal
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak
Asasi Manusia dan surat Kepala Kantor Wilayah Nomor : W13-HA.02.02-1486 hal Penghargaan Pelayanan Publik
Berbasis HAM;

NOMOR SOP

: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1485

TGL. PEMBUATAN : 11 Juni 2020
TGL. REVISI/ REVISI KE 127 Juni 2022 /1
TGL. EFEKTIF : 28 Juni 2022

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KE

RAMDHANI
NIP. 1575081 72000021001

NAMA SOP

SOP PENERBITAN PASPOR BARU / PENGGANTIAN
SECARA ONLINE ULP BATU DAN MPP RAMAYANA

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

I TPl MALANG




KETERKAITAN ‘ PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seperangkat PC;
SOP Paspor Baru/Penggantian secara online (M-Paspor) 2. Mesin cetak nomor antrian:
3. Kamera dan fingerprint scanner;
4. Printer;
5. Alat tulis.
PERINGATAN ‘ PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan -
impinan.

prima.




SOP PENERBITAN PASPOR BARU/PENGGANTIAN SECARA ONLINE ULP BATU & MPP RAMAYANA

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SOP Penerbitan Paspor Baru/Penggantian Secara Online
ULP Batu & MPP Ramayana

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 10.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Penerbitan Paspor Baru/Penggantian Secara Online ULP Batu & MPP
Ramayana

Langkah Awal

1. Mall Pelayanan Publik Ramayana dan ULP Lippo Plaza Batu hanya

melayani pelayanan paspor baru / penggantian tidak untuk penggantian
karena rusak / hilang, perubahan data dan tolak system;

Petugas Pelaksana Layanan Paspor di Mall Pelayanan Publik Ramayana
berjumlah 2 orang dan ULP Lippo Plaza Batu berjumlah 4 orang;

Pemohon mendaftar antrian permohonan paspor dan mencetak konfirmasi
nomor antrian online dari Aplikasi M-Paspor;

Langkah Utama

No

Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana sesuai
dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih;

Pemohon membawa lembar pengantar ke Kantor Imigrasi dan berkas asli
permohonan kepada petugas verifikasi data untuk dilakukan pengecekan
kelengkapan persyaratan;

Pemohon mendapatkan nomor antrian perekaman biometrik, foto dan
wawancara dari petugas;

Pemohon yang dipanggil nomor antriannya melakukan perekaman biometrik,
foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas
permohonan;

Pemohon yang lengkap persyaratannya mendapatkan bukti tanda terima
pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran, jika belum lengkap
permohonan ditunda oleh petugas wawancara dan pemohon diberi waktu 5
hari kerja untuk melengkapi kekurangan yang diminta petugas wawancara,
datang kembali tanpa antri online (langsung datang) ;

Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM,;
Pelaksanaan Alokasi, Cetak Paspor, Register dan Laminasi dilaksanakan di
Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang.




Langkah Akhir

1. Petugas Layanan Paspor Mall Pelayanan Publik Lippo Plaza Batu yang
melaksanakan Alokasi,Cetak Paspor,Register dan Laminasi membawa
paspor yang sudah jadi ke ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana
sebelum pelayanan dibuka;

2. Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana mengambil
nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;

3. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon
menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti
pembayaran paspor;

4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

Mutu Baku

Waktu

Keterangan

Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor
antrian dengan terlebih dahulu memilih
kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data

Pendaftaran
melalui M-Paspor

Data diri
pemohon dan

pemohon melalui aplikasi M-Paspor; foto berkas 5 Menit
permohonan
Pemohon menerima. dz_a.n mencetak Cetak pengantar Kanim 5 Menit Jadwal_antrlan
pengantar ke Kantor Imigrasi; online
v
Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu Datang ke ULP / MPP Pemohon rrll(en;ba\_/va
dan MPP Ramayana sesuai dengan jadwal dengan berkas yang 30 menit peggar:)tark e arl!lm
kedatangan yang telah dipilih; lengkap an berkas asli
persyaratan
A
y
Pemohon membawa lembar pengantar ke _
kanim, berkas permohonan asli ke bagian Verifikasi dan Nomor antrian
verifikasi permohonan di ULP Lippo Plaza pemberian nomor Berkas 5 Menit untuk
Batu dan MPP Ramayana kemudian antrian Permohonan pengambilan
mendapatkan nomor antrian untuk foto dan data biometrik
interview;
Petugas melakukan foto dan pengambilan v _ _
biometric; Data biometrik
Pengambilan Berkas 5 menit | pemohon paspor
biometrik dan foto Permohonan
Petugas melakukan pengecekan v
kelengkapan berkas, jika lengkap pemohon Berkas
akan mendapatkan bukti pengambilan Berk P b
paspor jika tidak lengkap permohonan di Tidak Lenakap 2 erkas 10 Menit ermohonan
tunda dan diberi waktu 5 hari kerja untuk engkap Permohonan yang sudah
melengkapi; lengkap
Ya
. . . Pengantar
Pemohon menerima bukti pengantar Pengantar 2 Menit :
pengambilan paspor; pengambilan Pengambilan
Paspor
Petugas pelayanan paspor ULP Lippo Plaza Paspor yang
Batu dgn MPP Ramayana melgksanakan Alokasi,cetak dan belum 20 Menit Paspor yang
Alokasi, Cetak Paspor, Register dan laminasi selesei eni sudah selesei

Laminasi di Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang;




v

9. Paspor yang sudah jadi dibawa ULP Lippo b " 30 Menit

Plaza Batu dan MPP Ramayana oleh Membawa paspor ke Paspor yang sudah

petugas sebelum pelayanan di mulai; ULP dan MPP selesei
10. | Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu / Menyerahkan Bukti Pengantar

MPP Ramayana setelah mendapat Pengantar Pengambilan pengambilan | .

pemberitahuan dari Inovasi Berita Karmila Paspor

dengan membawa pengantar pengambilan

paspor dan EKTP ;

s 3 (tiga) hari kerja

11 A 5 Menit Paspor yang (untuk paspor biasa)

Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Membawa paspor ke
ULP dan MPP

Selesei

sudah selesei

dan 3 (tiga) hari
kerja (paspor
elektronik) setelah
melakukan transaksi
pembayaran




10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP

: W.15.IML.IM1.3-UM.01.03-1991

TGL. PEMBUATAN

: 16 Oktober 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

TGL. EFEKTIF

: 19 Oktober 2020

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPl MALANG

RAMDHANI
NIP. 1972081 72000021001

NAMA SOP

KISBAI KARMILA (Kami Sediakan Baju/Batik Kantor Imigrasi
Malang)

KUALIFIKASI PELAKSANA




KETERKAITAN PERALATAN KELENGKAPAN

1. SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA WALK IN 1. BAJU BATIK
2. SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE DENGAN PROTOKOL KESEHATAN 2 CELANA KAIN
3. SOP PASPOR PERUBAHAN DATA 3. SLOP/ SEPATU
4. SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG :
5. SOP PENAMBAHAN NAMA 4. LEMARI PAKAIAN
6. SOP PENGAMBILAN PASPOR YANG SUDAH SELESEI 5. RAK SEPATU
7. SOP PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN |
8. SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN I, IIl, IV DAN MULTIPLE RE-ENTRY EXIT
PERMIT

9. SOP PENERBITAN ITAS ONLINE DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS I, II, DAN III

10. SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS KE IV DAN V

11. SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN KURANG DARI 14
HARI)

12. SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN LEBIH DARI 14
HARI)

13. SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP, ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN KE IZIN
TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS I1ZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP

14. SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFIIDAVIT)

15. SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
- impinan.
prima.




KISBAI KARMILA (KAMI SEDIAKAN BAJU/BATIK KANTOR IMIGRASI MALANG)

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

9. Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi

10.

Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020
tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Seksi Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

KISBAI KARMILA (Kami Sediakan Baju/Batik Kantor Imigrasi
Malang)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malana:

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

KISBAI KARMILA (Kami Sediakan Baju/Batik Kantor Imigrasi Malang)

Langkah Awal

. Busana yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang dipinjamkan

kepada pemohon dengan ketentuan 1 baju dan 1 celana hanya untuk 1 orang
pemohon dalam 1 hari pelayanan;

. Setiap harinya petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang wajib mencuci baju

atau celana yang telah didigunakan oleh pemohon paspor sehingga sudah
bersih, rapi dan bisa digunakan kembali dihari berikutnya;

Untuk sepatu yang disediakan Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang wajib dicuci
bersih hingga bisa dipergunakan kembali minimal 1x dalam seminggu;
Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu
memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui
www.antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi Android di Google Play
"Layanan Paspor Online"

Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;

Langkah Utama

© N

. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang sesuai dengan jadwal

kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi serta wajib memakai
pakaian bebas rapi dan bersepatu bagi yang tidak berbusana rapi disediakan
busana rapi oleh Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang untuk dipinjamkan
kepada pemohon;

Petugas Duta Pelayanan melakukan pemeriksaan kerapian busana pemohon;
Pemohon menyerahkan lembar nomor antrian online serta fotokopi & asli
berkas permohonan kepada petugas verifikasi data;

Petugas verifikasi data melakukan pengecekan antrian online dan
kelengkapan berkas pemohon baik yang asli & fotokopi;

Pemohon mengisi formulir permohonan, Surat Pernyataan (untuk orang
dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas untuk mendapatkan
nomor antrian pengambilan foto, biometrik dan wawancara;

Petugas melakukan input data permohonan ke dalam SIMKIM V2;

Pemohon menunggu diruang tunggu;

Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan
menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan

Petugas memberikan bukti tanda terima pembayaran dan pengambilan
kepada pemohon untuk melakukan pembayaran;




Langkah Akhir

1. Pemohon mengembalikan pakaian yang telah dipinjam kepada petugas Duta
Pelayanan

2. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM
Persepsi yang ditunjuk;

3. Pemohon dapat mengambil paspor 2 hari kerja setelah pembayaran;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan
Kasi Status Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang terkait
pelaksanaan.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

Mutu Baku

Waktu

Keterangan

Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor
antrian dengan terlebih dahulu memilih
kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data

Ambil nomor
antrian

. Data diri .
pemohon melalui 5 Menit
L L . pemohon
www.antrian.imigrasi.go.id atau  melalui
aplikasi Android di Google Play "Layanan
Paspor Online"
Pem.ohon. menerima dgn . mencetak Cetak nomor antrian 5 Menit Jadwal_antrlan
konfirmasi nomor antrian online; online
A4 Pemohon waijib
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Datang ke Kantor P memakai pakaian
TPl Malang sesuai dengan jadwal Imigrasi wajib memakai | . bebas rapi serta
kedatangan yang telah dipilih pada lembar pakaian bebas rapi 30 Menit membawa jadwal
konfirmasi serta wajib memakai pakaian antrian online dan
bebas rapi dan bersepatu ; berkas persyaratan
v Tidak
. Petugas Mengarahkan
pomerisaan Kerapian busana pemohon: Pascien > pemohon untuk memiih .
p P P ’ Rapi baju dan sepatu yang 3 Menit
sesuai dengan ukuran
Ya ybs
v
Pemohon P
Pemohon menyerahkan lembar nomor menyerahkan berkas | <
antrian online serta fotokopi & asli berkas ke petugas verifikasi 1 Menit
permohonan kepada petugas verifikasi data; data
Formulir
Petugas  verifikasi data  melakukan Lengkap? Berkas ) pendaftaran yang
pengecekan antrian online dan kelengkapan Permohonan 5 Menit sudah diisi
berkas pemohon baik yang asli & fotokopi; Ya lengkap




Pemohon mengisi formulir permohonan,

Nomor antrian

. Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) Berkas 10 Menit untuk
| dengan lengkap dan menyerahkan ke Isi formulir permohonan Permohonan eni pengambilan
petugas untuk mendapatkan nomor antrian dengan lengkap data biometrik
pengambilan foto, biometrik dan wawancara;
| p Berkas
- > nput data Permohonan .
8. Petugas melakukan input data permohonan > 5 Menit
ke dalam SIMKIM V2; permohonan yang Sk“dah
engkap
9. | Pemohon menunggu diruang tunggu ; Menurt]l?r?:g?;ruang < 10 Menit
Berkas
) Pengambilan Permohonan
Pemohon melakukan perekaman sidik jari, biometrik, foto dan yang sudah . Data biometrik
10. | foto dan wawancara dengan menunjukan > wawancara lengkap 10 Menit pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan
asli)
v
Memberikan bukti i
Petugas memberikan bukti tanda terima pengantar _ Bukti pengantar
11. | pembayaran dan pengambilan kepada pembayaran 2 Menit | pembayaran dan
pemohon untuk melakukan pembayaran; pengambilan
v Baju / Celana yang
, , ) Menerima pakaian sudah digunakan
19 Pemohor_l 'mengemballkan pakaian yang Mengembalikan yang dikembalikan 3 Menit wajib dicuci hingga
- | telah dipinjam kepada petugas Duta pakaian d oleh pemohon ent bersih dan siap
Pelayanan; digunakan dihari
berikutnya
Paspor selesai 2
(dua) hari kerja
Bukii (untuk paspor biasa)
Pemohon melakukan pembayaran melalui ukti pengantar _ dan 2 (dua) hari
13. pembayaran dan 5 Menit

Kantor Pos atau Bank Persepsi yang
ditunjuk;

Melakukan pembayaran

> Selesai

pengambilan

kerja (paspor
elektronik) setelah
melakukan transaksi
pembayaran




10.
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

NOMOR SOP : W.15.IMIL.IM1.3-UM.01.03-1992

TGL. PEMBUATAN : 16 Oktober 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE -

TGL. EFEKTIF : 19 Oktober 2020

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPl MALANG

RAMDHAMI
MNIP. 1575081 72000021001

NAMA SOP LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim

Paspor Kantor Imigrasi Malang)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

Termometer Gun Digital,

Disinfektan Chamber,

Hand Sanitizer,

9. Cairan Disinfektan,

10. Sarung tangan dan Masker Non Medis,

11. Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic,
12. Sepeda Motor atau Kendaraan Dinas.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
- impinan.
prima.

1. SOP Paspor Baru / Penggantian secara Online dengan Protokol Kesehatan 1. Seperangkat PC;
2. SOP Pengambilan Paspor dengan Protokol Kesehatan 2. Mesin cetak nomor antrian:
2 ggE ﬁgﬁgg;ﬂiﬂ;un/;ail%?am'an secara Online 3. Ka.mera, tripod dan fingerprint scanner;
4. Printer;
5. Alat tulis,
6.
7.
8.




LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim Paspor Kantor Imigrasi Malang)

Dasar Hukum : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

9. Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020
tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

10. Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi.

Instansi : | Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis : | Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP : | LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim
Paspor Kantor Imigrasi Malang)

2. | Jenis Kegiatan . | Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk . | Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan . | — Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malanaq:

4. | Scope/ruang lingkup . | Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan : | LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim Paspor Kantor
Imigrasi Malang)

1. Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu
memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui
aplikasi Android di Google Play "Layanan Paspor Online"

Langkah Awal

2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;




Langkah Utama

10.

11.

. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan jadwal

kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi serta wajib memakai
masker;

Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang
telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;
Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon
setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan
penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2 (dua) kali
pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang
untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk
pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal lahir, kode
booking antrian online pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi
Pelayanan Dokumen Perjalanan;

Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan
dinyatakan aman menerima nomor antrian dari petugas dan
menyerahkan  berkas permohonan asli & fotokopi kepada petugas
verifikasi data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan,
sebelum menyerahkan berkas kepada petugas verifikasi data pemohon
wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan;
Pemohon yang lengkap persyaratannya mengisi formulir permohonan, Surat
Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke
petugas antrian untuk menunggu diruang tunggu,sebelum menyerahkan
berkas permohonan pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand
sanitizer yang disediakan oleh petugas antrian;

Petugas input data dan scan melakukan input permohonan ke dalam SIMKIM
V2;

Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing
pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam
maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu.

Pemohon yang dipanggil nomor antriannya untuk melakukan perekaman
biometrik, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli
berkas permohonan,sebelum dan sesudah pengambilan biometrik, foto dan
wawancara pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer
yang disediakan petugas;

Petugas memberikan memberikan tanda bukti pengantar pembayaran dan
pengambilan kepada pemohon;

Petugas perekaman biometrik, foto dan wawancara wajib membersihkan
pembatas / shield meja masing-masihng setelah melayani pemohon;
Pemohon yang dalam mendapatkan pelayanan paspor mulai dari
pemeriksaan berkas oleh petugas pemeriksaan berkas sampai menerima
tanda bukti pembayaran serta pengambilan paspor jika durasi pelayanan lebih
dari 1 jam akan mendapatkan kompensasi berupa layanan antar paspor
sampai rumah gratis atau souvenir dari Kantor Imigrasi Malang;

Langkah Akhir

Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM
Persepsi yang ditunjuk;

Pemohon dapat mengambil paspor 2 hari kerja setelah pembayaran;
Pemohon akan mendapatkan layanan gratis antar paspor sampai rumah jika
lebih dari 2 hari kerja sejak pembayaran paspor belum selesei atau souvenir
dari Kantor Imigrasi Malang ,layanan antar paspor gratis tidak berlaku pada
permohonan perubahan data / Adjudikator Pusat (AJP);

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah
permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

Mutu Baku

Waktu

Keterangan

Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor
antrian dengan terlebih dahulu memilih
kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data

Ambil nomor
antrian

pemohon melalui aplikasi Android di Google Data diri 5 Menit

" . pemohon
Play "Layanan Paspor Online
Pem.ohon. menerima dgn . mencetak Cetak nomor antrian 5 Menit Jadwal'antrlan
konfirmasi nomor antrian online; online

v Pemohon waijib
Pemohon datang ke antor Imigrasi Kelas | Datang ke Kantor P memakai masker
TPl Malang sesuai dengan jadwal Imigrasi wajib memakai | 30 Menit membawa jadwal
kedatangan yang telah dipilih pada lembar masker dengan berkas antrian online dan
konfirmasi wajib memakai masker; yang lengkap berkas persyaratan
Pemohon waijib mencuci tangan ditempat ]
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke Waijib cuci tangan dan ) Cuci tangan Qengan
disinfektan chamber untuk sterilisasi; masuk ke disinfektan 2 Menit sabun dan air yang
chamber mengalir

Petugas security melakukan pemeriksaan Tidak
suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan Catatan dan Pemohon diperiksa
ke sepeda motor pemohon, pemohon yang laporan suhu tubuf?oleh
suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang Suhu < . Pemohon yang X

. > . 5 Menit : petugas security
melanjutkan permohonan pelayanan 37.5°C ditolak karena setelah keluar dari
keimigrasian dan dihimbau untuk pulang , i suhu tubuh disinfektan chamber
petugas security mencatat dan melaporkan diatas 37.5°C
ke Kasubsi Yandoklan;

. . . Ya
Pemohon menerima nomor antrian dari
petugas serta menyerahkan berkas Pemohon . Waiib
permohonan fotokopi & asli kepada membersihkan tangan Nomuor:tirllt”an Memberjsihkan
. . | hk <

petugas verifikasi data sebelumnya sebelum menyerahkan |4 1 Menit pengambilan tangan dengan hand

pemohon wajib membersihkan dahulu
tangan dengan hand sanitizer yang
disediakan petugas;

berkas ke petugas
verifikasi data

'

data biometrik

sanitizer yang
disediakan petugas




Tidak

Petugas  verifikasi data  melakukan
7. pengecekan antrian online dan kelengkapan Lengkap? Berkas 5 Menit
berkas pemohon baik yang asli & fotokopi Permohonan
setelah pemohon membersihkan tangan;
Pemohon mengisi formulir permohonan, Ya .
Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) Formulir \:Jvajlphk
dengan lengkap dan menyerahkan ke Isi formulir membersinkan
permohonan Berkas . pendaf‘[aran yang
8. petugas sebelumnya pemohon dengan lengkap < Permohonan 10 Menit sudah diiei tangan.c?engan hand
membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang
sanitizer yang disediakan; lengkap disediakan petugas
| p Berkas
i nput data Permohonan .
9. Petugas melakukan input data permohonan > 2 Menit
ke dalam SIMKIM V2; permohonan yang skudah
engkap
P h di ‘ d Maksimal 6 orang
emohon menunggu diruang tunggu dengan - pemohon yang
10. | menerapkan social distancing pada kursi Menu?ggggilruang 3 Menit menunggu diruang
ruang tunggu yang sudah diatur tunggu dalam waktu
sebelumnya; 1 jam
Wajib
Pemohon membersihkan tangan terlebih Membersihkan . membersihkan
1 | dahulu sebelum melakukan perekaman tangan 30 Detik tangan dengan hand
biometrik , foto dan wawancara; g Szmtil(zer Vatng
isediakan petugas
Berkas
o Pengambilan Permohonan
Pemohon melakukan perekaman sidik jari, biometrik, foto dan yang sudah . Data biometrik
12. | foto dan wawancara dengan menunjukan wawancara lengkap 5 Menit pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan
asli)
Waijib
Pemohon membersihkan tangan setelah Membersihkan _ membersihkan
13. | dahulu sebelum melakukan perekaman tangan 30 Detik tangan dengan hand
biometrik , foto dan wawancara; g Szmtll(zer Vatng
isediakan petugas
Memberikan bukti
Petugas wajib membersihkan pembatas / pengantar Membersihkan atau
shield meja pelayanan masing-masing pembayaran dan Bukti pengantar melap meja
14. » membersihkan shield 1 Menit pembayaran dan | pelayanan masing-

setelah memberikan bukti tanda terima
pembayaran dan pengambilan kepada
pemohon untuk melakukan pembayaran;

meja

pengambilan

masing dengan
disinfektan




Petugas dalam proses pelayanan paspor
kepada pemohon sejak pemohon diperiksa
berkasnya oleh petugas pemeriksaan

Ya

15. | berkas sampai dengan proses mendapatkan '-ayi“a” > 1 1 Menit
bukti bayar dan pengambilan paspor jika am
dilayani lebih dari 1 jam pemohon akan
mendapatkan layanan antar paspor sampai
rumah gratis sebagai kompensasi layanan;
16 Pemohon menerima layanan antar paspor Antar Paspor Gratis Tidak 2 Menit |antar paspor gratis
sampai rumah gratis; atau souvenir
Paspor selesei 2
(dua) hari kerja
. (untuk paspor biasa)
Pemohon melakukan pembayaran melalui Bukti pengantar . dan 2 (dua) hari
17. | Kantor Pos atau Bank Persepsi yang Melakukan pembayaran | #——— pembayarﬁq dan | 5 Menit kerja (paspor
ditunjuk; pengambiian elektronik) setelah
melakukan transaksi
pembayaran
v
; Bukti pengantar
18. | Pemohon datang ke kantor untuk mengambil PemOhggsrggrgamb'l pembayaran dan | 5 Menit
paspor 2 kerja setelah pembayaran; pengambilan
Ya
Pemohon mendapatkan layanan antar Paspor > 2
18. | paspor sampai rumah jika paspor belum Har?Kerja 1 Menit
selesei (tidak berlaku bagi perubahan data /
Adjudikator Pusat)
Tidak
e -~ Antar paspor g(rjatli(s
ntar Paspor Gratis atau souvenir tida
19. Pemohpn menerirrllal layanan antar paspor i 1 Menit berlaku bagi
sampai rumah gratis; perubahan data /
AJP
\
20 Pemphon h 1 Meni Paspor yang
: Pemohon menerima paspor yang sudah jadi; memenerima paspor enit sudah jadi

Selesei ]




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP

: W.15.IMIL.IMI.3-UM.01.03-1993

TGL. PEMBUATAN

: 16 Oktober 2020

TGL. REVISI/ REVISI KE

TGL. EFEKTIF

19 Oktober 2020

DISAHKAN OLEH

FKEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPI MALAMG

RAMDHANI
MNIP. 1972081 72000021001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi
Malang untuk WNA)

1. Mengetahui informasi seputar penerbitan Izin Tinggal seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan 1. Komputer / Gawai dengan Koneksi Internet;
2. Alat tulis;
3. Printer.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan cFi)gta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
- impinan.
prima.




SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang untuk WNA)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang
untuk WNA)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang;

— Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas| TPI
Malang;

— Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas| TPl Malang.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang untuk WNA)

Langkah Awal

1. Pemohon mendaftar secara online pada laman hitps://izintinggal-
online.imigrasi.go.id/ untuk mendapat nomor permohonan;

2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
ATAU

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang untuk melakukan
pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);

Langkah Utama

1. Pemohon dapat membuka halaman web Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang
di melalui https:/malang.imigrasi.qo.id/perdim-online/ komputer / gawai
milik pemohon yang terhubung internet,Setelah membuka halaman web
https://malang.imiqrasi.go.id/perdim-online/ dalam halaman tersebut

terdapat 10 pilihan link yang dapat diisi sesuai dengan kebutuhan pemohon
yaitu

a.

S@a@ -0 oo 0OC

Perdim 23 (Formulir Perpanjangan atau Alih Status Izin Tinggal
Kunjungan);

Perdim 24 (Formulir Izin Tinggal Terbatas dan Tetap);

Perdim 25 (Formulir Izin Masuk Kembali dan Pemulangan);

Perdim 26 (Formulir Pendaftaran Data Orang Asing);

Perdim 27 (Formulir Perubahan Data Orang Asing);

Perdim 28 (Formulir Surat Keterangan Keimigrasian);

Formulir Permohonan Anak Berkewarganegaraan Ganda (AFFIDAFIT);
Pakta Integrasi

Surat Permohonan

Surat Pernyataan dan Jaminan



https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/
https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/

2. Pemohon mengisi Perdim yang diperlukan, Surat Permohonan serta Surat
Pernyataan dan Jaminan sesuai kebutuhan dan mencetaknya di kertas
Ukuran F4 untuk Perdim serta Surat Permohonan dan Surat Pernyataan
dan Jaminan di Ukuran A4;

3. Pemohon menandatangani dengan bolpoint warna hitam surat permohonan
dan surat pernyataan serta jaminan pada kolom tanda tangan diatas
materai Rp.6000 yang sebelumnya sudah dicetak.

1. Formulir yang sudah diisi lengkap (Perdim, Surat Permohonan dan Surat

Langkah Akhir Pernyataan dan Jaminan) dibawa ke bagian Loket Permohonan Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Malang beserta berkas persyaratan lainnya setelah
mengambil nomor antrian

Pelaporan dan : | Memberikan laporan kepada Kasubsi Izin tinggal, Kasubsi Status Keimigrasian

Evaluasi dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait laporan pemohon yang

mengalami kendala dalam mengakses serta mengunduh E-PERDIM (Perdim
Online) pada hari itu.




Pelaksanaan

Mutu Baku

Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan Waktu
Pemohon mendaftar secara online pada Nomor Data diri
laman https://izintinggal- permohonan pemohon 5 Menit
online.imigrasi.go.id/ untuk mendapat
nomor permohonan N
Pemohon menerima dan mencetak nomor Cetak nomor‘permohonan 1 Menit Nomor
permohonan online; permohonan
\ 4
Pemohon  membuka halaman  web
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ Membuka halaman
melalui komputer atau gawai milik pemohon || AtfRs:/malang.imigrasi.go.id 1 Menit
L - /perdim-online/ dan mengisi
dan mengisinya sesuai dengan kebutuhan formulir
pemohon (Perdim, Surat Permohonan,
Surat Pernyataan dan Jaminan);
Pemohon  mencetak  formulir  yang Salinan Cetak
sebelumnya sudah diisi di kertas ukuran F4 Formulir Perdim,
untuk Perdim serta ukuran A4 untuk Surat Mencetak Formulir 1 Menit Surat
Permohonan, Surat Pernyataan dan Permohonan,
Jaminan); Surat Pernyataan
dan Jaminan
v Formulir Perdim,
Pemohon menandatangani formulir yang Surat
sudah dicetak dengan bolpoint warna Menandatangani 5 Menit Permohonan,
hitam, huruf kapital pada kolom tanda Formulir Surat Pernyataan
tangan diatas materai Rp.6000; dan Jaminan
yang sudah disiisi
v
Pemohon datang serta membawa formulir Datang Ke Kantor J:Qg?;nmvzgﬁgr
yang sudah diisi sebelumnya dan berkas Imigrasi Kelas | TPI > Selama Pandemi
persyaratan lainnya ke bagian loket Malang 10 Menit

permohonan Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang setelah memperoleh nomor antrian.

Covid-19 di Area
Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang



https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/
https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP

:W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1994

TGL. PEMBUATAN : 16 Oktober 2020
TGL. REVISI / REVISI KE 1 27Juni2022/1
TGL. EFEKTIF : 28 Juni 2022
DISAHKAN OLEH
KEPALA KANTOR IMIGRASI KE I TPI MALANG

RAMDHANI]
NIP. 15790817 2000021001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

SISTER KARMILA WNI (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi
Malang untuk WNI)

1. Mengetahui informasi seputar pengambilan paspor seperti dasar hukum,
persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP Paspor Baru Penggantian secara online dengan Protokol Kesehatan; 1. Komputer / Gawai dengan Koneksi Internet;
SOP Paspor Baru/Penggantian secara walk-in (Ramah HAM) dengan Protokol Kesehatan 2. Alat tulis;
3. Printer.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan gata elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada




SISTER KARMILA WNI (SISTEM ISI PERDIM KANTOR IMIGRASI MALANG UNTUK WNI)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SISTER KARMILA WNI (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang
untuk WNI)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan . | SISTER KARMILA WNI (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang Untuk WNI)

Langkah Awal

Pemohon mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan antrian paspor
melalaui Aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh lewat Google Playstore
untuk Android dan App Store untuk IOS Sister karmila dapat digunakan
jilka unduh pengantar ke Kantor Imigrasi mengalami kegagalan untuk
pemohon yang masuk golongan rentan (Lansia, Balita, Penyandang
Difabel , dan Ibu Hamil) tidak perlu melakukan pendaftaran;

Pemohon mencetak tangkapan layer jadwal antrian dari aplikasi M-Paspor
yang sudah diperoleh sebelumnya.

Langkah Utama : 1.

Pemohon dapat membuka halaman web Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang
di melalui https://malang.imigrasi.qo.id/perdim-online/ komputer / gawai
milik pemohon yang terhubung internet,Setelah membuka halaman web
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ dalam halaman tersebut
terdapat 3 pilihan link yang dapat diunduh sesuai dengan kebutuhan
pemohon yaitu Perdim 11 (Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia
untuk Warga Negara Indonesia) , Surat Pernyataan (Pemohon yang berusia
17 Tahun atau lebih), Surat Pernyataan Orang Tua (Untuk Pemohon yang
berusia dibawah 17 Tahun);

Pemohon mengisi Perdim 11, Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Orang
tua sesuai kebutuhan dan mencetaknya di kertas Ukuran F4 untuk Perdim
11 serta Surat Pernyataan Orang tua dan A4 untuk Surat Pernyataan;

Pemohon menandatangani kolom tanda tangan diatas materai Rp.6000
formulir Perdim 11 , Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Orang Tua yang
sebelumnya sudah dicetak.

Langkah Akhir

. Formulir yang sudah diisi lengkap (Perdim 11, Surat Pernyataan / Surat

Pernyataan orang tua) dibawa ke bagian pemeriksaan berkas Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang beserta berkas persyaratan lainnya sesuai
dengan jadwal Antrian Paspor Online.

Pelaporan dan : | Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi
Evaluasi Lalu Lintas Keimigrasian terkait laporan pemohon yang mengalami kendala

dalam mengakses serta mengunduh E-PERDIM (Perdim Online) pada hari itu.



https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/

Kegiatan

Pelaksanaan

Mutu Baku

Keterangan

Covid-19 di Area

Pemohon Petugas Persyaratan Waktu Output
Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor Ambil antrian
antrian dengan terlebih dahulu memilih M-Paspor
kantor imigrasi, waktu kedatangan melalui Data diri 5 Menit
aplikasi Android di Google Play "M-Paspor” pemohon en
untuk golongan rentan tidak perlu
mendaftar;
A 4
Pemohon  menerima dan  mencetak Cetak Jadwal Antrian 1 Menit Jadwal antrian
jadwal antrian dari M-Paspor; M-Paspor online
Pemohon membuka  halaman  web ‘
https:/malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ h Memlk)uka_ha_laman i
melalui komputer atau gawai milik pemohon tips:/imalang.imigrasi.oo.d 1 Menit
L > [perdim-online/ dan mengisi
dan mengisinya sesuai dengan kebutuhan formulir
pemohon (Perdim 11, Surat Pernyataan /
Surat Pernyataan Orang Tua);
) Salinan Cetak
Pemohon  mencetak formulir  yang Formulir Perdim
sebelumnya sudah diisi di kertas ukuran F4 ) 11, Surat
untuk Perdim 11 dan Surat Pernyataan Mencetak Formulir 1 Menit Pernyataan /
Orang Tua serta A4 untuk Surat Surat Pernyataan
Pernyataan; Orang tua
Formulir Perdim
Pemohon menandatangani formulir surat y 11, Surat
pernyataan / surat pernyataan orang tua ' . Pernyataan /
yang sudah dicetak pada kolom tanda Mengggﬁﬁﬂgam 5 Menit Surat Pernyataan
tangan diatas materai Rp.6000; Orang tua yang
sudah disiisi
Pemohon datang serta membawa formulir A Pemohon Wajib
yang sudah diisi sebelumnya dan berkas Datang Ke Kantor Memakai Masker
persyaratan lainnya ke bagian pemeriksaan Imigrasi Kelas | TPI > selesai 10 Menit Selama Pandemi

berkas Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang
sesuai dengan jadwal Antrian Paspor
Online yang sudah diperoleh sebelumnya.

Malang

Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang



https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/
https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/

NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1996

TGL. PEMBUATAN : 16 Oktober 2020
TGL. REVISI/ REVISI KE -
TGL. EFEKTIF : 19 Oktober 2020

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR INMIGRASI KE I TPI MALAMNG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG RAMDH AN
MNIP. 15729081 72000021001

SEKSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN NAMA SOP PADUAN KARMILA (Pengaduan Praktek Percaloan Kantor
Kantor Imigrasi Malang)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang _Keimigrasi_an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); . Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun . Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan mz;syarakat.
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Mengetahui informasi seputar penerbitan izin tinggal dan status keimigrasian seperti dasar
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 ’ huk tan dok dur/alur. bi d kt | L
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan u um, persyaratan dokumen, Pros_e ur/aiur, ',aya an waktu penyeleseian,
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia |68 Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); - Memiliki kemampuan mengolah data pengaduan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan
Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia homor 25 Tahun 2012;

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

abrwWN
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KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Informasi dan Pengaduan Masyarakat; 1. Seperangkat PC;
2. SOP Pengendalian Gratifikasi; 2. Printer:
3. SOP Pengawasan Internal. 3 Alat tuli,s

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
- impinan.
prima.




PADUAN KARMILA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

6. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun
2012;

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Teknologi dan Informasi Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

PADUAN KARMILA

2. | Jenis Kegiatan

Isidentil sewaktu-waktu ada laporan Pengaduan, dilaksanakan
pukul 07.30 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Teknologi dan Informasi pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Paduan Karmila

Langkah Awal

1.

Pemohon yang telah menemukan praktek percaloan dilingkungan Imigrasi
Malang dapat melaporkan secara langsung kepada Yankomas / Pengawas
Internal Kantor Imigrasi Kelas | Malang di hari yang sama;

Pemohon waijib melampirkan bukti praktek percaloan dapat berupa
foto,video atau 2 orang saksi yang melihat secara langsung praktek
percaloan tersebut.

Langkah Utama

Petugas Yankomas / Pengawas Internal menerima laporan dari pemohon
dan memeriksa kelengkapan barang bukti serta memberi tanda terima
laporan kepada pemohon;

Petugas Yankomas / Pengawas Internal meneruskan laporan dari pemohon
kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);

Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas memeriksa barang
bukti dan saksi-saksi serta tersangka praktek percaloan;

Jika dalam proses pemeriksaan oleh Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi
tersangka praktek percaloan terbuksi bersalah, tersangka mendapatkan
hukuman sesuai dengan Kode Etik dan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun
2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Untuk Pemohon akan
mendapatkan hadiah berupa 2 orang anggota keluarga dalam 1 KK pemohon
dapat mengurus paspor tanpa antrian online;

Jika dalam proses pemeriksaan oleh Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi
tersangka praktek percaloan tidak terbukti bersalah, Unit Pengendalian
Gratifikasi wajib memulihkan nama baik tersangka berupa dibuatkan
pernyataan bahwa tidak ada pungli di Kantor Imigrasi Malang diketahui dan
di tandatangani oleh pelapor serta dipublikasikan oleh Seksi Teknologi dan
Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang melalui petugas
PPID;

Langkah Akhir

Petugas PPID / Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian menerima hasil
penyeleseian dari Unit Pengendalian Gratifikasi dan melaporkan kepada
Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang, kemudian menyampaikannya
kepada masyarakat melalui loket pengaduan atau media social atau media
komunikasi lainnya;




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Mutu Baku

Keterangan

Pemohon  Melakukan laporan

|

Lapor ke Yankomas / Pengawas

|

Petugas

Kelengkapan

Informasi pengaduan

Keluhan diajukan
melalui media

Internal i i i
kepada Yankomas / Pengawas dan data diri pelapor 5 menit Aso|§||(a|/.el_ma|l //
Internal di hari yang sama; plikasl Lapor

datang ke kantor
Petugas Yankomas / Pengawas
Internal menerima laporan dan Inf .
memeriksa kelengkapan barang Menerima Laporan . ntormasi
bukti yang dilampirkan dan dan Melzmberi Ft)anda Informasi pg_ngaduan 10 menit pengadugn
memberi tanda terima laporan Bukti dan data diri pelapor )fc:?p?elr?r?::?
kepada pemohon/pelapor serta
meneruskan laporan ke Unlt
Pengendali Gratifikasi (UPG);
\
Memo atau
perintah
Petugas UPG (Unit Pengendali Pemeriksaan ) Iangs.upg
Gratifikasi) memeriksa  barang Oleh UPG Informasi pg_ngaduan 10 menit . berisi .
bukti, saksi dan tersangka praktek terbuki dan data diri pelapor informasi
percaloan ; Ya keluhan dan
data diri
pelapor
Memeriksa jenis
Jika  terbukti  bersalah  oleh ‘ keluhan
pemer?ksaer\]n kUnit UPG, tgrcsjangka pemohon dan
menerima hukuman sesuai dengan . Verifikasi jenis merujuk pada
kode etik dan PP no 53 tahun 2010 Menghukum dan Tidak Informasi pengaduan | g o i keluhan SOP Pelayanan
dan | : hadiah memberi reward dan data diri pelapor
pelapor menerima hadia elapor / bemohon pemohon Masyarakat yang
berupa 2 orang anggota keluarga pelapor/p berlaku di
dalam 1 KK bisa mengurus tanpa Kementerian
antri online / walk in; Hukum dan HAM
Jika terbukti tidak bersalah oleh
pemeriksaan Unit UPG, tersangka Mendapat pemulihan Memo berisi
wajib mendapat pemulihan nama nama baik dan Informasi pengaduan | . keluhan dan
baik dan dibuatkan pernyataan pernyataan tidak ada dan data diri pelapor 5 menit data diri
tidak ada pungli dikanim malang pungli pelapor

yang diketahui dan di tanda

tangani oleh pelapor;

v




Petugas PPID / petugas seksi
teknologi dan informasi melaporkan
kepada kepala kantor imigrasi dan
melakukan publikasi tentang hasil
pemeriksaan UPG

I

Melaporkan dan

publikasi hasil

o
{

Selesei

Informasi pengaduan
dan data diri pelapor

10 menit

Informasi
pengaduan
yang lebih

terperinci




"Amuus\
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-697
TGL.PEMBUATAN 1 Maret 2021
TGL.REVISI
TGL.EFEKTIF 31 Maret 2021
/
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
RAMDHANI
NIP. 197908172000021002
NAMA SOP PEMUSNAHAN ARSIP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. International Standard Organitation (ISO) 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;

4. 1SO 15489 tentang Records Management;

5. Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman. Bagian 1: Umum.

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun
2013 tentana Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penvusutan Arsip:

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip
Dinamis;

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga.

1. Memiliki pemahaman tentang JRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Memiliki kemampuan memberkaskan arsip.

3. Memiliki kemampuan mengelompokkan arsip.

4. Memiliki kemampuan menata arsip.

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Alih Media Arsip

1. Alat tulis kantor;

2. Komputer;

3. Alat dan bahan pemusnahan
4. JRA (Jadwal Retensi Arsip)

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak sesuai
dengan prosedur.

Hasil dokumentasi pemusnahan arsip disimpan sebagai arsip




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
. . | Kepala Subseksi . .
No Kegiatan SRR S Teknologi Pejabat Fungsional Keterangan
g Kepala Kantor Imigrasi Informasi dan Informasi gan Arsiparis dan atau/Staf Kelengkapan Waktu Output 9
Komunikasi Keimigrasian X . Pengelola Arsip
Komuniksasi
1 |Menyusun rencana pemusnahan arsip Catatan rencana 1jam RAB (Rincian Anggaran Biaya)
‘ Mulai ) pelaksanaan KAK (Kerangka Acuan Kerja)

2 [Menetapkan SK Tim Penilai Pemusnahan Arsip ﬁ SK Tim Penilai 30 menit SK Tim Penilai
3 [Membuat Daftar Arsip Inaktif Usul Musnah di JRA (Jadwal Retensi Arsip) 1 jam Daftar Arsip Inaktif Usul Musnah

Kantor Imigrasi ‘ﬁ_ Data Arsip

" Fisik Arsip

4 |Melaksanakan rapat internal kegiatan penilaian Notulen Rapat 2 jam Hasil Penilaian dan

Arsip  Inaktif Usul Musnah dan membuat _i Rekomendasi Pemusnahan Rekomendasi

rekomendasi hasil tim penilai Arsip
5 [Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan arsip Konsep Surat 30 menit Surat Usul Musnah

ke Unit Kearsipan | (Biro Umum) ﬁ‘ Daftar Arsip Usul Musnah
6 |Menetapkan Surat Perintah Tim Pemusnahan v Surat Perintah 30 menit Surat Perintah

e S
7 [Mengundang saksi dari Bidang Pengawasan (Kadiv i Konsep Surat 30 menit Surat Undangan

Keimigrasian), Bidang Hukum (Kadiv Pelayanan 4

dan Hukum) dan Unit Kearsipan | (Biro Umum)

T 1
8 |Melaksanakan Pemusnahan Arsip l l Surat Persetujuan 1 hari Berita Acara Pemusnahan Arsip
Y Pemusnahan Arsip dari Daftar Arsip Musnah

9 [Menyusun Laporan Kegiatan Pemusnahan Arsip ¢ Data Administrasi (Data 1 jam Laporan Kegiatan Pemusnahan

“ Selesai )‘_

Dukung) dan Dokumentasi

Arsip




IMIGRAS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-698
TGL.PEMBUATAN 1 Maret 2021
TGL.REVISI
TGL.EFEKTIF 31 Maret 2021
/
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
RAMDHANI
NIP. 197908172000021002
NAMA SOP PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. International Standard Organization (ISO)9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;;

4. 1SO 15489 tentang Records Management

5. Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman. Bagian 1: Umum.
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang
Penvimpanan Arsip Inaktif:

7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip;

8. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip;

9. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyimpanan Fisik Arsip.

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia:

11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35
Tahun 2013 tentana Jadwal retensi Arsio dan Prosedur Penvusutan Arsin:

12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip;
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses

Arsip Dinamis:
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga.

1. Memiliki kemampuan di bidang kearsipan

2. Memiliki pemahaman tentang Klasifikasi Arsip
3. Memiliki pemahaman tentang Pemberkasan
4. Memiliki pemahaman tentang JRA

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pemusnahan Arsip

1. Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Indeks;

3. Rak Arsip;

4. Buku/Formulir Peminjaman;

5. Jadwal Retensi Arsip Kementerian Hukum dan HAM

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka penyimpanan arsip inaktif secara utuh dan benar tidak terlaksana, sulitnya
penemuan kembali arsip , sulithya pengawasan keamanan fisik dan informasi arsip dan terkendalanya arsip inaktif sebagai referensi.

Daftar Arsip Inaktif




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kaseksi Intaltuskim & Kepala Subseksi Teknologi | Pejabat Fungsional Arsiparis 7l K e St Keterangan
Kaseksi Lantaskim Informasi dan Komuniksasi | dan atau/Staf Pengelola Arsip e ERE u Ui
1 |Pemindahan Arsip Inaktif Berita Acara Pemindahan 30 Menit Arsip Tersimpan
4 Arsip Inaktif
e -
2 [Menerima arsip inaktif yang akan disimpan Catatan label tahun, 10 menit/ Arsip tertata dalam rak
A4 bulan dan tanggal pada meter linear arsip dan berlabel
ﬁ berkas tersimpan sesuai
tahun berkas
3 |Menyimpan/Menata Arsip Inaktif v Rak Arsip 10 menit/ Arsip Tersimpan
ﬁ meter linear
4 |Membuat Daftar Arsip Inaktif v Deskripsi 1 Jam Arsip Tersimpan
5 |Daftar Arsip Inaktif Daftar Arsip Inaktif 30 Menit Arsip dipinjam

Formulir Peminjaman
Out Guide




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1136

TGL. PEMBUATAN : 08 Mei 2021

TGL. REVISI/ REVISI KE :11 Mei 2021/1

TGL. EFEKTIF : 18 Mei 2021

DISAHKAN OLEH Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG Ramdhani
NIP. 197908172000021002
SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN NAMA SOP SOP LAYAR KARMILA (Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar pengambilan paspor seperti dasar hukum,
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); . Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ; ;
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

w N




KETERKAITAN

SOP Paspor Baru Penggantian secara online (NEW NORMAL);
SOP Paham Karmila;

SOP Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang;

SOP Paspor Perubahan Data.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan
prima.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Mesin barcode Pengambilan Paspor;
2. Server SMS Gateway;
3. Alat tulis.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
Pimpinan.




SOP LAYAR KARMILA (LAYANAN TANPA TURUN KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG)

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SOP Layar Karmila (Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Malang)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin, dilaksanakan pukul 08.00— 15.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan : | SOP Layar Karmila (Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang)

Langkah Awal

Pemohon mendapat notifikasi sms bahwa paspor sudah selesei secara
otomatis dari Server SMS Gateway Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang ;
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas ITPI Malang sesuai dengan
jadwal yang diberikan dalam notifikasi sms tersebut;

Pengambilan paspor secara drive thru / Layar Karmila tidak dapat
diwakilkan pemohon harus datang secara langsung;

Langkah Utama : 1.

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa
bukti pengantar pembayaran dan kartu identitas diri (EKTP/SIM);

Pemohon tanpa turun dari kendaraan bermotor memindai barcode yang ada
pada bukti pengantar pembayaran ke mesin barcode pengambilan paspor
untuk mendapat nomor antrian pengambilan paspor;

Pemohon tanpa turun dari kendaraan bermotor menuju loket pengambilan
paspor drive tru dan menyerahkan nomor antrian, bukti pengantar
pembayaran, kartu identitas diri (EKTP/SIM) kepada petugas;

Petugas memeriksa kesesuaian kartu identitas pemohon (EKTP/SIM), bukti
pengantar bayar dan menyerahkan paspor pemohon yang sudah selesai
jika sesuai;

Langkah Akhir

1. Pemohon menerima paspor yang sudah selesai.

Pelaporan dan : | Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi Lalu
Evaluasi Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah

permohonan yang mengalami kendala pada hatri itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Petugas

Persyaratan

Mutu Baku

Waktu

Output

Keterangan

Pemohon terlebih  dahulu  mendapat Pemohon mendapat
noti_fikasi paspor selesai lewat SMS Gateway notifikasi sms bahF\JNa Notifikasj . Jadwa]
dari nomor 08113595000; paspor selesai sms dari 5 Menit pengambilan
Server sms paspor
gateway
v
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | Datana ke Kant Bukti pengantar Pe&igogewgg?:rwa
ii ' ifikasi atang ke Rantor | o pembayaran, kartu .
TPI Malang sesuai jadwal dari sms notifikasi | Mal < . . i 20 menit pembayaran,kartu
i migrasi Malang identitas diri L
dengan membawa  bukti pengantar EKTPISIM identitas diri
E)Ee|r<n_|p§/ysam)n Kartu Identitas Diri ( ) (EKTP/SIM)
v
Pemohon tanpa turun dari kendaraan Memindai barcode bukii
bermotc:r n;)emlndalil barcode pada E#kﬂ pengantar bayar pada Bukti pengantar . Nomor antrian
pengantar bayar ke mesin pengambilan mesin pengambilan pembayaran 5 Menit engambilan
paspor untuk mendapatkan nomor antrian paspor peng
pengambilan paspor;
i
Pemohon menuju loket pengambil_an paspor Menyerahkan nomor Bukti pengantar .
dan menyerahkan nomor antrian, bukt! antrian, bukti pengantar pembayaran, nomor 5 Menit
pengantar bayar dan kartu identitas diri bayar dan kartu antrian, kartu
(EKTP/SIM); identitas diri identitas diri
(EKTP/SIM)
. . A4
Petugas memeriksa kesesuaian kartu
identitas diri , bukti pengantar pembayaran dak )
emohon dengan paspor pemohon jika Tidak sesuai i ;
Eesuai petuggs r%enr;eraﬁkan pasjpor Pemeriksaan Bg'émgggf;fr >Menit | Paspor Pemohon
pemohon yang sudah selesai 'degé'ttj;aosleh nomor antrian,
kartu identitas
diri (EKTP/SIM)
sesuai
Pemohon menerima paspor yang sudah
selesai. 5 Menit | Paspor yang sudah

Pemohon menerima
paspor yang sudah
selesai

jadi







MIGRAS.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1°317
TGL.PEMBUATAN 17 Mei 2021

TGL.REVISI

TGL.EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG

G ; #KUMHAMPASTI

RAMDHANI
NIP. 197908172000021002

NAMA SOP SOP EXIT PERMIT ONLY (EPO)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan
dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki 1zin Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

10.

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner
3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
. . i Petugas Seksi
Kepala Seksi Kepala Seksi ?:E:;il;' T:?(nf)l ogi !
N Kegiat: i i ij X Kett
0 cglatan Kepal_a Kar_nor Tealtes] Infqrm§15| Intel_uen GEW Informasi dan Informasi dan Kelengkapan Waktu Output eterangan
Imigrasi dan Komunikasi Penindakan L P
Keimigrasian Keimigrasian (@] MUNGIEE
g 9 Keimigrasian Keimigrasian
1 |Melakukan pemeriksaan kelengkapan . Surat Permohonan EPO, 30 menit Dokumen Keimigrasian EPO
Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima ‘ Mulai }——»i Surat Jaminan Bermeterai,
permohonan Fotocopy E-KTP Penjamin,
Fotocopy Paspor WNA,
KITAS/KITAP, RPTKA
(untuk yang bekerja)/Surat
1zin Belajar (untuk pelajar)
2 |Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan EPO, 1 jam Dokumen Keimigrasian EPO
pemeriksaan cekal dan penjamin ﬁ: Surat Jaminan, E-KTP
Penjamin, Paspor WNA,
KITAS/KITAP,
RPTKA/Surat 1zin Belajar
3 [Menyetujui permohonan Pengembalian Dokumen v Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian EPO
Keimigrasian EPO i EPO
4 [Menerbitkan nomor register Pengembalian Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian EPO
Dokumen Keimigrasian EPO ;ﬁ EPO
5 |Melakukan peneraan cap Pengembalian Dokumen v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian EPO
EPO Keimigrasian pada Paspor Warga Negara EPO
Asing
6 |Menandatangani Pengembalian Dokumen ‘ Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian EPO
Keimigrasian EPO ﬁ: EPO
7 |Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian EPO
8 |Menyerahkan dokumen A4 Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian EPO

Selesai

d

EPO
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN
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TGL.REVISI
TGL.EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
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RAMDHANI
NIP. 197908172000021002
NAMA SOP SOP EXIT RE-ENTRY PERMIT (ERP)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Neaara Republik Indonesia Nomor 5894):
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin
Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner
3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (ERP) pada Paspor Warga Negara Asing di
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Selesai

ERP

Pelaksana Mutu Baku
. . . Petugas Seksi
Kepala Seksi Kepala Seksi Kasubseksi T ei nologi
No Kegiatan i i ij i i ) Keterangan
g Kepa[a Kaptor Teknologi Infqrm§3| Inteluen dan Teknologi Infqrm§3| IFieriiEs e Kelengkapan Waktu Output g
Imigrasi dan Komunikasi Penindakan dan Komunikasi e
Keimigrasian Keimigrasian Keimigrasian Keimigrasian
1 |Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, p Surat Permohonan ERP, 30 menit Dokumen Keimigrasian ERP
entry data dan cetak tanda terima permohonan ( Mulai }——»i Surat Jaminan Bermeterai,
Fotocopy E-KTP Penjamin,
Fotocopy Paspor WNA,
KITAS/KITAP, RPTKA
(untuk yang bekerja)/Surat
1zin Belajar (untuk pelajar),
Bukti Stamp keluar Wilayah
Indonesia
2 [Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan ERP, 1jam Dokumen Keimigrasian ERP
pemeriksaan cekal dan penjamin i: Surat Jaminan, E-KTP
Penjamin, Paspor WNA,
KITAS/KITAP,
RPTKA/Surat Izin Belajar
3 |Menyetujui permohonan Pengembalian Dokumen A4 Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian ERP
Keimigrasian ERP ﬁ ERP
4 |Menerbitkan nomor register Pengembalian Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian ERP
Dokumen Keimigrasian ERP ;ﬁ ERP
5 |Melakukan peneraan cap Pengembalian Dokumen v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian ERP
Keimigrasian ERP pada Paspor Warga Negara ﬁ ERP
Asing
6 [Menandatangani Pengembalian Dokumen Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian ERP
Keimigrasian ERP i ERP
7 |Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian ERP
8 [Menyerahkan dokumen v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian ERP
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NAMA SOP SOP MUTASI PASPOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin
Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

2019.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP EPO 1. Alat Tulis Kantor
SOP ERP 2. Komputer, printer dan scanner

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
} K(‘T'Tlllr?olsoegkig Kepala Seksi K?j;:;i:isl Petuga_s Seksi .
No Kegiatan Kepala Kantor ) Intelijen dan ) Teknologi Informasi Keterangan
) ] Informasi dan ] Informasi dan Do Kelengkapan Waktu Output
Imigrasi o Penindakan L dan Komunikasi
Komunikasi L ] Komunikasi —_— ;
L ] Keimigrasian - ’ Keimigrasian
Keimigrasian Keimigrasian
1 |Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, Surat Permohonan Mutasi 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
entry data dan cetak tanda terima permohonan ‘ Mulai )——»ﬁ Paspor, Surat Jaminan Paspor
Bermeterai, Fotocopy E-
KTP Penjamin, Fotocopy
Paspor Lama WNA,
Fotocopy Paspor Baru
WNA, KITAS/KITAP,
RPTKA, IMTA, Notifikasi
(Bagi Pekerja)/Surat 1zin
Belajar (Bagi Pelajar)
2 [Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan Mutasi 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
pemeriksaan cekal dan penjamin i: Paspor, Surat Jaminan, E- Paspor
KTP Penjamin, Paspor
WNA, KITAS/KITAP,
RPTKA, IMTA,
Notifikasi/Surat Izin Belajar
3 [Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian v Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Paspor i Mutasi Paspor Paspor
4 |Menerbitkan nomor register Dokumen Keimigrasian Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Paspor ;ﬁ Mutasi Paspor Paspor
5 [Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Paspor pada Paspor Warga Negara Asing ﬁ Mutasi Paspor Paspor
6 [Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
Paspor i# Mutasi Paspor Paspor
7 |Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
:ﬁ Mutasi Paspor Paspor
8 [Menyerahkan dokumen Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi

Selesai

E

Mutasi Paspor

Paspor
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NAMA SOP SOP MUTASI MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki
Izin Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2019.

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

N

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner
3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi . Kasubseksi Petugas Seksi
No Kegiatan Kepala Kant kel ITetszi'!a Sg - UGl ] Teknologi Keterangan
g e?ri%raz? o1 Informasi dan I:e?'ni“ne dr;kgg Informasi dan Informa;i dap Kelengkapan Waktu Output 9
Komunikasi Keimigrasian Komunikasi qugmke@
Keimigrasian Keimigrasian Keimigrasian
1 |Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, Surat Permohonan Mutasi, 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
entry data dan cetak tanda terima permohonan ‘ Mulai }——»ﬁ Surat Jaminan Bermetarai, Masuk
Fotocopy E-KTP Penjamin,
Fotocopy Paspor WNA,
KITAS/KITAP, Surat Izin
Bekerja (Bagi
Pekerja)/Surat I1zin Belajar
(Bagi Pelajar), Surat
Pengantar dari Kantor
Imigrasi Asal, Surat
Keterangan Domisili
2 [Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan Mutasi 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
pemeriksaan cekal dan penjamin i: Masuk, Surat Jaminan, E- Masuk
KTP Penjamin, Paspor
WNA, KITAS/KITAP, Surat
1zin Bekerja/Surat Izin
Belajar, Surat Pengantar
Surat Keterangan Domisili
3 [Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian v Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Masuk i Mutasi Masuk Masuk
4 |Menerbitkan nomor register Dokumen Keimigrasian Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Masuk ;ﬁ Mutasi Masuk Masuk
5 [Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Masuk pada Paspor Warga Negara Asing ﬁ Mutasi Masuk Masuk
6 [Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
Masuk i< Mutasi Masuk Masuk
7 |Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
:ﬁ Mutasi Masuk Masuk
8 [Menyerahkan dokumen Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi

Selesai

[*

Mutasi Masuk

Masuk
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NAMA SOP

SOP MUTASI KELUAR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki 1zin
Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2019.

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner
3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
. . i Petugas Seksi
Kepala Seksi Kepala Seksi K-?j;:;i:isl T e?( nologi
No Kegiatan i i ij . Keterangan
9 Kepa[a Kaf“‘" R eleo! Infgrma'\5| '”te'F'e” a0 Informasi dan Informasi dan Kelengkapan Waktu Output 9
Imigrasi dan Komunikasi Penindakan L o
Keimigrasian Keimigrasian I Komunikasi
9 9 Keimigrasian Keimigrasian
1 [Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, Surat Permohonan Mutasi 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi

entry data dan cetak tanda terima permohonan ﬂ Mulai )——»ﬁ Keluar, Surat Jaminan Keluar

Bermeterai, Fotocopy E-
KTP Penjamin, Fotocopy
Paspor WNA,
KITAS/KITAP, Surat Izin
Bekerja (Bagi
Pekerja)/Surat I1zin Belajar
(Bagi Pelajar), Surat
Keterangan Domisili

2 [Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan Mutasi 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
pemeriksaan cekal dan penjamin i Keluar, Surat Jaminan, E- Keluar
KTP Penjamin, Paspor
WNA, KITAS/KITAP, Surat
1zin Bekerja/Surat Izin
Belajar, Surat Keterangan

A

Domisili

3 [Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian v Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Keluar i Mutasi Keluar Keluar

4 |Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Keluar pada Paspor Warga Negara Asing i Mutasi Keluar Keluar

5 [Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
Keluar i Mutasi Keluar Keluar

6 [Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
> Mutasi Keluar Keluar

7 |Menyerahkan dokumen Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi

v
‘ Selesai ) Mutasi Keluar Keluar
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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NOMOR SOP W.15.IMI1.IMI.3-UM.01.01-1320
TGL.PEMBUATAN 17 Mei 2021
TGL.REVISI
TGL.EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
<@rnuunnumsﬂ
RAMDHANI
NIP. 197908172000021002
NAMA SOP SOP MUTASI ALAMAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4., Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki 1zin
Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

N

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner
3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
) K?I'Zalllr?olsoegkiSI Kepala Seksi Kasubseksi Petuga_s Seksi .
No Kegiatan Kepala Kantor [y S Intelijen dan Teknologi Informasi | Teknologi Infqrm§5| Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Imigrasi e Penindakan dan Komunikasi dan lKolmun{kaS|
. . Keimigrasian Keimigrasian Keimigrasian
Keimigrasian
1 [Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, ) Surat Permohonan Mutasi 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
entry data dan cetak tanda terima permohonan ‘ Mulai )——»ﬁ Alamat, Surat Jaminan Alamat
Bermetarai, Fotocopy E-
KTP Penjamin, Fotocopy
Paspor WNA,
KITAS/KITAP, Surat Izin
Bekerja (Bagi
Pekerja)/Surat I1zin Belajar
(Bagi Pelajar), Surat
Keterangan Domisili dari
Kelurahan
2 [Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan Mutasi 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
pemeriksaan cekal dan penjamin i: Alamat, Surat Jaminan, E- Alamat
KTP Penjamin, Paspor
WNA, KITAS/KITAP, Surat
1zin BeKerja/Surat 1zin
Belajar, Surat Keterangan
Domisili
3 [Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian A4 Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Alamat i Mutasi Alamat Alamat
4 |Menerbitkan nomor register Dokumen Keimigrasian Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Alamat ;ﬁ Mutasi Alamat Alamat
5 [Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
Mutasi Alamat pada Paspor Warga Negara Asing ﬁ Mutasi Alamat Alamat
6 [Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian Mutasi
Alamat i Mutasi Alamat Alamat
7 [Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi
:ﬁ Mutasi Alamat Alamat
8 [Menyerahkan dokumen Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian Mutasi

Selesai

E

Mutasi Alamat

Alamat




=)
IMIGRASY
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TGL.EFEKTIF
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NIP. 197908172000021002

SOP PENCABUTAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN MENJADI

NAMA SOP WARGA NEGARA ASING (WNA)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, 1zin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki 1zin
Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner
3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) pada Paspor Warga Negara Asing di
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
) Kepala Seksi Kepala Seksi K?:;:;i;?' PE;L;?;?)SZ:(SI
No Kegiatan Kepal_a Kaf“"r Vel Inf(_)rme}& Intel_uen CET Informasi dan Informasi dan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Imigrasi dan Komunikasi Penindakan o I
Keimigrasian Keimigrasian Komunikasi qu}mlkqa
Keimigrasian Keimigrasian
1 |Melakukan pemeriksaan kelengkapan Surat Permohonan, Surat 30 menit Dokumen Keimigrasian WNA
Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima ‘ Mulai J—-—Vi Jaminan, Fotocopy E-KTP
permohonan Sponsor, Fotocopy Paspor
WNA, Fotocopy Akte
Lahir/Akte Nikah, Paspor
Indonesia (bila ada), Surat
Pernyataan memilih
Kewarganegaraan, Afidat
(apabila memiliki)
2 [Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan, Surat 1jam Dokumen Keimigrasian WNA
pemeriksaan cekal dan penjamin i: Jaminan, E-KTP Sponsor,
Paspor WNA, Akte
Lahir/Akte Nikah, Surat
Pernyataan memilih
Kewarganegaraan
3 |Menyetujui permohonan Pencabutan Dokumen A4 Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian WNA
Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing i WNA
(WNA)
4 [Menerbitkan nomor register Pencabutan Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNA
Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara > WNA
Asing (WNA)
5 |Melakukan peneraan cap Pencabutan Dokumen v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNA
Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing ﬁ WNA
(WNA) pada Paspor Warga Negara Asing (WNA)
6 |Menandatangani Pencabutan Dokumen Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian WNA
Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing i4 WNA
(WNA)
7 [Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNA
8 |Menyerahkan dokumen A Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNA

Selesai

4

WNA




=)
IMIGRASY
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN
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SOP PENCABUTAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN MENJADI

NAMA SOP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, 1zin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki 1zin
Tinggal;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti
dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian

2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner
3. Jaringan internet dan e-office
4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) pada Paspor Warga Negara Asing di
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang tidak sesuai dengan prosedur.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Selesai

WNI

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi Kepala Seksi K?:;:;i;?' PE;L;?(?]ZSZ:(SI
No Kegiatan Kepal_a Kaptor Teknologi Infqrme}& Intel_uen dan e st e Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Imigrasi dan Komunikasi Penindakan o ikasi
Keimigrasian Keimigrasian K‘?m.“”'k".‘s' qu}ml asl
Keimigrasian Keimigrasian
1 |Melakukan pemeriksaan kelengkapan Surat Permohonan WNI, 30 menit Dokumen Keimigrasian WNI
Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima ( Mulai i———»i Fotocopy E-KTP Sponsor,
permohonan Fotocopy Paspor WNI,
Fotocopy Kartu Keluarga,
Fotocopy Akte Lahir/Akte
Nikah, Surat Keputusan
Presiden WNI, Surat
Pernyataan Pengembalian
Paspor ke Kedutaan
Negaranya
2 [Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, Surat Permohonan WNI, E- 1jam Dokumen Keimigrasian WNI
pemeriksaan cekal dan penjamin i: KTP Sponsor, Paspor WNI,
Kartu Keluarga, Akte
Lahir/Akte Nikah, Surat
Keputusan Presiden WNI,
Surat Pernyataan
Pengembalian Paspor ke
Kedutaan Negaranya
3 [Menyetujui permohonan Pencabutan Dokumen A4 Dokumen Keimigrasian 1 hari Dokumen Keimigrasian WNI
Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia i WNI
(WNI)
4 [Menerbitkan nomor register Pencabutan Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNI
Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara > WNI
Indonesia (WNI)
5 [Melakukan peneraan cap Pencabutan Dokumen v Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNI
Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia ﬁ WNI
(WNI) pada Paspor Warga Negara Indonesia
6 [Menandatangani Pencabutan Dokumen Dokumen Keimigrasian 1jam Dokumen Keimigrasian WNI
Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia i: WNI
(WNI)
7 |Melakukan pemindaian dokumen selesai Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNI
8 [Menyerahkan dokumen ) Y Dokumen Keimigrasian 30 menit Dokumen Keimigrasian WNI
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TGL. EFEKTIF : 30 September 2021
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRAS| MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG RARLIAGE
NIP. 197908172000021002
SEKSI TATA USAHA NAMA SOP SOP Dorema Karmila (Dokter , Ruang Kesehatan dan Genose
Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan ma’syarakat.
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

7. Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
SEK-02.0T.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Seluruh SOP Pelayanan Keimigrasian bagi WNI 3. Seperangkat PC;
2. Seluruh SOP Pelayanan Keimigrasian bagi WNA 4. Mesin cetak nomor antrian:
5. Kamera, tripod dan fingerprint scanner;
6. Printer,
7. Alat tulis.
8.

Termometer Gun Digital

9. Disinfektan Chamber

10. Hand Sanitizer

11. Cairan Disinfektan

12. Sarung tangan dan Masker Non Medis

13. Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai

pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ggta elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada
i impinan.
prima.




SOP DOREMA KARMILA (DOKTER RUANG, KESEHATAN DAN GENOSE)

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

. Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.0T.02.02 Tahun
2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985
tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan
Rumah Detensi Imigrasi.

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Tata Usaha




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP : | SOP Dorema Karmila (Dokter, Ruang Kesehatan dan Genose)

2. | Jenis Kegiatan . | Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 — 16.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk . | Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan . | — Kepala Seksi Tata Usaha;
— Kepala Urusan Umum;

4. | Scope/ruang lingkup : | Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan . | SOP Dorema Karmila (Dokter, Ruang Kesehatan dan Genose)

Langkah Awal 1. Pemohon Layanan Keimigrasian (WNI dan WNA) Datang ke Kantor Imigrasi

Kelas | TPI Malang sesuai dengan jadwal pelayanan (Online maupun Walk
in);




Langkah Utama

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang sesuai dengan
jadwal pelayanan serta wajib memakai masker;

2. Pemohon waijib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk
sterilisasi;

3. Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang yang bertugas dalam
pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung
tangan.Petugas Security / Duta Layanan wajib melakukan pemeriksaan
suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan alat
deteksi suhu otomatis / thermogun, jika dalam pemeriksaan suhu tubuh
pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon diharuskan masuk ke ruang
kesehatan untuk diperiksa oleh dokter dan menjalani pemeriksaan awal
COVID-19 dengan genose;

4. Pemohon yang telah diperiksa oleh dokter dan hasil genose negatif COVID-
19 pemohon dapat melanjutkan untuk mengajukan layanan Keimigrasian,
jika hasil pemeriksaan dan genose positif COVID-19 pemohon disarankan
untuk pulang dan melakukan test swab antigen / pcr di RS atau klinik sesuai
dengan pilihan pemohon;

Langkah Akhir

1. Pemohon yang menikmati layanan Dorema Karmila mendapatkan surat
hasil pemeriksaan COVID-19 oleh Dokter atau genose;

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kepala Urusan Umum dan KepalaSub Bagian Tata
Usaha terkait jumlah pemohon yang menikmati layanan Dorema Karmila pada
hari itu.




Kegiatan

Pelaksanaan

Pemohon

Mutu Baku

ELT

Keterangan

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas |

Datang ke Kantor

Petugas

Persyaratan

Pemohon wajib

TPl Malang sesuai dengan jadwal Imigrasi wajib memakail 10 Menit .
kedatangan yang telah dipilih pada lembar masker memakai masker
konfirmasi wajib memakai masker;
Pemohon waijib mencuci tangan ditempat )
yang telah di sediakan dilanjutkan masuk Wajib cuci tangan dan _ Cuci tangan Qengan
ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; masuk ke disinfektan 2 Menit sabun dan air yang
chamber mengalir
Petugas security / Duta layanan melakukan
pemeriksaan suhu tubuh, pemohon yang b4 P hon diperik
suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang 2Thou ?unbulrf)?)lrlahsa
melanjutkan permohonan pelayanan . Ya 3 Menit etuaas security /
keimigrasian dan langsung diarahkan ke Suhu>37.5°C pD tgP | y
ruang layanan kesehatan untuk menikmati uta Fefayanan
layanan Dorema Karmila;
Tidak
Y

Jika dalam pemeriksaan Dokter dan Tidak

i ; Surat keterangan Dokter mencatat
Genose pemohon dinyatakan ~negatif hasil pemeriksaan emohon yang hasil
COVID-19 pemohon dapat melanjutkan Hasil Negatif 1 Menit doktefdan genose P genoseypogitif
permohonan layanan Keimigrasian Jika COVID-19
dinyatakan Positif pemohon diarahkan
untuk Swab antigen/pcr di RS dan Klinik
sesuai dengan pilihan pemohon;

L Ya

Pemohon yang telah diperiksa oleh
dokter dan hasil genose negatif y
COVID-19 pemohon dapat melanjutkan Melanjutkan

untuk mengajukan layanan
Keimigrasian

pengajuan pelayanan
jasa keimigrasian







IMIGRAS)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

NOMOR SOP W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-3111

TGL.PEMBUATAN 29 Agustus 2022
TGL.REVISI
TGL.EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG

‘@axummmmsn

RAMDHANI
NIP. 197908172000021002

NAMA SOP PENGELOLAAN ARSIP AKTIF

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. International Standard Organization (ISO) 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;

4. 1SO 15489 tentang Records Management;

5. Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman, Bagian 1: Umum;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip;

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanaan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29).

1. Memiliki kemampuan di bidang kearsipan

2. Memiliki pemahaman tentang Klasifikasi Arsip

3. Memiliki pemahaman tentang Pemberkasan

4. Memiliki pemahaman tentang Jadwal Retensi Arsip

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Alih Media Arsip

. Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
. Indeks;

. Filling Cabinet;

Folder;

. Sekat/Guide;

. Buku/Formulir Peminjaman;

. Out Indicator ;

. Komputer.

© ~NOo 0 wWN P

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pemberkasan arsip aktif di unit pengolah tidak terlaksana, sulitnya pengawasan
fisik dan informasi arsip, sulitnya penemuan kembali arsip dan pemindahan arsip inaktif tidak dapat dilaksanakan.

Disimpan sebagai arsip

Pttps-hsre bssnogo sdiverifkoas




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
. Kaur dan Pejabat Fungsional
No Kegiatan ; o Keterangan
9 Kasubag TU d_an atau/Kasubseksi dengan| Arsiparis dan atau/Staf Kelengkapan Waktu Output o
atau/Kaseksi . q .
fungsi kearsipan Pengelola Arsip
1 |Mempersiapkan kegiatan pengelolaan arsip aktif Petunjuk Operasional 15 Menit Nota Dinas / Disposisi
Y Prosedur
‘ Mulai y

2 [Melakukan persiapan peralatan pemberkasan v Peralatan Pemberkasan 15 Menit Peralatan Pemberkasan
3 |Menyusun rencana pemberkasan v Nota Dinas 30 Menit Nota Dinas

persetujuan/Disposisi Persetujuan/Disposisi

melakukan kegiatan Kegiatan Pemberkasan

pemberkasan
4 [Melakukan pemeriksaan, menentukan indeks, \ Catatan hasil 15 Menit Arsip yang terkelompok
menentukan kode, mengelompokkan arsip dan pemeriksaan, catatan dan berlabel
pelabelan indeks, catatan kode dan
label
5 |Membuat Daftar Isi Berkas v Deskripsi 30 Menit Daftar Isi Berkas
6 |Menyimpan/menata arsip aktif v Filling Cabinet 30 Menit Arsip Tersimpan
7 |Membuat Daftar Arsip Aktif v Deskripsi 30 Menit Daftar Arsip Aktif
8 |Daftar Arsip Aktif Daftar Arsip Aktif Formulir 30 Menit Arsip Dipinjam
i< Peminjaman Out Guide

9 |Menerima Daftar Arsip Aktif Daftar Arsip Aktif 15 Menit Daftar Arsip Aktif yang

‘4 Selesai }4

telah disetujui




KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

PENGAYOMAN

NOMOR SOP W15.IMI.IMI.3-2048-PW.01.01 Tahun 2022

TGL. PEMBUATAN 14 Juni 2022

TGL. REVISI / REVISI KE -

TGL. EFEKTIF 15 Juni 2022

DISAHKAN OLEH Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang,

Ramdhani

NIP. 19790817 20000201001
NAMA SOP INOVASI Tata Nilai PASTI dan BERAKHLAK
UMUM Pedoman Tata Nilai Pasti dan Berakhlak

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011  tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan
Surat Perjalanan Laksana Paspor.

1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik;

2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

3. Memahami dokumen persyaratan paspor;

4. Memiliki Pemahaman dalam pemberian izin tinggal;

5. Memiliki Kemampuan dalam pengawasan dan penindakan Warga Negara Asing

KETERANGAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

SOPAP Penerapan Tata Nilai PASTI dan BERAKHLAK

1. ATK 3. Spanduk
2. Komputer 4. Banner

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini wajib dijadikan acuan Petugas Imigrasi dalam penerapan Tata Nilai PASTI dan BERAKHLAK

Disimpan sebagai data elektronik dan atau manual, sebagai bahan evaluasi Pelayanan Paspor




No Kegiatan Tata Nilai Panduan Perilaku Kode Etik Output
MULAI
e Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Berkomitmen memberikan
1 Berorientasi Pelayanan * Ramah, cekatan, §0Iut|f dan dapgt diandalkan pelayanan prima demi kepuasan
l e Melakukan perbaikan tiada henti masyarakat
o Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplindan
berintegritas tinggi
2 Akuntabel 7 e Menggunakan kekayaan dan barang milik negara denganbertanggung Bertanggung jawab atas kepercayaan
l jawab, efektif dan efisien yang diberikan
o Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
e Meningkatkan kompetensi diri untuk menjaawab tantanganyang selalu
beubah . . Terus belajar dan mengembangkan
3 Kompeten . e Membantu orang lain belajar kapabilitas
l o Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
e Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
4 Harmonis * Suka menolon_g orang lain ) Saling peduli dan menghargai
l e Membangun lingkungan yang kondusif
e Memegang teguh ideologi pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI dan
5 Loyl Pemerintahan yang sah Berdedikasi dan mengutamakan
l e Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi danNegara kepentingan bangsa dan Negara
o Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan . . .
6  Adaptif e Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Leer#;g?glz?:: S;L?tznrﬁgﬂaﬂgzggliam
l o Bertindak proaktif perubahan
o Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untukberkontribusi Membanaun Keriasama van
7 Kolaboratif o Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah g ) yang

* Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuktujuan bersama

sinergis




NOMOR SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1076

TGL. PEMBUATAN : 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE : 16 September 2022 / 1
TGL. EFEKTIF : 16 September 2022

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG RAMDHANI
WIP. 15759081 7200002100

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN NAMA SOP SOP Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan
(Sameday Service)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum,
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 |9 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis
Hak Asasi Manusia dan surat Kepala Kantor Wilayah Nomor : W13-HA.02.02-1486 hal Penghargaan Pelayanan
Publik Berbasis HAM;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

_ 1. Seperangkat PC;
SOP Paspor Baru/Penggantian 2. Mesin cetak nomor antrian;
3. Kamera dan fingerprint scanner,;
4. Printer;
5. Alat tulis.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada

prima. Pimpinan.




SOP PASPOR BARU/PENGGANTIAN LAYANAN PERCEPATAN (SAMEDAY SERVICE)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019;

Instansi

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang

Unit Pelaksana Teknis

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

SOP Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan (Sameday
Service)

2. | Jenis Kegiatan

Rutin dan Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan),
dilaksanakan pukul 07.30— 11.00 WIB pada hari kerja

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Malang;

— Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang;

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Malang

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

SOP Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan (Sameday Service)

Langkah Awal

Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dengan membawa
berkas persyaratan antara jam 08.00 — 11.00;

Pemohon mengajukan layanan percepatan dengan menemui petugas
pemeriksaan berkas / Duta Pelayanan;

Petugas pemeriksaan berkas / Duta Layanan akan memeriksa apakah
kuota Layanan Percepatan masih tersedia melalui Aplikasi Layanan
Paspor Online (Kuota Layanan Percepatan ditentukan oleh Kanwil);
Layanan Percepatan / Sameday Service tidak melayani penggantian
paspor rusak / hilang / perubahan data;

Langkah Utama

. Pemohon membawa asli dan fotokopi berkas permohonan kepada petugas

verifikasi data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;
Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Surat Pernyataan dengan lengkap
dan menyerahkan ke petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian
pengambilan biometrik, foto dan wawancara;

. Petugas melakukan input data permohonan ke SIMKIM V2;
. Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan

menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;

. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk

melakukan pembayaran;

. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.

Langkah Akhir

3.

. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;

. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon

menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda
bukti pembayaran paspor;

Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Pelaporan dan
Evaluasi

Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi
Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.




Pelaksanaan Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Pemohon Petugas Persyaratan
Pemohon datang ke Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang sesuai dengan , Pemohon membawa
1. waktu pelayanan bagi pemohon walk in Data?r?]ikfalgiantor < 30 menit berkas persyaratan
jam 08.00 — 11.00 dengan membawa g Tidak
berkas persyaratan
Pemohon membawa fotokopi dan asli Formulir
berkas permohonan yang lengkap kepada o Lengkap? Berkas , pendaftaran yang
2. petugas verifikasi data selanjutnya petugas - Permohonan 5 Menit sudah diisi
melakukan pengecekan kelengkapan lengkap
persyaratan;
Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Nomor antrian
Surat Pernyataan dengan lengkap dan Isi formulir permohonan | Ya Berkas . untuk
3. | menyerahkan ke petugas antrian untuk dengan lengkap Permohonan 5 Menit pengambilan
mendapatkan nomor antrian pengambilan data biometrik
biometrik, foto dan wawancara;
Berkas
4. | Petugas melakukan input data permohonan Input:ata Permohonan yang 5 Menit
ke SIMKIM V2; Perm‘f onan sudah lengkap
S v Berkas
5 Pemohon melakukan perekaman S|d|I§ jari, Pengambilan biometrik Permohonan yang 10 Menit Data biometrik
: foto dan wawancara dengan menunjukan dan wawancara sudah lengkap pemohon paspor
seluruh dokumen asli berkas permohonan; (fotokopi dan asli)
5 Pemohon mendapatkan bukti tanda terima Mendapatkan bukti P 2 Menit Bukti pengantar
* | pengambilan dan pembayaran dari petugas pengantar pembayaran | pembayaran
untuk melakukan pembayaran; .
v
Bukti pengantar .
7. Pemohon dapat melakukan pembayaran Melakukan pembavaran 5 Menit
melalui Kantor Pos dan Bank/ATM. Ip 4 pembayaran
g. | Pemohon mengambil nomor antrian Ambil \ tri iﬁgap?rginc}g; 5 Menit Nomor antrian
’ pengambilan paspor di Mesin Antrian; mbfl nomer antrian P y
bukti bayar
Setelah nomor antrian dipanggil di loket 3 .
pengambilan paspor, pemohon Menyerahkan bukti Bukti pengantar _
9. | menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengantar pembayaran pembayaran dan | 10 Menit
pengambilan paspor dan tanda bukti dan bukti bavar bukti bayar
pembayaran paspor;
Bukti pengantar Paspor harus selesei
. : i Pasporyang pada hari yang sgma
10. _szohon menerima paspor yang sudah Menerima paspor » Selesai pembayaran dan 5 Menit sudah selesai  |dengan pengajuan
jadi. bukti bayar permohonan




elektronik) setelah
melakukan transaksi
pembayaran




IMIGRAS).

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1097

TGL.PEMBUATAN 14 November 2022

TGL.REVISI

TGL.EFEKTIF 15 November 2022

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG

#KUMHAMPASTI

RAMDHANI
NIP. 197908172000021002

NAMA SOP ALIH MEDIA ARSIP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. ISO 15489 tentang Records Management;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun
2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanaan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29).

1. Memiliki kemampuan di bidang kearsipan
2. Memiliki pemahaman tentang Pola Klasifikasi Arsip

3. Memiliki pemahaman tentang Pemberkasan

~

. Memiliki pemahaman tentang Jadwal Retensi Arsip

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif
2. SOP Pemusnahan Arsip

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Alat Pemindai/Scanner.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pemeliharaan arsip dinamis melalui kegiatan alih media tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Daftar Arsip yang dialihmediakan dan Berita Acara Alih Media Arsip hasil alih media dan hasil
cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ; ; Kasubag dan ) ngapat Fungsional Keterangan
Kepala Kantor Imigrasi | atau/Kaseksi dengan Pejabat Pengawas Arsiparis dan atau/Staf Kelengkapan Waktu Output
fungsi Kearsipan Pengelola Arsip
1 |Mempersiapkan kegiatan alih media arsip 30 Menit Nota Dinas / Disposisi
‘ Mulai )

2 [Melakukan penelitian terhadap jenis arsip yang L Catatan 1 Jam Jenis arsip yang
akan dialihmediakan dan mempersiapkan jenis ¢ dialihmediakan, media
peralatan alih media i_—>i_——> yang diusulkan dan

peralatan penataan
arsip inaktif

3 |Menyusun rencana alih media arsip v Catatan 30 Menit

4 |Melakukan alih media arsip ‘ Jadwal Retensi Arsip 1 Hari Catatan hasil Arsip Alih

Media
-
5 |Daftar Arsip Alih Media $ Deskripsi 30 Menit Daftar Arsip Alih Media
i Berita Acara Arsip Alih
Media

6 |Penataan dan penyimpanan arsip alih media Media penyimpanan 1 Hari Arsip Tertata dengan

7 [Menerima Daftar Arsip Hasil Alih Media Daftar Arsip Alih Media 30 Menit Daftar Arsip Alih Media

yang disetujui

8 [Mempersiapkan Legalisasi Arsip Hasil Alih Laporan / Nota Dinas 1Jam Draf Legalisasi Arsip

Media

Alih Media

hitps-ibsre bssm.go.idfverifikasi




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

NOMOR W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01-1098
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALIH MEDIA ARSIP

Menimbang :

Mengingat :

a.

KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan
dibidang kearsipan agar tercipta suata tata kelola arsip yang tertib, efisien
dan tertata sesuai dengan aturan dan kaidah kearsipan yang berlaku,
setiap penyelenggara kepemerintahan dibidang kearsipan wajib
menetapkan standar operasional prosedur;

bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan kepemerintahan dibidang kearsipan dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur untuk jenis
alih media arsip pada Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 84);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 54 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan
Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2121);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan
Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2123);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020
tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALIH
MEDIA ARSIP PADA KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

Standar Operasional Prosedur pada Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Alih Media Arsip pada Satuan Kerja Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Malang.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Unit Kerja/Unit Pengolah dan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja kearsipan oleh pejabat fungsional
arsiparis dan staf pengelola arsip dalam penyelenggaraan kepemerintahan
dibidang kearsipan.

Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan masih
berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 15 November 2022

KEPALA KANTOR,

‘#KUMHAMPASTI

RAMDHANI
NIP 197908172000021001

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

https-ifbsre bssn.goidfiverifikasi



LIMiGRAS,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1630

TGL.PEMBUATAN 20 Maret 2023

TGL.REVISI

TGL.EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG

—
GALIH PRIYA KARTIKA PERDHANA
NIP. 198404232002121003

NAMA SOP PELAYANAN DAN PEMINJAMAN ARSIP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. International Standard Organization (ISO)9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;

4. 1SO 15489 tentang Records Management

1. Memahami bidang kearsipan
2. Memahami Daftar Arsip Aktif
3. Memahami Daftar Arsip Inaktif
4. Memahami Daftar Arsip Vital
5. Memahami Klasifikasi Arsip

6. Memahami Pengelolaan Arsip Aktif, Pengelolaan Arsip Inaktif dan Pengelolaan Arsip Vital

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Arsip Aktif
2. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif
3. SOP Alih Media Arsip

1. Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Daftar Arsip;

3. Formulir Peminjaman;

4. Out Indicator

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan pelayanan dan peminjaman arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia tidak dapat dilaksanakan dengan baik.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keppela fSek5| Teknolz?gl . Kepala Subseksi dengan fungsi | Pejabat Fungsional Arsiparis dan Keterangan
Informasi dan Komunikasi . . Kelengkapan Waktu Output
. 3 Kearsipan atau/Staf Pengelola Arsip
Keimigrasian

1 [Mempersiapkan kegiatan pelayanan dan ; Petunjuk Operasional 15 Menit Nota Dinas/Disposisi

peminjaman arsip ‘ Mulai \' Prosedur
2 [Mempersiapkan rencana peminjaman arsip v Catatan rencana kerja 15 Menit
3 [Melayani arsip : { Surat peminjaman arsip 10 Menit

Mencari arsip yang dipinjam ﬁ Daftar Arsip
4 |Memeriksa kelengkapan arsip yang dipinjam * Catatan kondisi dan 10 Menit Daftar arsip yang

ﬁ jumlah arsip dipinjam

5 [Pengambilan arsip dari tempat penyimpanannya Tanda pengganti arsip 10 Menit

dengan memberi tanda keluar atau out indicator| yang dipinjam

pada arsip yang diambil Daftar Arsip
6 [Mencatat arsip yang dipinjam dalam formulir Catatan peminjaman 10 Menit

peminjaman
7 |Menyerahkan arsip yang dipinjam dan meminta Fisik Arsip 10 Menit

paraf peminjam
8 |Menyimpan kembali arsip yang selesai dipinjam v Fisik Arsip 10 Menit

i Pencabut tanda pengganti
arsip

9 |Menerima laporan pelayanan dan peminjaman Daftar Pelayanan dan 60 Menit Arsip dipinjam

arsip

Peminjaman Arsip




~IMIGRAS".

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI MALANG

NOMOR SOP W.15.IML.IMI.3-UM.01.01-1161

TGL.PEMBUATAN 20 Maret 2023

TGL.REVISI

TGL.EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
Bl E

e
GALIH PRIYA KARTIKA PERDHANA
NIP. 198404232002121003

NAMA SOP Surat Masuk Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013
tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanaan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29).

1. Memiliki pemahaman tentang organisasi dan tatalaksana
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, printer dan scanner
3. Memiliki kemampuan mengklasifikasikan surat berdasarkan sifat surat

4. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Penataan Arsip
SOP Pemberkasan Arsip
SOP Penyusutan Arsip

1. Buku Tata Naskah Dinas

2. Alat Tulis

3. Komputer, Printer, Scanner

4. Jaringan Komputer Lokal (LAN) / Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka proses pendistribusian surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan berjalan
dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan

Kepala UPT

Kasubbag TU
dan atau/Kaseksi

Kaur dan
atau/Kasubseksi

Petugas
Ketatausahaan

Tata Usaha
Kepala UPT

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Surat masuk yang berasal dari eksternal dan
internal Kementerian Hukum dan HAM diterima,

Surat

10 menit/surat

Data Surat Elektronik

Petugas ketatausahaan adalah
pelaksana yang menangani
persuratan diunit eselon Il

dipilih dan diinput ke dalam aplikasi SUMAKER

oleh petugas ketatausahaan Mual

Petugas Tata Usaha Kepala UPT menerima,
memilah surat masuk lalu menyampaikan
kepada pimpinan melalui aplikasi SUMAKER

Data Surat Elektronik

10 menit/surat

Data Surat Elektronik

Kepala UPT membuka aplikasi SUMAKER
untuk menelaah surat kemudian
mendisposisikan ke pejabat satu tingkat
dibawahnya

Data Surat Elektronik

10 menit/surat

Disposisi

Kasubbag TU dan atau/Kaseksi membuka surat
masuk, membaca dan menelaah lalu
mendisposisikan ke pejabat satu tingkat
dibawahnya

———

Data Surat Elektronik

10 menit/surat

Disposisi

Kaur dan atau/Kasubseksi membuka
surat/disposisi masuk, membaca dan menelaah
lalu menindaklanjuti surat tersebut

v
‘ Selesai '

Data Surat Elektronik

10 menit/surat

Dokumen

Diberkaskan sesuai klasifikasi

arsip
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